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ABSTRAK

Nama : Waki Sulistyaning R.
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul . Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Bekas Hak Milik Adat

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.108/ Pdt.G/
2001/ Jkt. Bar, Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta No.372/ Pdt/ 2003/ PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1089 K/ Pdt/ 2005).

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak lama atas tanah demi
hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah baru yang diatur dalam Undang-
Undang Pokok Agraria. Perolehan hak-hak atas tanah disertai kewajiban pemilik
tanah mendaftarkan hak atas tanahnya. Untuk tanah yang belum didaftarkan disebut
tanah bekas hak milik adat. Pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan demi
menjamin kepastian hukum pertanahan. Namun, pada kenyataannya sampai dengan
saat ini bidang-bidang tanah yang belum terdaftar masih banyak jumlahnya. Pemilik
tanah yang belum mendafiarkan haknya tersebut menggunakan tanda bukti
pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan.
Sementara dalam salah satu sumber hukum Kkita yaitu yurisprudensi nomor
34/K/Sip/1960 menyebutkan bahwa surat pembayaran pajak bukan merupakan
petunjuk siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu.
Ketentuan hukum ini seringkali digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan
suatu perkara tanpa melihat latar belakang dari kasus mereka, schingga bagi pemilik
tanah bekas hak milik adat hal ini sangat merugikan. Permasalahan pokok yang
dianalisis adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara
kepada pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik, pandangan
pengadilan dalam perlindungan hukum pemilik tanah bekas hak milik adat dan
penyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas hak milik adat berdasarkan kasus
dalam Putusan No.108/Pdt.G/2001/ Jkt.Bar, Putusan No.372/Pdt/2003/PT.DKI dan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089K/Pd/2005. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat
yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa
literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum agraria.
Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan perlindungan
hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik yaitu
menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat
bukti lain untuk tanah hak lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR.
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Abstract

After the effective application of Agrarian Principles Law, former rights over
land are by the operation of law converted into new rights over land stipulated in the
Agrarian Principles Law. Acquirement of rights over land is supported by obligation
on the part of the land owners to register their rights over land. For lands which have
not yet been registered, they will be referred to as former customary right of
ownership lands. Such land registration is conducted in order to ensure legal
certainty in land affairs. However, in reality, up to the present time, the total numbers
of parcels of lands which are not yet registered are quite a few. This fact gives rise to
problems and disputes among the Parties claiming as the real owners. Land owners
who have not yet registered their rights use tax payment slip as the evidence of their
ownership over the relevant lands. Meanwhile, in one of our legal sources, which is,
Jjurisprudence number 34/K/Sip/1960, it states that tax payment slip is only an
indication on who must pay the tax over a certain parcel of land. This legal provision
is often used by judges in settling a case without observing the background of their
cases; thereiore, for the owners of former customary right of ownership lands, this is
very detrimental. Therefore, it is necessary to be studied regarding the legal
protection for the owners of former customary right of ownership lands based on the
national land law and other related statutory regulations.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakan; Masalah

Berbagai peruntukan tanah baik untuk perumahan, usaha, investasi,
sarana perhubungan, dan kebutuhan lain untuk kepentingan umum berimplikasi
pada melambungnya harga tanah sehingga tanah merupakan asset berharga. Hal
ini mendorong kebutuhan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dari pihak-
pihak yang tidak berhak untuk turut memakai atau mendapatkan manfaat dari
tanahnya. -

Kebutuhan tersebut direspon dengan mencantumkan tujuan pokok
dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok
Agraria atau disingkat dengan UUPA yang diundangkan pada tanggal 24
September 1960, dalam Penjelasan Umum 1 yaitu :

I. meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional, yang akan
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur;

2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan;
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi seluruh rakyatnya.
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Sehubungan dengan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai hak-
hak atas tanah tersebut diperlukan tersedianya perangkat hukum tertulis, yang
lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan penyelenggaraan
pendaftaran tanah yang efektif.!

Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang
berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang
tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya,
bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan
apa yang ada dalam rhenguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang
dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal
lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyai
seseorang.’

Di bidang pertanahan, pada kasus-kasus konkret, pemberian jaminan
kepastian hukum belum dapat diwujudkan hanya dengan tersedianya perangkat
hukum yang memenuhi persyaratan. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan
kegiatan yang disebut pendaftaran tanah sebagaimana telah diatur dalam Pasal
19 ayat (1) UUPA yang merupakan suatu legal cadastre. Dengan
diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut:

1. mereka yang mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan
haknya atas tanah yang dikuasai dan dipunyainya. Kepada mereka

masing-masing diberikan surat tanda bukti hak oleh Pemerintah;

' Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi
Dan Pelaksanannya jilid I Hukum Tanah Nasional, Cet. X, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 69.
* Ibid.
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2. mereka yang memerlukan keterangan mengenai data fisik dan yuridis
mengenai suatu tanah, yaitu calon pembeli dan calon kreditor yang akan
menerima tanah sebagai jaminan, akan dengan mudah memperolehnya,
karena keterangan-keterangan tersebut yang disimpan di Kantor
Penyelenggara Pendaftaran Tanah, terbuka bagi umum. Dalam arti umum
boleh mengetahui, dengan melihat sendiri daftar dan dokumen yang
bersangkutan atau meminta keterangan tertulis mengenai data yang
diperlukannya dari Kantor tersebut.’

Sebagai wujud nyata dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut, maka
bagi pihak yang berhak atas suatu tanah yang telah mendaftarkan tanahnya
sesuai peraturan pemerintah yang berlaku diberikan suatu sertipikat hak atas
tanahnya. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah diharapkan dapat
menjadi bukti otentik bahwa orang yang tercantum namanya dalam sertipikat
tersebut adalah pemegang hak sesungguhnya, dan untuk memberikan kepastian
mengenai subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut.?

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah
seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberi
jaminan kepastian hukum terhadap gangguan pihak lain. Karena dalam
kenyatannya sampai dengan saat ini baru kurang lebih 20% (dua puluh persen)
bidang tanah yang terdaftar, seyogyanya tetap dipertahankan asas bahwa
ketiadaan alat bukti tak tertulis tidak menjadi penghalang bagi seseorang yang

mempunyai alas hak yang sah untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui

r._“ P

3 Ibid., hal. 70-71. N
4 Benny Bosu, Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)
(Jakarta : PT. Medisa, 1997), hal. 3.
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elama jangka
tata cara pengakuan hak berdasarkan penguasaan secara de facto s J

i baga
waktu tertentu dan diperkuat dengan kesaksian masyarakat serta lembag

yang

i ara juga
berwenang. Selain pemberian jaminan kepastian hukum tersebut, negara Jug

h yang
berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah ¥y

5
dipunyai perseorangan atau masyarakat hukum adat.

. . nva
Bidang-bidang tanah yang belum terdaftar sejak diundangkanny

ili kan bukti
UUPA statusnya menjadi tanah bekas hak milik adat dan mengguna

ili h. Hal ini
pembayaran pajak tanah sebagai bukti kepemilikannya atas tana

UUPA yaitu
berkaitan dengan pada masa Hindia Belanda sebelum berlakunya

adastre juga
selain dilakukan dilakukan pendaftaran tanah dalam rangka legal ¢

- i tahun 1961
diadakan pendaftaran tanah dalam rangka fiscal cadastre. Sampal

ada 3 macam pemungutan pajak tanah yaitu :

1.  Untuk tanah-tanah Hak Barat : Verponding Eropa;

i wilayah Gementee :
2. Untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilaya

Verponding Indonesia;

Pajak Bumi.

H o ¢ atau
Untuk tanah-tanah Hak Milik Adat luar wilayah Gementee : Landrente

: iak atas nama
Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan paja

i . petuk pajak,
pemilik tanah, yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan

iak ini kemudian
Pipil, Girik, Petok dan lain-lainya. Surat pengenaan pajak inilah yang

; . Karena
digunakan bagi pemegang tanah adat untuk membuktikan haknya

i fungsinya
pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, petuk pajak yang

j wentasi,
* Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implen
(Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001), hal. 159-160.
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sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat
dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang
bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh
Pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak
atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah. Jika ada gangguan , pembayar
pajak mengharapkan memperoleh perlindungan dari Pemerintah. Dengan
berlakunya UUPA mulai tanggal 24 September 1960 tidak ada lagi tanah-tanah
Hak Barat dan tanah-tanah hak milik adat. Lembaganya sudah tidak ada lagi,
sedang hak-hak yang ada pun telah dikonversi oleh UUPA menjadi salah satu
hak yang baru. ®

Berdasarkan uraian-uraiun di atas diketahui bahwa pendaftaran tanah
sangat penting fungsinya demi menjamin kepastian hukum. Selain itu diketahui
pula bidang-bidang tanah yang belum terdaftar masih banyak jumlahnya.
Bidang-bidang tanah hak milik adat yang belum terdafiar disebut tanah bekas
hak milik adat. Hukum Tanah Nasional negara kita, mengakui adanya
kepemilikan tanah bekas hak milik adat. Hal ini diatur dalam Pasal [I Ketentuan-
Ketentuan Konversi UUPA. Adapun kepemilikan tanah bekas hak milik adat ini
dikonversi menjadi hak milik sejak tanggal 24 September 1960 atau sejak
lahimya UUPA dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu pemegang hak
atas tanah harus berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum yang

memenuhi persyaratan dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963

¢ Boedi Harsono, op. Cit., hal. 83-84
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tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik

Atas Tanah.

Kepemilikan tanah bekas hak milik adat secara hukum yang jika tidak
dilakukan pendaftaran tanah akan sangat lemah pembuktian kepemilikannya.
Hal ini disebabkan karena di Indonesia, sertipikat adalah satu-satunya alat bukti
kepemilikan tanah yang diakui. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang tidak
memiliki sertipikat, walaupun telah membayar pajak atas hasil bumi setiap
tahunnya dan mempunyai bukti pembayaran pajaknya tidak memiliki arti apa-
apa. Hal ini berlaku setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10/1961) dan Putusan
Mahkaniash Agung Nomor 34/ K/ Sip/ 1960, yang menyatakan bahwa bukti
pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah.

Tanah bekas hak milik adat seringkali mengalami sengketa.
Berdasarkan pengamatan penulis melalui situs putusan Mahkamah Agung yang
hanya memuat putusan Mahkamah Agung sejak tahun 2001 sampai dengan
2006 saja telah diputus 21 kasus s_erupa.7 Tentu saja ini merupakan jumlah yang
cukup besar mengingat belum memperhitungkan sengketa tanah bekas hak milik

adat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pengadilan

negeri maupun tinggi, sengketa tanah bekas hak milik adat sebelum tahun 2001
dan kasus-kasus serupa didaerah lain yang Penulis ketahui melalui media cetak
maupun elektronik yang belum disidangkan maupun sedang dalam proses di

Pengadilan. Pakar hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Paulus

7 “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” < http://www. putusan.net/app-
mari/putusan/index.php >, diakses 20 April 2008.
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Effendie Lotulung, SH, pernah dikutip suatu gambaran hasil studi dari Saudara
Endang Suhendar dalam pemetaan pola-pola konflik tanah di Jawa Barat pada
tahun 1994 oleh Yayasan Akatiga Bandung, dan cuplikn Saudara Dicky Haryadi
di Hukum Bisnis Indonesia pada tanggal 18 Nopember 1995, sebagai berikut:®

1. Jenis konflik pertanahan yang sering timbul adalah mengenai:

a.  status pemilikan tanah :22,6%
b.  status penguasaan tanah :31,5%
c.  ganti rugi pembebasan :34,7%
d. status penggunaan :11,3%

2.  Pihak-pihak yang saling bersengketa yang sering timbul adalah mengenai:

a.  masyarakat vis a vis pemerintah :57%
b.  masyarakat vis a vis pengusaha :30%
C.  sesama masyarakat : 11%

Sistem pembuktian kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(selanjutnya disebut PP No. 24/1997) menjelaskan, bahwa bukti kepemilikan
tanah yang didaftarkan mendapat kekuatan dan kepastian hukum setelah
diterbitkannya sertipikat sebagai tanda bukti hak. Dalam rangka memberi
kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan
Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian
sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat bukan mutlak.

Hal ini sesuai dengan sistem publikasi yang dianut di Indonesia yaitu sistem

8Sebagaimana dikutip oleh Arie Hutagalung, dalam buku Tebaran {’emikiran Seputar Masalah
Hukum Tanah, Cet. |, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 371.
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publikasi negatif yang berunsur positif. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa
selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang
dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik
dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan,
sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan
buku tanah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka
dimungkinkan bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang tanahnya diakui
oleh pihak lain dengan bukti sertipikat dapat menuntut haknya secara hukum
sebagai pemegang hak satu-satunya atas tanah sengketa. Lebih lanjut dalam
Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengatur bahwa apabila suatu bidang tanah
sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun terhitung sejak
diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan setempat yang bersangkutan
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat mengenai

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.’

Meskipun pemegang tanah bekas hak milik adat secara hukum
kedudukannya lemah karena tidak memiliki alat bukti yang sah yaitu sertipikat,
namun bukan berarti pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik

tidak diberikan suatu perlindungan hukum atas tanah yang merupakan haknya.

? Indonesia (b), Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 tahun 1997, ps. 32
ayat (2).
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Hal ini mengingat sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia
yaitu sistem publikasi pendaftaran tanah negatif berunsur positif. Karenanya
Penulis sangat tertarik dan antusias untgk mambahas dan menganalisa
permasalahan tersebut. Kasus yang Penulis anaiisa ini tidak kalah menarik yaitu
kasus yang terjadi di Jakarta Barat antara Hindarto Hovert Tantular melawan PT.
Metropolitan Development dan 6 ahli waris almarhum Muasim Bin Loyo. Kasus
ini telah disidangkan di pengadilan sampai pada tingkat kasasi dan telah
berkekuatan hukum tetap. Hindarto Hovert T antular selaku penggugat memiliki
dan menguasai sebidang tanah bekas hak milik adat sejak 20 Januari 1988 yang
kemudian diakui milik dari PT. Metropolitan Development yaitu pemegang
sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa. PT. Metropolitan
Development berdalih bahwa tanah sengketa tersebut telah dilakukan pelepasan
hak atas tanahnya pada 8 Agustus 1975.

Dalam tesis ini akan diketahui sejauh mana kekuatan pembuktian
sertipikat dibandingkan surat pengenaan pajak apabila dihadapkan pada suatu
kasus dimana obyeknya sama berdasarkan sistem publikasi pendaftaran tanah
yang berlaku di Indonesia. Tindakan hukum dan bukti apa saja yang dapat
menentukan seseorang beritikad baik atau tidak dalam sengketa semacam ini
dan apakah sertipikat sebagai alat bukti yang sah dan satu-satunya yang diakui
dan dikeluarkan oleh negara/Pemerintah sebagai bukti kepemilikan atas tanah
dapat diingkari kebenaran data fisik dan/atau data yuridisnya mengingat dalam
surat pengenaan pajak tidak disebutkan status hukum tanah dan lokasi tanahnya

dengan jelas.
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B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada
pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku?

2. Bagaimana pandangan pengadilan dalam perlindungan hukum pemlik tanah
bekas hak milik adat dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar, Putusan
No.372/ Pdt/ 2003/ PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1089 K/ Pdt/ 20052

3. Bagaimana penyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas hak milik adat
berdasarkan kasus dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar, Putusan
No.372/ Pd¢/ 2003/ PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 1089 K/ Pdt/ 2005?

C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yang
bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data
kepustakaan dan mencari kebenaran ilmiah ysng teoritis.
Tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut sifatnya, salah satunya
adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk
pat

memberikan gambaran tentang suatu gejala atau keadaan, sehingga da

dipeoleh data mengenai hubungan hukum antara satu gejala hukum dengan gejala
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lainnya. Sedangkan ditinjau dari sudut bentuknya adalah penelitian preskriptif,

yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk

mengatasi permasalahan.‘o Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan yaitu studi yang dipergunakan untuk mendapatkan data

sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu hukum positif seperti Undang-Undang dan

Peraturan Perundangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan

tesis ini seperti:

a)

b)

d)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;

10

19S0erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 9-
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f)  Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:;
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
h)  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 tentang
Tata Cara Pembebasan Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku-
buku, makalah, artikel-artikel pada internet dan majalah hukum yang
terkait dengan masalah tanah bekas hak milik adat dan kekuatan
hukumnya. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan dibaca serta diseleksi
sesuai dengan pokok permasalahan.

Untuk mendukung sumber atau bahan hukum yang diperoleh melalui
studi kepustakaan, seluruh data-data yang dikumpulkan diolah dan dianalisa

melalui metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

preskriptif evaluatif.
D. Sistematika Penulisan

- i gi dalam
Agar dalam penulisan tesis ini terfokus, maka Penulis membag

tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
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BAB IT
PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI PEMILIK TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT

A. Tata Cara Memperoleh Tanah

Yang dimaksud dengan tata cara memperoleh tanah ini ialah prosedur sesuai

ketentuan hukum yang harus ditempuh dengan tujuan untuk menumbulkan suatu

hubungan hukum antara subyek tertentu dengan tanah tertentu. Secara garis besar

menurut Hukum Tanah Nasional dikenal 3 (tiga) macam status tanah: "'

1.

- 2.

Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

Tanah hak, yaitu tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum;
artinya sudah terdapat hubungan hukum yang konkrit antara subyek tertentu
dengan tanahnya.

Tanah Ulayat, yaitu tanah dalam penguasaan suatu masyarakat hukum adat.

Yang dipermasahkan disini ialah bagaimana caranya seorang subyek hukum

untuk memperoleh hak atas tanah yang sesuai dengan peruntukan penggunaan dan

syaratnya, Tata cara memperoleh tanah menurut hukum tanah nasional adalah

sebagai berikut: 12

1.

Permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika tanah yang diperlukan

berstatus Tanah Negara.

Pemindahan hak, jika:

a.  Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

' Arie Hutagalung , op. cit., hal. 174,
12 Ibid,, hal 174-175.
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b. Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak  yang sudah ada;
c.  Pemilik bersedia menyerahkahn tanahnya.
3.  Pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas
tanah, jika:
a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau tanah hak ulayat suatu
masyarakat hukum adat;
b.  Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang sudah ada;
c.  Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya.
4.  Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas
tanah, jika:
a.  Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;
b.  Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya;
c. Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentngan umum.
Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan Hak

Adalah proses perolehan hak atas tanah yang merupakan Tanah Negara.
Proses ini merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh Tanah Negara. Hak-hak
yang dapat diperoleh atas Tanah Negara ini adalah hak milik. Hak guna usaha
(HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak pengelolaan (HPL). Adapun yang

menjadi dasar hukum dari proses ini adalah PP No. 24/ 1997, Peraturan Menteri

Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
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Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah
Negara (selanjutnya disebut PMNA/ Kepala BPN No. 3
2. Pemindahan Hak

Pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang tujuannya untuk
memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). Dalam UUPA dan
peraturan lainnya, antara lain PP No. 24/ 1997 perbuatan hukum pemindahan hak
disebut “Peralihan Hak”.

Peralihan hak dirumuskan dalam pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu disebutkan
bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih kepada pihak
lain berarti peralihan hak karena hukum, yaitu karena pewarisan menurut hukum
sedang dialihkan berarti peralihan hak karena perbuatan hukum pemindanan hak,
antara lain jual beli, hibah, tukar-menukar, hibah wasiat dan pemasukan harta dalam
perusahaan (inbreng).

a. Jual Beli

Pemindahan hak ini terjadi seketika itu juga secara langsung dari penjual
kepada pembeli sebagaimana telah diatur dalam pasal 37 PP No. 24/ 1997, bahwa
jual beli selain harus dilakukan di hadapan PPAT dan dibuatkan Akta Jual Beli, juga

harus diikuti dengan pendaftaran jual belinya pada Kantor Pertanahan Seksi

Pendaftaran tanah.

Tukar Menukar

Dalam hal ini hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas tanah lain yang

sejenis.
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C. Hibah

Yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak secara cuma-cuma dan
tidak ada imbalan prestasinya.'>
d.  Hibah wasiat
Proses pemindahan hak yang terjadi secara langsung, yang merupakan
kehendak terakhir dari si pemberi wasiat dengan syarat si pemberi wasiat meninggal
dunia terlebih dahulu.

e.  pemasukan/ Inbreng

Proses pemindahan hak secara langsung dari pemegang saham langsung
kepada perseroan sebagai bukti pembayaran sahamnya.

3. Pembebasan/ Pelepasan Hak

Pembebasan/pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan
hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan
memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Bentuk ganti kerugian trsebut dapat
berupa :

a. uang;

b.  tanah pengganti;

¢.  pemukiman pengganii.
Jika pemegang hak tidak menghendaki bentuk ganti rugi seperti tersebut di atas maka
dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.'*

* Ny. Aric S. Hutagalung (b), Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan E'konomi (SH({/U
Kumpulan Karangan), Cet. 11, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2002), hal. 139.
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Sementara untuk tanah hak wulayat ganti kerugiannya dalam bentuk
pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat
setempat. Timbulnya proses ini didahului dengan proses musyawarah. Adapun
ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum proses ini adalah Pasal 27, 34, 40
UUPA, Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (yang menggantikan Keputusan
Presiden Nomor 5 Tahun 1993) tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Untuk
Kepentingan Umum. |

4. Pencabutan Hak

Pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan pihak lain oleh
pemerintah secara paksa untuk keperluan penyelengggaraan kepentingan umum
dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyai tanah. Terjadinya
proses ini jika proses pemindahan hak tidak tercapai karena masyarakat (pemegang
hak) masih mempertahankan haknya.'”” Dalam proses ini, pemilik tanah tidak
melakukan pelanggaran atau melalaikan kew.ajibannya, sehingga pengambilan
tanahnya wajib disertai dengan ganti rugi yang layak.'®

Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan cara Gubernur
menyampaikan usul pencabutan hak kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
melalui Menteri Dalam Negeri yang kemudian Menteri Negara Agraria berkonsultasi
dengan Menteri Kehakiman dan menteri terkait yang memerlukan tanah. Setelah itu
disampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan keputusan Pencabutan hak yang

ditandatangani oleh ketiga menteri tersebut.

“Indonesia (g), Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 36 Tahun 2005, Ps. 13

'S Harsono, Op. Cit., hal. 341,

'° 1bid.
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Agar terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan
umum harus dipenuhi beberapa persyaratan yaitu: '’

1. Pencabutan dilakukan bilamana kepentingan umum  benar-benar
menghendakinya.

2. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut
tata cara yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1960 tentang Pencabutan hak).

3. Pencabutan hak harus disertai ganti kerugian yang layak (pantas).

Bilamana pencabutan hak tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut di

atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dinilai sebagai suatu

- perbuatan yang melanggar hukum.'® Oleh sebab itu jika ganti rugi yang diberikan

tidak memuaskan maka dapat mengajukan bending ke Pengadilan Tinggi. Jaminan
ganti rugi bagi pemilik tanah harus diberikan secara tunai dan dibayarkan langsung.

Mengenai definisi kepentingan umum, Peraturan Presiden Republik Indonsia

nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum pasal 1 angka 5 adalah kepentingan seluruh lapisan

masyarakat. Sedangkan pasal 1 angka 3 menyebutkan pengadaan tanah adalah setiap

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada
yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda
yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Pada umumnya
istilah kepentingan umum selalu dihadapkan dengan kepentingan individu atau

perorangan sebagai 2 (dua) hal yang bertolak belakang, yang tidak mudah untuk

"7 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam pembangunan di Indonesia Seri Hukum

Agraria Il,, (Bandung : Alumni, 1978), hal. 61.
18 Ibid, hal. 82.
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mencari garis pemisahnya.'® Menurut Prof, Krannenburg bahwa kita tidak mungkin
untuk mengadakan batas-batas yang tepat antara kepentingan umum dan kepentingan
perseorangan dan 2 (dua) macam perkataan itu adalah pernyataan-pernyataan yang
agak kabur.”® Pada kasus pembebasan tanah rakyat yang telah dibebaskan tanahnya
ternyata proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka seharusnya dalam hal ini
seyogyanya dikembalikan lagi kepada bekas pemiliknya semula bilamana masih
menghendaki, justru sebaliknya dijual kepada pihak ketiga dengan harga tinggi.?!
Keadaan seperti ini selalu menimbulkan sengketa antara pemilik tanah yang lama

dengan pemilik tanah yang baru.

B. Pendaftaran Tanah -~

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fiik dan data yuridis.
dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda buktti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
memebebaninya.22

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai

kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang

' Abdurrahman, Op. cit., hal. 84.

2 1bid.

! Ibid., hal. 87.

22 Indonesia (b), op. Cit., ps. | angka 1.
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lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data
yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan bagi rakyat.??

Kta-kata “terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia
harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.®*

Kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan

peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data

bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya selalu sama dalam
25
hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang, yaitu:

1. data fisik mengenai tanahnya: lokasinya, batas-batasnya, luasnya bangunan dan

tanaman yang ada di atasnya;

2. data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau

tidak adanya hak pihak lain.

Kata-kata “tanah tertentu” menunjuk kepada obyek pendaftaran tanah. Ada

kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya sebagian tanah yang dipunyai dengan hak

yang ditunjuk. Dalam PP No. 10/ 1961 yang semula ditunjuk untuk didaftar adalah

hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, tetapi kemudian diperluas juga

23 Boedi Harsono, Op. cit., Hal. 71.
> Ibid., bal. T\.
2 Ibid., hal. 72.
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mengenai hak pakai yang diperlukan oleh Negara, hak pengelolaan, wakaf dan hak
milik atas satuan rumah susun.2®

Pendaftaran tanah berbeda dengan pendaftaran biasa, yang dimaksud
pendaftaran biasa adalah pencatatan atau pembukuan mengenai suatu hal yang
dilakukan oleh seseorag baik pejabat maupun bukan pejabat, dengan maksud agar
suatu hal yang dicatat atau dibukukan itu dapat dipakai sebagai alat pembuktian
dikemudian hari. Perbedaannya ditinjau dari hal yang dibukukan dengan subyek
pelakunya. Pada pendaftaran biasa, pembukuan dapat dilakukan oleh setiap orang
sedangkan pendaftaran tanah hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang
yang ada hubungannya dengan masalah tanah dan ditunjuk khusus untuk melakukan
- - tugasnya. Pada pendaftaran biasa, hak yang dibukukan bisa berbagai macam
sedangkan pada pendafiaran tanah hanyalah atas tanah.

Data-data yang diinventarisir oleh pemeritah dalam rangka pendaftaran
tanah meliputi subyek maupun obyek pada hak atas tanah itu dengan cara yang
seteliti mungkin, karena bila terjadi kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal
selama-lamanya, hal in_i akan merugikan si pemegang hak tersebut. Data-data yang
ada di Kantor Pendaftaran Tanah dikelompokkan menjadi 2(dua), yaitu:

1. Kelompok yuridis; menghimpun data-data tentang:

a. nama hak atas tanah;
b. nama pemegang hak atas tanah;
c. peralihan dan pembebanannya.

Data-data ini dihimpun dalam Buku Tanah.

a

28 1bid.
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2. Kelompok teknis; menghimpun data-data tentang:
a. letak tanah;
b. panjang dan lebar tanah;
c. Dbatas-batas tanah.
Data-data ini dihimpun dalam Surat Ukur.

Dengan adanya pendaftaran tanah ini diharapkan masyarakat dapat

mendaftarkan tanahnya agar tanah tersebut terjamin kepemilikannya secara

hukum.

2. Kegiatan Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya ialah kegiatan mendaftar untuk

atas sebidang tanah yang semula belum didaftar menurut ketentuan peraturan

pendaftaran tanah yang berlaku.

Pendaftaran tanah menggunakan dasar obyek satuan-satuan bidang tanah

yang disebut persil (parcel) yang merupakan bagian-bagian permukaan bumi tertentu

yang berbatas dan berdimensi dua dengan ukuran luas yz.ing umumnya dinyatakan
dalam meter persegi.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) meliputi 3 (tiga)
bidang kegiatan, yaitu:>’
I. Bidang fisik (teknik kadastral), yakni untuk memperoleh data tentang letak
tanah, batas, luasnya, ada atau tidak bangunan dan tanaman di atasnya. Setelah

diketahui letaknya ditetapkan batas-batasnya serta pemberian tanda-tanda batas

di setiap sudut tanahnya. Lalu diikuti dengan kegiatan pengukuran dan

7 Boedi harsono, /bid., hal. 74.
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pembuatan petanya. Penetapan batas dilakukan oleh pejabat pendafiaran tanah
berdasarkan informasi dari pemegang hak atas tanah disetujui olehpemegang
atas tanah berbatasan (contracdictoire delimitatie). Kegiatan ini menghasilkan
peta pendaftaran, yang melukiskan semua tanah yang ada di wilayah
pendaftaran yang sudah diukur. Untuk bidang tanah yang telah didaftar tersebut
dibuatkan surat ukur.

Bidang yuridis, bertujuan untuk memperoleh data mengenai haknya, siapa
pemegang haknya, ada atau tidaknya pihak lain yang membebaninya. Untuk hal
ini dipakai alat pembuktian dokumen dan lain-lainnya.

Penerbitan surat tanda bukti haknya.

Kegiatan ini tergantung dari sistem pendaftaran yang digunakari dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara-negara yang bersangkutan.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration)

dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1.

Secara sistematik, yaitu kegiatan pendafiaran tanah tanah untuk pertama kali
yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah

yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau

kelurahan.

Secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai
satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal yang dilakukan atas

permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan.
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3. Sistem Pendaftaran Tanah

Ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran tanah, yaitu:28
1.Sistem pendaftaran akta (registration of deeds).
2.Sistem pendaftaran hak (registration of titles, title dalam arti hak).

Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, tiap
pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan hak dan pembebanannya
dengan hak lain kemudian, harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta tersebut
dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah hak yang bersangkutan: perbuatan
hukumnya, haknya, penerima haknya, hak apa yang dibebankan.

Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat

Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam system pendaftarai akta PPT bersifat pasif. la tidak

melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Tiap

kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. Maka dalam sistem ini

data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat

hukum pada suatu akta dapat mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum
dibuktikan dengan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memeperole_h data
yuridis harus dilakukan apa yang disebut “title search”, yang bisa memakan waktu
dan biaya karena untuk title search diperlukan bantuan ahti®®

Dalam sistem pendaftaran hakpun setiap penciptaan hak baru dan
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus

dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan

aktanya yang didaftarkan, melainkan haknyayang diciptakan dan perubahan-

28 Boedi Harsono, op. cit., hal. 75.
¥ Ibid., hal. 76.
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perubahannya kemudian. Akta merupakan sumber datanya. Untuk pendaftaran hak
dan perubahan-perubahannya yang terjadi kemudian disediakan suatu isian-isian,
yang dalam bahasa inggris disebut register. Dalam penyelenggaraan pendaftaran
tanah di Indonesia disebut buku tanah.

Berbeda dengan PPT dalam sistem pendaftaran akta, dalam sistem
pendaftaran hak PPT bersikap aktif. Karena disini PPT melakukan pengujian
kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan jika terjadi perubahan-
perubahan pada haknya.

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah. sistem pendaftaran hak. Hal
tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data
yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat
sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.*

4. Pemeliharaan Data

Pemeliharaan data adalah kegiatan menyimpan atau menyajikan data, baik
data fisik maupun data yuridis, perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian, agar sel&_llu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun yang
dimaksud perubahan-perubahan yang terjadi adalah :*'

a. Perubahan data fisik _
Terjadi jika luasnya berubah, yaitu jika terjadi pemisahan atau pemecahan
bidang tanah yang bersangkutan menjadi satuan-satuan baru atau

penggabungan bidang-bidang tanah yang berbatasan menjadi 1 (satu) persil.

30 1bid., hal. 430.
3V Ibid,, hal. 79.
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Perubaha tersebut diikuti dengan pencatatannya pada peta pendaftaran dan
] pembuatan surat atau surat ukur baru.
\“ b. Perubahan data yuridis
dalam hal ini bisa mengenai haknya, yaitu berakhir jangka waktu berlakunya,
dibatalkan, dicabut atau dibebani hak lain.

¢. Perubahan pemegang haknya

yaitu jika terjadi pewarisan, pemindahan hak atau penggantian nama.

5. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah

Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ada 2 (dua), yaitu :
1. Sistem publikasi positif
- Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak. Meskipun
ada buku tanah sebagai bentuk-bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis
dan sertipikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Pendaftaran atau pencatatan
nama seseorang dalam registrasi sebagai pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. Dalam
sistem publikasi positif orang yang beritikad baik dan dengan pembayaran,
memeperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak
dalam register, memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai
pemegang hak dalam register, memperoleh apa yang disebut suatu indefeasible
title (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dengan didaflarkan namanya
sebagai pemegang hak dalam Register. Data yang dimuat dalam register atau

buku tanah itu, mempunyai daya pembuktian yang mutlak *?

32 1bid, hal. 79-80.
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2. Sistem publikasi negatif

Dalam sistem publikasi negatif bukan pendaftaran, tapi sahnya perbuatan
hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli.
Pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang
tidak berhak, menjadi pemegang hak yang baru. Dalam sistem ini berlaku asas
yang dikenal nemo plus juris, yang artinya orang tidak dapat menyerahkan atau
memindahkan hak melebihi apa yang dia punyai. Maka data yang disajikan
dalam pendaftaran dengan system publikasi negatif tidak boleh begitu saja
dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang
disajikan.”?

Sistem publikasi yang digunakan dalam PP No. 24/ 1997 adalah sisiem
negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini seperti yang
tercantum dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan
pasal 38 ayat (2) UUPA. Bukan sistem publikasi positif yang murni.

Sistem publikasi yang negatif murni tidak akan menggunakan sistem
pendaftaran hak. Juga tidak akan ada pernyataan seperti dalam pasal UUPA tersebut.
Sebagaimana akan Kkita lihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur
pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta
pemeliharaannya dan penerbitan sertipikat haknya, biarpun sistem publikasinya
negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan secara seksama,

agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggungjawaban kebenarannya

33 1bid,, hal. 80.
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6. Tujuan Pendaftaran Tanah

l.

Pendaftaran tanah bertujuan *

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan ini merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan
oleh pasal 19 UUPA.

Untuk meyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hu!:um mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Dengan adanya pendaftaran tanah maka terbentuk suatu pusat informasi
mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bid_ang
tanah yang sudah didaftar.

Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.

Tersenggarakannya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan

pewujudan tertib administrasi di bidang pertanahan,

Untuk memberikan kepastian hukum: &0 perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas tanah/ hak milik atas satuan rumah susun oleh pemerintah

3 Indonesia (b), op. Cir., ps. 3.
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diberikan sertipikat hak atas tanah/ sertipikat hak milik atas satuan rumah susun.
Untuk melaksanakan fungsi informasi maka data fisik dan data yuridis dari bidang
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum dan untuk
mencapai tertib administrasi maka setiap bidang tanah/ satuan rumah susun termasuk
peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.”®
Dari tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah itu
dapat diketahui bahwa penyelenggaraannya adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, seperti pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas
tanah berupa penerbitan suatu surat bukti hak atas tanah dan untuk memenuhi
kebutuhan pemerintah sendiri, seperti keperluan akan data penguasaan tanah untuk
persncanaan pembangunan dan pelaksanaannya terutama yang melibatkan para
pemilik atanh, juga untuk kepentingan pengawasan/ perencanaan tata guna tanah,
pembebasan tanah dan perpajakan.
Kepastian hukum yang diberikan oleh pendaftaran tanah meliputi :
a. Kepastian hukum mengenai orang/ badan hukum yang menjadi pemegang hak
(subyek hak);
b. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak
(obyek hak) dan

c. Kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya.

3% Ibid., ps. 4.
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7. Obyek Pendaftaran Tanah

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 disebutkan bahwa
selain hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan maka harus pula
didaftarkan menurut ketentuan PP No. 10/ 1961:

a. semua hak pakai termasuk yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-
direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965;

b. semua hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 tahun 1965.

Obyek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah:

a. yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak
pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

¢. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. hak tanggungan;;

f. -tanah negara, merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu tanah

_ yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah.*

Semua obyek pendaftaran tanah dibukukan dalam buku tanah dan dapt diterbitkan

sertipikatnya, kecuali tanah negara. Pada tanah negara pendaftarannyadilakukan

dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertipikat. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan informasi pertama kepada yang memerlukan.

3 Ibid., ps. 9.
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8. Pendaftaran Tanah Yang Merupakan Fiscal Cadastre

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah namun bukan
untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan negara seperti untuk
kepentingan pemungutan pajak tanah yang disebut dengan fiscal cadastre.

Sampai tahun 1961 ada 3 (tiga) macam pungutan pajak tanah, yaitu;*’

1. untuk tanah-tanah Hak Barat : Verponding Eropa;

2. untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah Gementee : Verponding
Indonesia dan

3. untuk tanah-tanah hak milik adat di luar wilayah Gementee : Landrente atau
pajak bumi.

Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagai hak Baiai
dan tanah hak milik adat. Sedang wajib pajak adalah pemegang hak/ pemiliknya.

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas
nama pemilik tanah, yang dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan: petuk
pajak, girik dan lain-lainnya. Pajak dikenakan hanya kepada yang memiliki tanahnya,
petuk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak,
maka di kalangan masyarakat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti
kepemilikan tanah.

Pengenaan dan penerimaan pajaknya oleh pemerintah, pun oleh masyarakat
diartikan sebagai pemerintah mengakui hak pembayar pajak atas tanah tersebut.

Sering dengan ketentuan bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat

saja yang dikenakan landrente dan verponding Indonesia, serta adanya keinginan dan

’" Indonesia (b) op. cit., Ps. 29-30 jo. Permen agrarian/Ka-BPN No. 3 tahun 1997, Ps. 89-90, 141-
177.

-

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH Ul, 2008



34

usaha orang untuk mempunyai petuk pajak atas nama dirinya semdiri sebagai wajib
pajak, dalam praktek dibenarkan untuk menggunakan data yang tercantum dalam
petuk pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak
milik adat dan wajib pajak sebagai pemiliknya. Kenyataan itu dapat dipakai sebagai
unsur pembantu dalam penegasan konversi hak milik adat menjadi hak milik
menurut UUPA mengenai tanah-tanah yang dimintakan pendaftarannya oleh PP No.
10/ 1961 dan sekarang digantikan oleh PP No 24/ 1997.

Sejak tahun 1961 tidak ada lagi pengenaan verponding indonesia, verponding
eropa, dan pajak bumi. Ketika hal tersebut diganti dengan pungutan baru yang
disebut : luran Pembangunan daerah (IPEDA). IPEDA pun lalu diganti lagi dengan
pajak baru yang disebut dengan pajak Bumi dan bangunai (PBB) yang diatur dalam
Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 (LN 1985-68) (selanjutnya disebut UU No.
12/ 1985).

Pasal 4 ayat (1) UU No. 12/1985 menyatakan : “Yang menjadi subyek pajak
adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi danfatau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.”

Jadi setiap orang/ badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah

dapat menjadi obyek PBB, bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan.
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C. Pembuktian Hak Atas Tanah
Pembuktian adalah satu tahap terpenting dalam hukum acara dan termasuk ke

dalam hukum acara yang terdiri dari unsur materiil maupun formil, pembuktian

materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian degan alat-alat bukti -

tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan pembuktian formil
mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Pembuktian pada umumnya diperlukan jika terjadi sengketa di Pengadilan
atau di muka Hakim. Di dalam perselisihan Hakim bertugas untuk menetapkan
hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang bersengketa, ia harus
menetapkan hubungan hukum atau menerapkan undang-undang bagi suatu keadaan
tertentu. Di pengadilan masing-masing pihak mengajukan dalil yang saling
bertentangan di mana hakim akan memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang benar
dan dalil-dalil yang tidak benar berdasarkan aturan-aturan tentang pembuktian.

Kemudian berdasarkan duduk perkara yang sebenarnya ditetapkan hakim
dalam amar putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah
yang dikalahkan.

Dengan demikian pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.*®

Dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur
perihal pembuktian, yaitu pasal 1865 menyatakan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut.

38 R. subekti, Hukum Pembuktian, Cet. 12, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999), hal. 10.
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Jelaslah bahwa yang dapat dibuktikan di depan Pengadilan tidak hanya
peristiwa saja, tetapi juga suatu hak.

1. Pembuktian Menurut Hukum Perdata

Hukum pembuktian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur
dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa yang terdapat dalam pasal 1865
sampai dengan pasal 1945 dan dalam HIR/ Rbg.

Menurut pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg dan pasal 1866 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :
a. Alat bukti tertulis atau surat
b. Pembuktian dengan saksi
C. Persangkaan-persangkaan
d. Pengakuan

€. Sumpah.

»

Pembuktian dalam Hukum Tanah Nasional

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian
hukum -dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan
rumah susu dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak tersebut maka kepada pemegang hak kemudian
diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya.

Pasal 32 ayat (1) PP no. 24/1997 menyatakan bahwa sertpikat sebagai surat
tanda bukti hak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

sesuai dengan data-data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang
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bersangkutan. Artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan

data yuridis yang tercantum dalam sertipikat tersebut haruslah diterima sebagai data

yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun di dalam berperkara di

pengadilan sepanjang data-data itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat

ukur dan buku tanah tersebut.

Dengan demikian sertipikat tanah bukan alat bukti yang mutlak sehingga
masih dimungkinkan untuk dibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya yang
menyatakan ketidakabsahan sertipikat tersebut.

Sedangkan untuk membuktikan hak-hak atas tanah yang sudah ada dan
berasal dari konversi hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti
berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang " -
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi/Kepala pertanahan cukup sebagai dasar
mendaftar hak, pemegang hak dan pihak-pihak lain yang membebaninya. Alat-alat
bukti tersebut adalah bukti-bukti pemilikan. ** Adapun yang menjadi alat bukti
tertulis yang dimaksud adalah :*

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan JIverschrijvings
Ordonantie (Staatblad 1834-27) yang telah dibubuhi catatan bahwa hak
eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan overschrijvings
Ordonantie (Staatblad 1834-27);

c.  Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja;

3° Boedi harsono, op. Cit., hal 496.
40 pasal 24
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Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
nomor 9 tahun 1959;

Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang yang tidak
disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah
dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;

Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakuknya PP No. 24/ 1997;

Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan;

Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebeiuin dilaksanakannya PP
Nomor 28 tahun 1977;

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya
belum dibukukan;

Surat openunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah;

Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia
sebelum berlakunya PP nomor 10/ 1961 tentang Pendaftaran Tanah; Dengan
adanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1960 nomor
34/K/Sip/1960 dinyatakan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi bukan tanda bukti
pemilikan atas tanah;

Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan bangunan;
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m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal II, Pasal IV dan Pasal VII Ketentuan Konversi UUPA.

D. Putusan Pengadilan Yang Menjadi Obyek Penelitian

1. Kasus Posisi Sengketa Tanah Bekas Hak Milik Adat

Para Pihak

a.

Penggugat

HINDARTO HOVERT TANTULAR, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat

RT 05/07, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/

Pemlaading.

b. Tergugat

D

2)
3)
4)
5)
6)

7

PT METROPOLITAN DEVELOPMENT, berkedudukan di Wisma
Metropolitan Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut
sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding;

HAJI DETJENG;

HAJI SEBEH;

HAJI AMSAR;

HAJI MASENIN;

HAIJI ASMIR;

HAJI ATJAD, ke-2 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Kampung Guji

RT 001/02, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
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selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, 1V,

V, VI, VII/ Para Terbanding.

Majelis Hakim Pada Tingkat Pengadilan Negeri:

1.

M. Tuchfatul Anam, SH;

2. Yahya Syam, SH;

3. Januarso Rahardjo, SH.

Majelis Hakim Pada Tingkat Banding :

1.

M. Ridwan Nasution, SH;

2. Nyonya Hj. Hartati, SH;

3. Nyonya Hj. R. Rr. Sri Sumartinah, SH.

Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi :

1.

Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum;

2. DR.H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum;

3. H.!mam Soebechi, SH., M.H.

Kasus Posisi

1.

Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Barat dengan register perkara nomor 108/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR,
kemudian banding di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan
register perkara nomor 372/PDT/2003/PT.DKI. Selanjutnya ditempuh kasasi di
Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 1089 K/Pdt/2005.

Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah (tanah kosong) Tanah hak

Milik Adat Nomor C.3162 seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang
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berasal dari pembelian sebidang Tanah Hak Milik Adat Nomor C. 434, terletak
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon
Jeruk,.Desa Duri Kepa Persil 33 b.S.III Kohir C.434 yang berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Haji Detjeng; |

Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Haji Detjeng/ Kimin;

Sebelah Selatan : Tanah jalan tol;

Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Nando Oteng.

selanjutnya disebut obyek sengketa.

Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa berasal dari
pembelian Penggugat dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII (ahli waris
Almarhum Muasim Bin Loyo) seluas 3.000 m2, atas sebagian tanah milik adat
C. 434 atas nama Almarhum Muasin Bin Loyo (Pewaris Tergugat II, 111, 1V, V,
VI, VII) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Januari 1988 Nomor
045/KBJ/JB/1988, yang dibuat dihadapan Drs. Mohammad Wisman, Camat
Kebon Jeruk Jakarta Barat antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V, VI,
VII (Para ahli waris Almarhum Muasim Bin Loyo) sesuai dengan Surat
Ketetapan/Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor
149/C/1982, tertanggal 17 Mei 1982, yang dikuatkan berdasarkan Surat
Keterangan Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat nomor
RIS 325.../WPJ.10/K13106/1988, tertanggal 24 Maret 1988, atas nama Wajib
Pajak Penggugat.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2000, terhadap tanah milik Penggugat

tersebut telah dilakukan pemagaran oleh Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat |
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pagar tersebut telah dibongkar dan secara tanpa hak Tergugat I telah
menyerobot dan telah memasang fondasi keliling dan akan memagar tanah
sengketa tersebut, yang atas perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat telah
melaporkan secara resmi kepada pihak Kelurahan Duri Kepa yang dalam hal
ini berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa nomor 44/1.711.01,
tertanggal 27 Februari 2001 kepada Tergugat I telah dilarang dan atau
diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran
tersebut sebelum ada izin dari instansi terkait (Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta)

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot tanah milik penggugat dan
telah melakukan pemasangan pondasi/pemagaran atas tanah sengketa secara
tanpa hak (yang secara jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat) adalah
merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana
dimaksud pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah
merugikan Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat | dalam melakukan pemasangan
pondasi/pemagaran atas tanah sengketa adalah secara melawan hukum, maka
Tergugat I atau siapapun yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus
menyerahkan/méngembalikan tanah sengketa kepada Pengugat sebagai satu-
satunya yang paling berhak dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala
beban yang ada padanya;

Bahwa karena Tergugat 1 melakukan pemasangan pondasi/pagar atas tanah

sengketa secara melawan hukum, maka Tergugat | atau siapapun yang
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kemudian memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan/mengembalikan
tanah sengketa kepada Penggugat serta harus segera menghentikan kegiatan
pemasangan pondasi/pemagaran yang dilakukan Tergugat I serta membongkar

pondasi/pagar tersebut dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan;

Petitum :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat

memutus:

1.  Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari tanah
sengheta, sebidang tanah (tanah kosong) hak milik adat nomor C.3162 terletak
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayﬁh Jakarta Barat, Kecamatan Kebon
Jeruk, Desa Duri Kepa Persil 33 B kelas 111 S Kohir nomor C.3162 seluas

+3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari pemebelian sebagian

tanah hak milik adat nomor C.434;

3. Meletakkan sita jaminan atas sepidang tanah obyek sengketa.

4, Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang
dibangun diatas tanah sengketa segera setelah dibacakan putusan dalam perkara

ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan; yang tetap

(inkracht);
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7. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang telah memperoleh hak dari
padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik
dan bebas dari segala beban yang ada padanya;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ perhari setiap Tergugat I lalai

memenuhi putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah

putusan ini dibacakan secara tunai;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi moril

dan materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat 11, 1T, 1V, V, VI, VII untuk menerima dan mentaati

putusan dalam perkara ini; l

11.  Menghukum Tergugat I membayar ongkos perkara;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun

ada bantahan, banding maupun kasasi;

atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dalam

perkara ini.
Alat Bukti
Surat ;

1. Akta jual beli tanggal 20 januari 1988 nomor 045/KBJ/1B/1988 (bukti P-1);

2.  Surat Keterangan Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat
nomor RIS 325,,,/wp_|,|0/l(l3106/1988, tertanggal 24 Maret 1988, atas nama

wajib pajak Penggugat (bukti P-2);

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH Ul, 2008




10.

11.

12.

45

Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa nomor 44/1.71 1.01, tertanggal 27 Februari
2001 kepada Tergugat I telah dilarang dan atau diperintahkan untuk
menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran tersebut sebelum ada
izin dari instansi terkait yaitu Pemerintah daerah DKI Jakarta (bukti P-3);

Surat pernyataan Ir. Amiliushamid jabatan Kepala Bagian Bidang Tanah PT
Metropolitan Developmen tanggal 6 Februari 1981 (bukti P-4);

Salinan surat penctapan/ fatwa nomor 149/C/1982 tertanggal 30 November
1982 dari almarhum Muasim bin loyo (bukti P-5)

Surat pernyataan tertanggal 14 Desember 1987 dari H. Detjeng, H. Sebeh, H.
Amsar, H. Masenin, H. Amsir, H. Atjad (bukti P-6);

Surat keterangan Lurah/kepala Desa Duri Kepa Kecamatan kebon Jeruk
wilayah jakarta Barat nomor 03/1.711.1 tanggal 15 Januari 1988 (bukti P-7);
Daftar keterangan obyek sengketa untuk ketetapan IPEDA sektor perkotaan
khusus DKI Jakarta nomor C.3162 nomor B.14092 tanggal 24 maret 1988 atas
nama Hindarto hovert Tantular (bukti P-8);

Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461 Kelurahan Duri (bukti T.1-1);
Sertipikat hak Guna Bangunan nomor 3965 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat (bukti T.1-2a);

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pc;,rtanahan Nasional Daerah Khusus
Ibukota Jakarta nomor 028/23-550.2-09.03-2001 (bukti T.1-2b);

Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 29 september 1975 (bukti

T.1-3);
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13. Turunan Putusan nomor 659K/PDT/jo nomor 381/PDT/G/1993/ PN.JKT.BAR
tanggal 10 Juni 1998 (bukti T.1.4).
Saksi :
a. Keterangan saksi H. Nasir;

b. Keterangan saksi Satiri Bin H. Jobor.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.108/ Pdt.G/2001/Jkt.Bar.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.372/Pdt/2003/PT.DKI dan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089 K/Pdt/2005
PENGADILAN NEGERI
a.  Majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara-ini, memberikan
k)

putusan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa sertipikat Hak Guna Bangunan
nomor 461 Kelurahan Duri telah ternyata tanah milik adat C 434 telah
menjadi hak milik Tergugat I sejak tanggal 7 Juli 1977, sehingga dalil
Penggugat yang menyatakan Penggugat pada tanggal 20 januari 1988
telah membeli tanah milik adat nomor C 434 dari Tergugat 11, III, IV, V,
VI dan VII édalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,
seharusnya apabila Penggugat membeli pada tanggal 20 januari 1988
adalah membeli dari Tergugat 1 dan bukan membeli dari Tergugat II, 111,

IV, V, VI dan VII, karena pada tanggal 7 juli 1977 tanah milik adat
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nomor C 434 adalah telah menjadi milik Tergugat I (sertipikat Hak Guna
Bangunan nomor 461 Duri tanggal 7 Juli 1977);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan
berdasarkan bukti akta jual beli tanggal 20 Januari 1988 nomor
045/KBJ/JB/1988 Penggugat tidak berhasil membuktikan obyek tanah
sengketa tanah milik adat nomor C 434 adalah milik Penggugat, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil
membuktikan dalil tersebut dan petitum gugatan yang ada hubungannya
dengan hal ini haruslah ditolak dan bukti surat berupa akta jual beli
tanggal 20 Januari 1988 nomor 045/KBJ/JB/1988 harus dinyatakan tidak
sak: dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga alat bukti surat
lainnya yaitu P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 merupakan surat-surat yang
dikeluarkan pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2001 dan bulan
November bukti pemilikan juga tidak dapat membuktikan bahwa
Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yaitu tanah milik adat C
434;

Bahwa disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadapkan
saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi H.
Nasir dan saksi satiri B. H. Jobor yang pada pokoknya menerangkan pada
tahun 1988 Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa yaitu tanah
milik adat nomor c 434 dari tergugat 11, 111, 1V, V, VI, VII, padahal telah
terbukti pada tanggal 7 Juli 1977 tanah obyek sengketa, tanah milik adat

nomor C 434 adalah milik Tergugat 1 berdasarkan sertipikat Hak Guna
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Bangunan nomor 461/Duri, sehingga apabila penggugat membeli tanah
obyek sengketa tersebut pada tahun 1988, seharusnya membeli dari
Tergugat I;

bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat,
Penggugat juga tidak berhasil membuktikan dalilnya, dimana Penggugat
adalah pemilik tanah obyek sengketa yaitu tanah milik adat nomor C 434;
Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-§
serta saksi-saksi H. Nasir dan saksi H. Satiri Bin Jobor, Penggugat tidak
berhasil membuktikan dalilnya dimana Penggugat adalah pemilik tanah
obyek sengketa tanah milik adat nomor 434 dan karenanya Majelis
Hakim' berpendapat petitum gugatan penggugat yang ada hubungannya
dengan dalail tersebut haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena petitum gugatan selain dan selebihnya adalah sangat
tergantung dan berhubungan dengan dalail yang tidak berhasil dibuktikan
oleh penggugat tersebut di atas, maka petitum gugatan selain dan
selebihnya juga harus ditolak;

Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sita jaminan sah dan
berharga haruslah  ditolak karena dalam perkara ini tidak
diletakkan/dilakukan sita jaminan;

Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah
melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak, karena jelas
terbukti tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I

dan bukan milik Penggugat;
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Bahwa petitum gugatan penggugat yang menghukum Tergugat untuk
membongkar bangunan fondasi/ pagar yang dibangun di atas tanah
sengketa haruslah ditolah, karena tanah obyek sengketa adalah milik
tergugat I sendiri;

Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I untuk
menyerahkan kepada Penggugat obyek tanah sengketa dalam keadaan
kosong juga harus ditolak, karena dalam perkara ini tidak ada yang
diserahkan, dimana obyek tanah sengketa adalah milik Tergugat I;

Bahwa petitum gugatan penggugat yang menghukum Tergugat 1 untuk
membayar uang paksa kepada Penggugat haruslah ditolak, karena dalam
perkara ini tidak ada sesuatu yang diserahkan, demikian juga petitum
gugatan penggugat yang menghukum Tergugat I untuk membayar ganti
rugi kepada Penggugat haruslah ditolak, karena Tergugat I tidak
melakukan perbuatan melawan hukum;

bahwa petitum gugatan penggugat yang menyatakan putusan dalam
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan,
banding, kasasi haruslah haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan
pasal 180 HIR;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
penggugat tidak berhasil mambuktikan dalail-dalailnya oleh karenanya

Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak untuk

seluruhnya;
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14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka berdasarkan pasal
181 HIR, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.

Dengan alasan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memutuskan:

Konpensi
Dalam Eksepsi:

a.Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan;

b.Menolak eksepsi-eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Rekonpensi

a.  Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk
sebagian;

b.  Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah pemilik
atés tanah sengketa sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461/Duri
dan sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3965/Duri Kepa;

C.  Menyatakan akta Jual beli nomor 045/KBJ/JB/1988 tanggal 20 Januari
1988 yang dibuat dihadapan Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

d. Menyatakan Girik C nomor 3162 atas nama Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

€. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.
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Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp

419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI

a.

Penggugat menolak putusan majelis Hakim pada Pengadilan negeri tersebut di

atas dengan mengajukan pemeriksaan banding.

Majelis Hakim menimbang:

1. Bahwa permohonan pemeriksaan dalam. peradilan tingkat banding yang
diajukan oleh Pembanding semula Pengugat adalah dalam tenggang
wakti -dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut

#Undang_undang maka permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding

tersebut dapat diterima;

2. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memerikasa dan meneliti
denganseksama Berita Acara yang bersangkutan yang etrdiri dari Berita
Acara Pemeriksaan persidangan tingkat ;ertama, surat-surat bukti dan
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama seperti tertera dalam
salinan putusan Pengadilan Negeri jakarta Barat tanggal 21 Agustus 2001
nomor 108/PDT.G/2001/ PN.JKT.BAR serta memori banding yang
diajukan oleh pembanding semula Penggugat dari kontra memori banding
yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I maka Pengadilan

tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum majelis
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Hakim pertama sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya
segala alasan dan pertimbangan hukum hakim Pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

3. Bahwa mengenai memori banding diajukan oleh pembanding semula
penggugat tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan
putusan pengadilan negeri jakarta barat tanggal 21 agustus 2001 nomor
108/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding. Oleh
karenanya putusan 4 quo tersebut harus dikuatkan;

4. Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang
kalah, maka' ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan.

c.  Dengan alasan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula penggugat

2.  Menguatkan putusan Pengadilan negeri jakarta Barat tanggal 21 Agustus
2001 nomor 108/PDT.G/2001/ PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding
tersebut;

3.  Menghukum pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingakat peradilan yang dalam tinfkat banding
ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
a. Penggugat tetap menolak putusan hakim banding tersebut di atas dan

mengajukan permohonan kasasi.

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH Ul, 2008




53

b. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

1.

Bahwa keberatan-keberatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, karena
dasar perolehan hak termohon Kasasi/Tergugat I terhadap tanah sengketa.
Tanah hak Milik Girik C 434 Persil 33 b S. III berupa surat pemyataan
pelepasan hak atas tanah antara 5 (lima) ahli waris dari 6 9enam) ahli
waris Muasim Bin Loyo, merupakan pelepasan sepihak yang tidak
disaksikan atau dikuatkan oleh kepala sub. Direktorat Agraria setempat.
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang mengenai pelepasan hak
atas tanah hak milik adat dari yang bersangkutan yang scharusnya
disaksikan dan atau dikuatkan oleh kepala Sub Dit. Agraria setempat.
Dengan demikian dasar perolehan/dasar kepemilikan tanag sengketa Girik
nomor C 434 persil 33.b S. III, oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak

memenuhi ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 10 tahun

1961;

2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti

telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang tidak seimbang
dari sekalian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang
menyangkut asal-usul -perolehan hak tanah sengketa, dengan
mengesampingkan alat-alat bukti Tergugat yang sama sekali tidak
membuktikan kebenaran dasar perolehan/ kepemilikan tanah sengketa
tanah hak milik adat C 434/Duri atas nama Muasim Bin Loyo antara

pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris Muasim Bin
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Loyo tertanggal 20 Januari 1988 dengan akta jual beli nomor
045/KJB/JB/1988 yang dilakukan dihadapan Camat, telah sesuai dengan

ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961, sehingga
dengan demikian pemohon Kasasi/Penggugat telah mampu membuktikan

tanah obyek sengketa sebagai miliknya;

c.Bahwa alasan mengenai judex facti telah salah dalam menerapkan hukum
dasar kepemilikan tanah sengketa terhadap Termohon Kasasi/Tergugat
yang mendasarkan pada sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461/Duri

9. -
maupun sertipikat Hak Guna bangunan nomor 3965/Duri kepa tidak

didukung dengan bukti-bukti perolehannya, bahkan penerbitan

sertipikatnya terbit atas obyek tanah yang berbeda-beda. Sedaiigkan dasar

kepemilkan pemohon Kasasi/Penggugat atas obyek sengketa/Tanah hak

Milik adat nomor C 434 Persil 33 b S. 111 diperoleh secara sah melalui

jual beli dengan akta jual beli nomor 045/KBJ/JB/1988 tertanggal 20

januari 1988 antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 (enam) orang

ahli waris muasim Bin Loyo yang pada tahun 1988 belum disertipikat.

Oleh karena itu, penerapan judex facti yang meny pidkan bahwa

Termohon kasasi/Tergugat sebagai pemilik atas tanah Hak Milik nomor C

434 adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu putusan pengadilan tinggi AgamalJudex facti harus

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan

pertimbangan berikut ini :
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Oleh karena jual beli tanah hak Milik Adat C 434/Duri atas nama Muasim
Bin Loyo antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 (enam) orang ahli
waris Muasim Bin Loyo tertanggal 20 Jnauari 1988, dengan akta jual beli
nomor 045/KJB/JB/1988, yang dilakukan dihadapan Camat, telah sesuai
dengan ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961.
Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mampu
membuktikan tanah obyek sengketa sebagai miliknya;

Bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa terhadap termohon
Kasasi/Tergugat yang mendasarkan pada sertipikat Hak Guna Bnagunan
nomor 461/Duri maupun sertipikat Hak Guna Bangunan nomor
3965/Duri Kepa tidak didukung dengan bukti-bukti perolehannya, bahkan
penertiban sertipikatnya terbit atas obyek tanah yang berbeda-beda.
Sedangkan dasar kepemilikan Pemohon kasasi/penggugat atas obyek
tanah sengketa/tanah hak Milik Adat nomor 434 Persil 33 b S.II
diperoleh secara sah melalui jual beli dengan akta jual beli nomor
045/KJB/IB/1988 tertanggal 20 Jnavari 1988 antara Pemohon
Kasasi/penggugat dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasi Bin Loyo,
yang pada tahun 1988 belum disertipikat. Oleh karemna itu, penerapan
hukum judex facti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat
sebagai pemilik atas tanah hak Milik sdat nomor C 434 adalah tidak
berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu

mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah
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Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari
pemohon kasasi ; HINDARTO HOVERT TANTULAR dan membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi jakarta nomor 372/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal
8 Desember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat nomor 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt Bar, tanggal 21 agustus 2001.
Mahkamah agunng akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar
putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

4. Bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah,
maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat

peradilan;

d. Mengadili :

€.

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi : HINDARTO
HOVERT TANTULAR tersebut;

2. Membatalkan  putusan  Pengadilan Tinggi  Jakarta  nomor
372/Pdv2003/PT.DKI, tanggal 8 desember 2003 yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 108/Pdt.G/2001/PN>Jkt

Bar tanggal 21 Agustus 2001.

Mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
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Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari tanah
sengketa, sebidang tanah (tanah kosong) Hak Milik Adat nomor C 3162
terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 B kelas III S Kohir nomor C
3162 seluas =+ .3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari
pembelian sebagian tanah milik adat nomor C 434;

Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang
dibangun di atas tanah sengketa dalam waktu 8 (delapan) hari setelah
putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Menghukum Tergugat | atau siapapun juga yang memperoleh hak dari
padanya untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan
bebas dari segala beban yang ada padanya;

Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kepada Penggugat uang paksa
sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu)/perhari secara tunai setiap tergugat I lalai
memenuhi putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari
setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Analisis Pokok Permasalahan

Setelah mempelajari teori mengenai tata cara memperoleh tanah, pendaftaran

tanah, pembuktian hak atas tanah dan kasus posisi yang menjadi pokok

permasalahan serta dengan mempertimbangkan putusan pengadilan dari tingkat
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pertama sampai dengan Mahkamah Agung merupakan dasar untuk melakukan
"analisa terhadap sengketa dalam kasus yang diulas oleh Penulis.
1. Pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh
Perlindungan hukurﬁ yang diberikan oleh Negara terhadap pemilik tanah
bekas hak milik adat yang beritikad baik dapat diketahui dari cara perolehan Para
Pihak terhadap tanah obyek sengketa. Itikad baik Para pihak menjadi pertimbangan
bagi Majelis Hakim. Melaksanakan dengan itikad baik artinya kita bersikap sebagai
orang yang pantas dan jujur. Yaitu para pihak dalam hal melaksanakan perikatan -
berpedoman kepada kepatutan dan keadilan. Dalam ketentuan pasal 1965 kitab

Undang-Undang hukum Perdata dinyatakan bahwa :

Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk
kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yaitu :*'
a.  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu pejanjian harus terlebih

dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian

yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu

diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

p N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. ll, (Jakarta : Djambatan,
2005), hal. 334-335.
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Menurut Pasal 13.30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang tidak

cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1.  Orang yang belum dewasa;

2.  Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-
undang dan pada umumnya semua orang yang olh undang-undang
dilarang untuk membuat pesetujuan tertentu.

Adanya suatu hal tertentu

Menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal

1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus

mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan

jenisnya. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok
suatu pejanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari

dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi pejanjian yang tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang (Pasal

1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, undang-

undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu

perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian

tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang
telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai
kekuatan.

Apabila 2 (dua) syarat pertama tentang sahnya suatu perjanjian menurut Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan (syarat subyektif). Sedangkan apabila 2 (dua) syarat terakhir tidak
dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat obyektif).

Hukum Tanah Nasional yang berlaku di Indonesia menggunakan konsepsi,
azas, lembaga-lembaga hukum :dan sisten Hukum Adat. Oleh karena itu meskipun
UUPA tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli, dapat ditafsirkan bahwa
pengertian jual beli tanah dalam hukum tanah nasional adalah jual beli tanah menurut
pengertian Hukum Adat. Menurut pengertian hukum adat, jual beli tanah adalah
suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli
terjadi pada saat yané sama dengan pembayaran harganya. Dengan dilakukannya jual
beli itu hak atas tanahnya berpindah dari penjual kepda pembeli yang menjadi
pemegang hak yang baru. Oleh karena pembayarannnya dilakukan pada saat yang
sama (secara tunai) pada saat itu pulalah jual beli selesai dilakukan.*

Apabila menurut kenyataannya harga tanah belum dibayar penuh, menurut
hukum dianggap sudah terbayar penuh, sedangkan apa yang menurut kenyataannya
belum dibayar dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual yang tunduk pada
hukum yang mengatur mengenai masalah hutang piutang. Dengan demikian apabila

dikemudian hari harga tidak dibayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tidak

“*Arie Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, Cet, 11., (Depok :
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 113. !
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dapat membatalkan jual beli tersebut. Demikian juga jual beli tanah menurut hukum
sudah selesai dan pembelinya sudah menjadi pemegang haknya yang baru, sekalipun
pada kenyataannya tanah yang bersangkutan masih tetap dikuasai oleh penjual.
Penyerahan tanahnya secara fisik kepada pembeli bukan merupakan unsur perbuatan
jual beli tanah.*®

Pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional ini, harus dibdakan
dengan pengertian jual beli tanah hak-hak barat yang diatur dalam Kitb Undang-
Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana penjual berjanji untuk menyerahkan
hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya
untuk membayar kepada penjual harga yang telah disepakati. Jadi, baru menciptakan
perikatan berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan (bersifat
obligatoir). Jual beli dianggap telah terjadi dengan dicapainya kata sepakat walaupun
hak atas tanah belum berpindah kepada pembeli apabila telah dilakukannya
penyerahan yuridis (Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang
menurut ktentuan yang berlaku pada waktu itu harus dilakukan dihadapan
Overschryving ambtenar (pejabat balik nama) berdasarkan Overschryving
ordonantie S. 1834-27.4

Pelaksanaan jual beli tanah belum diatur oleh peraturan khusus. Oleh
karenanya masih dipergunakan norma-norma hukum adat sebagai pelengkap dimana
diketahui bahwa jual beli sah apabila memenuhi syarat-syarat material yaitu :

1. Tanah yang dijual belikan tidak dalam sengketa;

31bid, 113-114.
“rbid,
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2. Pembeli memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang dibelinya;
3. Penjual benar-benar pemegang hak atas tanah yang dijualbelikan.*

Menurut Pasal 19 PP No. 10/1961 jual beli tanah harus dilakukan oleh
seorang pejabat yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat
oleh Menteri Dalam Negeri yang dapat terdiri dari :

a. Notaris;

b. Pensiunan pegawai negeri yang bergelar Sarjana Hukum;

c. Pensiunan pegawai Dirjén Agraria yang telah lulus menempuh suatu ujian;
d. Camat/Kepala Kecamatan karena jabatannya.

Dalam melaksanakan jual beli dihadapan PPAT tersebut selain Penjual atau
kuasanya dan pembeli atau kuasanya wajib hadir, harus dihadirkan pula 2(dua) orang
saksi. Untuk tanah-tanah yang bersertipikat tidak ada persyaratan khusus mengenai
saksi, sedangkan untuk tanah yang belum bersertipikat saksinya harus Kepala
desa/Lurah dan seorang anggota pemerintahan desa yang bersangkutan. Adapun
kehadiran saksi-saksi dari pemerintahan desa/kelurahan yang bersangkutan adalah
untuk membuktikan bahwa :

a. Tanah yang dijual belikan tidak dalam sengketa
b. Tanah tersebut adalah benar-benar milik Penjual.

Ketentuan tersebut dikaitkan dengan kasus yang dianalisis oleh Penulis, maka
diketahui bahwa Penggugat dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kepemilikannya
atas tanah obyek sengketa adalah didasarkan pada itikad baik yaitu tanpa ada

paksaan, kekhilafan maupun penipuan, tetapi melalui prosedur yang sah yaitu jual

Stbid., 114-115,
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beli dengan seluruh ahli waris Muasim Bin Loyo sebagaimana ternyata dalam Akta
jual beli atas tanah obyek sengketa nomor nomor 045/KBJ/JB/1988 tertanggal 20
Januari 1988 dibuat dihadapan Drs. Mohammad Wisman, Camat Kebon Jeruk. Akta
ini membuktikan bahwa jual beli tersebut telah memenuhi Pasal 19 PP No. 10/1961,
bahwa Jual beli dilakukan dihadapan Camat.

Obyek tanah sengketa adalah tanah bekas hak milik adat yang setelah
diundangkannya UUPA demi hukum dikonversi menjadi hak milik. Pemegang Hak
milik atas tanah hanya dapat diperoleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempunyai hak milik (Pasal 20 ayat (1) dan
(2) UUPA). Hindarto Hovert (Pembeli/Penggugat) adalah Warga Negara Indonesia
dengan demikian berhak untuk mempunyai hak milik dan sekaligus dalam kasus ini
juga membuktikan bahwa syarat material kedua tentang pembeli memenuhi
persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang dibelinya telah terpenubhi.

Akta jual beli tersebut dibuat dengan mendasarkan pada Salinan Surat
Penetapan/Fatwa nomor 149/C/1982 tertanggal 30 November 1982 dari Almarhum
Muasim Bin Loyo dan Surat Pernyataan H. Detjeng, H. Sebeh, H. Amsar, H.
Masenin, H. Amsir dan H. Atjad (ahli waris Muasim Bin Loyo) tertanggal 14
Desember 1987. Dua dokumen tersebut masing-masing menegaskan bahwa yang
berhak atas tanah obyek sengketa adalah 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo.
Dengan demikian Perjanjian jual beli antara Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris
Muasim Bin Loyo telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya untuk

permasalahan pertama dalam karya tulis ini mengenai itikad baik Penggugat dan juga
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membuktikan bahwa dalam jual beli ini telah memenuhi syarat material yang ketiga
yaitu penjual benar-benar pemegang hak atas tanah yang dijualbelikan.

Selain itu untuk membuktikan bahwa tanah yang dijual tidak dalam sengketa
(syarat material jual beli pertama) diduwung dengan adanya Surat keterangan
Lurah/Kepala Desa Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat nomor
03/1.711.1 tertanggal 15 Januari 1988 yang menegaskan bahwa tanah obyek sengkta
tersebut adalah benar milik 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo.

Itikad baik Penggugat selanjutnya juga dapat dilihat dari tindakan Penggugat
yang melakukan pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana temyata
dalam Surat Keterangan Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat

-nomor RIS 325.../WPJ.10/K:13106/1988, tertanggal 24 Maret 1988, atas nama Wajib
Pajaknya yaitu Hindarto Hovert Tantular (Penggugat).

Tergugat 1 merupakan badan hukum. Jadi, untuk perolehan atas tanah obyek
sengketa harus melalui prosedur pembebasan hak atas tanah. Berdasarkan Surat
Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Agustus 1975 (bukti T1-3) dan sertipikat Hak
Guna Bangunan nomor 461/Duri Kepa tertanggal 7 Juli 1977 menunjukkan bahwa
Tergugat I memperoleh h-ak atas tanah atas tanah obyek sengketa tersebut pada tahun
1977. Jadi, peraturan yang berlaku pada saat itu mengenai pembebasan tanah adalah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1975 jo. Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah.

Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada dasarnya dilakukan secara
langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi, yang

jumlahnya ditentukan atas dasar musyawarah. Pemerintah Daerah di wilayah yang
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bersangkutan, diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah serta
pembayaran ganti rugi, dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan pemerintah mengenai penyediaan, peruntukan dan penggunaan
tanah.* |

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1975, maka
pembebasan tanah oleh pihak swasta dapat dilakukan menurut tata cara pembebasan
tanah untuk kepentingan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 (selanjutnya disebut PMDN No. 15/1975),
melalui suatu Panitia Pembebasan Tanah. Pembebasan tersebut dilakukan untuk
kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan
umum atau dikualifikasikan sebagai pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial.
Didalam penggunaan tata cara demikian, diperlukan bukti tertulis dari
Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Gubernur Kepala Daerah wajib
untuk mngadakan pengawasan agar supaya pelaksanaan pembebasan tanah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (dalam hal ini,
peraturan pe:rundang-undangan).47

Prosedur pembebasan tanah menurut PMDN No. 15/1975 adalah sebagai
berikut :
1. Mengajukan permohonan tertulis (oleh pihak yang memerlukan tanah) kepada

Gubernur Kepala Daerah dengan mengeukakan maksud dan tujuan penggunaan

tanah yang diperlukan dengan disertai keterangan-keterangan mengenai:*®

* Ibid., 98-99

*? Ibid,

*3Indonesia, Peraturan Manteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembebasan Tanah, PMNA No.
15 tahun 1975, Ps. 4 ayat (1) - (3).
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Letak, luas dan status hukum tanahnya;
Gambar situasi tanahnya;
Kesediaan untuk membeikan ganti rugi dan fasilitas lain kepada yang

berhak.

2. Gubemnur Kepala Daerah mengeluarkan izin pembebasan hak;

3. Panitia Pembebasan Tanah atas permintaan/perintah Gubernur Kepala Daerah

melaksanakan tugasnya yaitu:

a.

Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan
tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.
Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan
pemilik tanam tumbuh dan bangunan-bangunan tersebut

Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak
Membuat berita acara disertai fatwa/pertimbangan

Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang

memerlukan tanah kepada yang berhak.

4. Apabila jumlah ganti rugi ditolak maka Panitia Pembebasan Tanah dapat tetap

pada keputusannya maupun menyampaikan persoalannya kepada Gubernur

dngan disertai perkembangannya untuk memperoleh keputusan. Gubernur Kepala

Daerah dapat mengukuhkan penetapan Panitia atau menetapkan lain yang

wujudnya mencari jalan yang dapat diterima smua pihak.*’

5. Jika ganti rugi dapat diterima oleh para pihak pihak maka pembayaranna harus

dilakukan sendiri oleh instansi/badan hukum yang memerlukan tanah tanpa

4 Ibid,, Ps. 8 ayat (1) - (3).
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melalui perantara dengan disaksikan 4 (empat) orang anggota Panitia,
diantaranya Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan. Mengenai pembayaran
ganti rugi dan pelepasan haknya tersebut oleh Panitia dibuatkan berita acara yang
dilampiri suatu daftar kolektif dari mereka yang menerima ganti rugi dan
melepaskan haknya itu (rangkap 8).° Tidak dipelukan danya suatu akta
pelepasan hak tersendiri.’!

Setelah pembebasan tanah selesai dilakukan maka pihak yang melakukan
pembebasan diwajibkan mengajukan permohonan hak sesuai dengan peruntukan
tanéhnya dan dapat dipunyainya.

Untuk tanah yang belum terdaftar, tanah-tanah bekas hak Indonesia ini seperti
tanah bekas hak milik adat, Petuk pajak digunakan sebagai petunjuk untuk
mengetahui status tanah dan riwayat tanah yang bersangkutan, serta siapa yang
mempunyainya. Petuk pajak sebelum diundangkannya UUPA dianggap sebagai
tanda bukti hak atas tanah yaitu pajak hasil bumw//andrente (bagi tanah hak milik
adat di desa-desa) dan Verponding Indonesia (bagi hak milik adat di kota-kota besar)
atau yang sekarang disebut tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Alat bukti lain bagi tanah-tanah bekas hak milik adat ialah:

1. Surat asli jual beli tanah (sebelum diundangkannya UUPA) yang disahkan
Kepala Desa;
2. Surat Keputusan Pemberian Hak (yang kewajiban-kewajibannya sudah

dipenuhi);

01bid., Ps. 9 ayat (1), (2) dan (5).
S Arie Hutagalung (b)., op. cit, hal. 103.

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH Ul, 2008



68

3.  Perlu disertai Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diperkuat oleh Camat
(dalam Surat Keterangan ini juga dimuat tentang status tanahnya, subyeknya,
letak, luas, batas-batasnya dan lain-lain)

Apabila pihak yang namanya tertera dalam petuk pajak sudah meninggal, maka harus

didukung dengan adanya “fatwa waris”. Fatwa waris inipun tidak merupakan bukti

hak atas tanah, tetapi hanya untuk menunjukkan siapa ahli waris yang berhak atas
tanah peninggalan dari pewaris. Dalam hal dimana orang mau membeli tanah, fatwa
waris tersebut dapat berguna untuk mengetahui siapa saja ahli waris atas tanah yang
akan dibeli itu, dengan demikian diharapkan dapat terhindar dari kemungkinan
terjadinya sengketa karena membeli tanah yang belum disetujui oleh mereka semua
yaag berhak.*?

Dalam kasus yang dianalisis oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa Tergugat
I tidak mempunyai itikad baik dalam perolehan tanah obyek sengketa. Dikatakan
demikian karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tentang syarat sahnya perjanjian yang pertama (yang berkaitan dengan itikad baik)
yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
tanggal 8 Agustus 1975 (bukti T1-3) yang dijadikan dasar perolehan tanah sengketa
oleh Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan tidak pernah
ada sebelum terbit sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 461 tertanggal 12 April
1877. Bahkan surat pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 (alat bukti T 1-

3) yang dijadikan dasar perolehan Tergugat | atas tanah obyek sengketa berupa Surat

S21pid., hal. 131-132.
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Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah hanya diketahui dan ditandatangani 5 (lima)
ahli waris dari 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo.

Tergugat I juga tidak dapat menunjukkan kopi atau salinan Surat Permohonan
pembebasan tanah obyek sengketa kepada Gubernur Kepala Daerah sebagaimana hal
trsebut semestinya ada karena termasuk dalam prosedur pembebasan tanah. Selain itu
Tergugat I tidak menunjukkan salinan berita acara berikut lampiran mengenai daftar
kolektif dari ahli waris Muasim Bin Loyo.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui dari Berkas putusan
Mahkamah Agung nomor 1089K/Pdt/2005 di!getahui bahwa dasar penerbitan
sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461/Duri Kepa jo 3965/Duri Kepa
atas nama Tergugat 1 adalah tanah girik C. 162 Persil 33 b S.II yang bukan
merupakan tanah obyek sengketa.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan dalam perjanjian tersebut ada unsur
penipuan (tidak adanya itikad baik) dan tidak memenuhi syarat material karena tidak
semua ahli waris mengetahui dan menyetujui adanya pembebasan tanah tersebut.
Selain itu, pembebasan tanah yang diakui oleh Tergugat I itupun tidak memenuhi
ketentuan PMDN No. 15/1975 karena tidak dapat menunjukkan tanda buktinya.

Negara memberikan pelindungan hukum kepada pemilik_ tanah bekas hak
milik adat dengan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia sesuai
dengn Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yaitu negatif yang berunsur positif. Sertipikat
merupakan alat bukti yang kuat bukan alat bukti yang mutlak. Sehingga
dimungkinkan bagi pihak lain yang dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik sah

dari obyek tanah yang disengketakan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan.
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Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 yang menguraikan tentang pembuktian hak lama juga
memberikan kesempatan bagi pemilik tanah bekas hak milik adat untuk
membuktikan dirinya sebagai pemilik sah dari tanah yang bersangkutan, meskipun
tidak memiliki sertipikat.

Dari uraian tersebut, diketahui Penggugat dalam perolehan tanah obyek
sengketa adalah dengan itikad baik. Sebaliknya Tergugat I dalam peolehan tanah
obyek sengketa tidak didasarkan pada itikad baik. Tidak adanya itikad baik
menyalahi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang
kesepakatan. Hal ini berakibat tidak dipenuhinya syarat subyektif sehingga perjanjian
dapat dibatalkan. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih lanjut
menjelaskan apabila pejanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan muka

perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

2. Pokok pemasalahan mengenai pandangan pengadilan dalam perlindungan

hukum pemlik tanah bekas hak milik adat dalam  Putusan

No.108/Pdt.G/2001/Jkt.bar, Putusan No.372/ Pdt/2003/PT.DKI dan Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1089K/Pdt/2005

Dalam kasus yang dianalisis oleh Penulis ini, Penggugat sebagai pemilik
tanah bekas hak milik adat tidak diberikan perlindungan hukum yang semestinya
sebagaimana ternyata dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar dan Putusan
No.372/ Pdt/ 2003/ PT.DKI.

Majelis Hakim tingkat pertama dan banding pada pertimbangan putusannya

menyatakan “Bahwa berdasarkan alat bukti Surat T.1-1 telah ternyata tanah hak
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milik adat C. 434 telah menjadi milik Tergugat I sejak tanggal 7 Juli 1977, sehingga
dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat pada tanggal 20 Januari 1988 telah
membeli tanah hak bekas milik adat nomor C. 434 dari Tergugat II, III, IV, V, VI,
VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya apabila
Penggugat membeli pada tanggal 20 Januari 1988 adalah membeli dari Tergugat 1
dan bukan membeli dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII karena pada tanggal 7 Juli
1977 tenah bekas hak milik adat nomor C. 434 adalah telah jadi hak Tergugat I
sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461/Duri).”

Terhadap pertimbangan tersebut Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim
tidak melihat keabsahan perolehan hak ats tanah antara Penggugat dengan Tergugat
I. Bahwa untuk membuktikan-haknya, Penggugat telah memberikan tanda bukti hak
yang sesuai dengan pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 yaitu :

a. Akta jual beli tanggal 20 januari 1988 nomor 045/KBJ/JB/1988 (bukti
P-1);

b. Surat Keterangan Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Jakarta
Pusat/Barat nomor RIS 325.../WPJ.10/ l_(l3lO6/l988, tertanggal 24
Maret 1988, atas nama wajib pajak Penggugat (bukti P-2);

c. Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa nomor 44/1.711.01, tertanggal 27
Februari 2001 kepada Tergugat I telah dilarang dan atau diperintahkan
untuk menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran
tersebut sebelum ada izin dari instansi terkait yaitu Pemerintah daerah

DKI Jakarta (bukti P-3);
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d. Surat pernyataan Ir. Amiliushamid jabatan' Kepala Bagian Bidang
Tanah PT Metropolitan Development tanggal 6 Februari 1981 (bukti
P-4);
e. Salinan surat penetapan/fatwa nomor 149/C/1982 tertanggal 30
November 1982 dari almarhum Muasim bin loyo (bukti P-5)
f. Surat pernyataan tertanggal 14 Desember 1987 dari H. Detjeng, H.
Sebeh, H. Amsar, H. Masenin, H. Amsir, H. Atjad (bukti P-6);
g. Surat keterangan Lurah/kepala Desa Duri Kepa Kecamatan kebon
Jeruk wilayah jakarta Barat nomor 03/1.711.1 tanggal 15 Januari 1988
(bukti P-7);
-~ h. Daftar keterangan obyek sengketa untuk ketetapan IPEDA sektor
perkotaan khusus DKI Jakarta nomor C.3162 nomor B.14092 tanggal
24 maret 1988 atas nama Hindarto hovert Tantular (bukti P-8).
Berdasarkan alat bukti yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat tersebut maka
diketahui bahwa perolehan tanah oleh Penggugat adalah sah, yaitu melalui jual beli
tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris Muasim Bin
Loyo. Jual beli tersebut telah memenuhi syarat material jual beli tanah yaitu tanah
yang dijualbelikan tidak dalam sengketa, pembeli memenuhi persyaratan sebagai
pemegang hak atas tanah yang dibelinya dan penjual benar-benar pemegang hak atas
tanah yang dijual belikan.
Pasal 19 PP No. 10/196]1 juga mengatur bahwa jual beli tanah harus
dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Mnteri

Dalam Negeri yang dapat terdiri dari notaris, pensiunan pegawai negari yang
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bergelar sarjana hukum, pensiunan pegawai Dirjen Agraria yang telah lulus
menempuh suatu ujian, Camat/Kepala Kecamatan karena jabatannya. Penggugat
dapat membuktikan telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana ternyata dalam
Akta jual beli tanggal 20 januari 1988 nomor ‘645/KBJ/JB/1988 (bukti P-1) yang
dibuat dihadapan Camat Kebon Jeruk (Drs. Mohamad Wiman).

Sedangkan Tergugat | dalam prosedur perolehan tanahnya, yaitu melalui
pembebasan/pelepasan hak tidak dapat memberikan alat bukti yang sah berupa surat-
surat yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut diperoleh melalui prosedur
pembebasan/pelepasan hak, yaitu Tergugat 1 tidak dapat menunjukkan kopi atau
salinan Surat Permohonan pembebasan tanah obyek sengketa kepada Gubernur
Kepala Daerah sebagaimana hal trsebut semestinya ada karena termasuk dalam
prosedur pembebasan tanah. Selain itu Tergugat I tidak menunjukkan salinan berita
acara berikut lampiran mengenai dafiar kolektif dari ahli waris Muasim Bin Loyo.
Surat yang dijadikan sebagai bukti adalah surat pernyataan pelepasan hak oleh 5
(lima) dari 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo. Sehingga, Surat Pernyataan
Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut tidak sah.

Bahkan dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 461/Duri tertanggal 7
Juli 1977 dan Surat Permohonan Perpanjangan atas Hak Guna Bangunan Nomor
3905/Duri (yang merupakan pecahan dari sertipikat Hak Guna Bangunan nomor
461/Duri) menyatakan bahwa dasar perolehannya adalah dari tanah Girik C. 162
Persil 33b S.11, bukan tanah obyek sengketa.

Jadi seharusnya Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding mampu

melihat kondisi ini dan menyatakan bahwa alat bukti yang diberikan oleh Tergugat |
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tidak lengkap, schingga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I sebagai
pemegang yang sah atas tanah obyek sengketa. Alat bukti berupa Surat Pernyataan
Pelepasan Hak juga cacat hukum (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti).
Sedangkan sertikat Hak Guna Bangunan yang diberikan sebagai alat bukti dasar
penerbitannya berasal dati tanah lain yang bukan merupakan tanah obyek sengketa.

Maijelis hakim pada tingkat pertama dan banding menitikberatkan putusannya
pada pertimbangan bahwa sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang sah di
Indonesia. Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding bertindak seakan-akan
sertipikat merupakan alat bukti yang mutlak dan tidak dapat terpatahkan
kebenarannya seperti halnya pada sistem publikasi positif.

Jadi tidak cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada tingkat pertama dan
banding untuk tidak menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang
sebenarnya atas tanah bekas hak milik adat (tanah obyek sengketa). Sedangkan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089 K/Pdt/2005 yang
merupakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada dasar
perolehan/pemilikan tanah, analisa mengenai asal usul sertipikat yang dimiliki

Tergugat I dan alat-alat bukti untuk hak lama yang diberikan oleh Penggugat.

3. Pokok permasalahan mengenai penyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas
hak milik adat berdasarkan kasus dalam Putusan No.108/Pdt.G/2001/Jkt.Bar

Indonesia No.1089K/Pdt/2005
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Berdasarkan uraian analisis pokok permasalahan pertama dan kedua
diketahui Penggugat dalam perolehan tanah obyek sengketa adalah dengan itikad
baik. Sebaliknya Tergugat I dalam peolehan tanah obyek sengketa tidak didasarkan
pada itikad baik. Tidak adanya itikad baik menyalahi ketentuan Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang kesepakatan. Hal ini berakibat tidak
dipenuhinya syarat subyektif sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Pasal 1321 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata lebih lanjut menjelaskan apabila pejanjian dibuat
karena kekhilafan, paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dimintakan
pembatalan. Jadi, dengan demikian Akta jual beli tanggal 20 januari 1988 nomor
045/KBJ/JB/1988 (bukti P-1)antara Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris Muasim
Bin Loyo adalah sah. Artinya, Pcriggugat dapat membukttikan bahwa dirinya adalah
pemilik yang sebenarnya atas tanah obyek sengketa. Tanah obyek sengketa tersebut
harus dinyatakan benar-benar milik dari Penggugat. Sebaliknya, Surat pernyataan
melepaskan hak atas tanah tanggal 29 september 1975 (bukti T.1-3) antara Tergugat |
dengan 5 (lima) ahli waris Muasim Bin Loyo cacat hukum. Perjanjian tersebut tidak
memenuhi ketentuan Pasal 1320 jo. 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan dibatalkannya perjanjian
tersebut maka tindakan Tergugat | atas tanah obyek sengketa tersebut dinyatakan
sebagai perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak memanfaatkan tanah
milik orang lain. Dibatalkannya perjanjian tersebut juga menegaskan Penggugat
sebgai pemilik yang sebenarnya atas tanah obyek sengketa.

Pada prinsipnya secara garis besar, seperti halnya sengketa secara umum,

maka sengketa tanah dapat diselesaikan mellaui 3 (tiga) cara :
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a. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah. Dasar dai
musyawarah untuk mufakat ini tersirat dalam Pancasila sebagai dasar
kehidupan bermasyarakat Indonesia dan juga trsirat dalam Undang-Undang
Dasar 1945.

b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan berdasarkan Undang-Undang nomor 14
tahun 1970 jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman; umumnya penyelesaian ini diajukan ke peradilan
umum yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum atau apabila yang disengketakan adalah produk tata usaha
negara atau yang digugat pejabat Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata
Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang nomor S tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, atau apabila menyangkut tanah wakaf diajukan
ke Peradilan Agama.

c.  Melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang nomor
30 tahun 1999)"

Kasus sengketa tanah bekas hak milik adat Girik nomor C. 434 antara
Hindarto Hovert Tantular dengan PT Metropolitan Development mendapatkan
penyelesaian hukum melalui Pengadilan yaitu dengan putusan Mahkamah Agung
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan Penggugat
sebagaimana ternyata dalam Putusan No. 1089 K/Pdt/2005 yang menyatakan :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

33 Arie Hutagalung (a), op. cit., 407-408.
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b. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari tanah
sengketa sebidang tanah (tanah kosong) Hak Milik Adat nomor C 3162 terletak
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon
Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 I}kela;s 111 S Kohir nomor C 3162 seluas
+ 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari pembelian sebagian
tanah milik adat nomor C 434;

c.  Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

d. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang
dibangun di atas tanah sengketa dalam waktu.8 (delapan) hari setelah putusan
berkekuatan hukum tetap (inkracht);

e.  Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya
untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari
segala beban yang ada padanya;

f. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa
sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu)/perhari secara tunai setiap tergugat I lalai
memenuhi putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah
putusan berkekuatan hukum tetap,

g.  Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan kasus yang dianalisis oleh Penulis tersebut yaitu untuk tanah
bekas hak milik adat yang tetap membayar pajak setiap tahunnya dapat
menggunakan bukti pembayaran pajak tersebut di persidangan. Dalam hukum acara

perdata yaitu Pasal 164 HIR (Pasal 283 Rbg) alat buktinya adalah :

a. bukti surat;
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b. bukti engan saksi-saksi;

¢. persangkaan-persangkaan;

d. pengakuan;

e. sumpah.
Bukti pembayaran pajak tidak dapat dimasukkan dalam bukti surat. Namun hakim
dapat menggunakan bukti pembayaran pajak tersebut sebagai persngkaan
pembuktian di pengadilan atas kepemilikan tanah yang juga didukung oleh alat bukti
pengakuan. Dalam praktek, alat bukti persangkaan-persangkaan dan pengakuan
jarang digunakan dalam pembuktian di persidangan, digunakan apabila tidak ada alat
bukti lain seperti bukti surat dan saksi-saksi. Adapun persangkaan yang digunakan
adalah persangkaan hakim yaitu dengan melihat fakta yang sudah terbukti bahwa
tanah terebut diperoleh Penggugat dengan cara yang sah yang dapat dibuktikan oleh
Penggugat sebagaimana ternyata dalam alat-alat bukti yang mampu diberikan dan
persangkaan yang berikutnya adalah dengan akal intelektualitasnya hakim menyusun
kesimpulan untuk menemukan fakta yang belum diketahui yaitu pemilik dari tanah
itu melalui bukti pembayaran pajak. Dengan adanya bukti pajak dapat digunakan
sebagai alat bukti persangkaan hakim yang juga didukung oleh alat-alat bukti lain
yang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24/1997 dan keterangan saksi yang
menyatakan bahwa Penggugat benar pernah membeli tanah obyek sengketa tersebut
dari 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo. Maka, hakim dapat menarik kesimpulan
bahwa Penggugat dalah pemegang hak atas tanah tersebut, walaupun bukti

kepemilikan tanah yang berupa sertipikat belum dimilikinya.
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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil

kesimpulan sebgai berikut :

1.

Negara memberikan pelindungan hukum kepada pemilik tanah bekas hak milik
adat yang beritikad baik. Beritikad baik‘ artinya perolehan tanah tersebut tidak
menyalahi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata téntang
kesepakatan. Tidak dipenuhinya unsur esepakatan dalam suatu perjanjian
mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Perlindungan hukur
yang diberikan oleh Negara juga diperoleh dari sistem publikasi pendaftaran
tanah yang dianut di Indonesia sesuai dengn pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yaitu
negatif yang berunsur positif. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat bukan
alat bukti yang mutlak. Sehingga dimungkinkan bagi pihak lain yang dapat
membuktikan dirinya sebagai pemilik sah dari obyek tanah yang disengketakan
dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 yang
menguraikan tentang pembuktian hak lama juga memungkinkan bagi pemilik
tanah bekas hak milik adat untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik sah dari
tanah yang bersangkutan, meskipun tidak memiliki sertipikat.

Pandangan pengadilan dalam perlindungan hukum pemilik tanah bekas hak
milik adat dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar dan Putusan No.372/

Pdt/ 2003/ PT.DKI adalah tidak memberikan perlindungan hukum yang

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH Ul, 2008




80

semestinya bagi pemilik tanah bekas hak milik adat. Majelis Hakim hanya
mendasarkan putusannya pada sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki
Tergugat I dengan mengabaikan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh
Penggugat yang sesuai dengan pasal 24 ayat (1) PP 24/1997. Majelis hakim
bertindak seakan-akan sertipikat merupakan alat bukti yang mutlak dan tidak
dapat terpatahkan kebenarannya seperti halnya pada sistem publikasi positif.
Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding inipun tidak memperhatikan
dasar perolehan Tergugat | yang tidak sah. Pada tingkat pertama dan banding,
putusan Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Pemilik
yang sebenarnya dari tanah obyek sengketa. Sedangkan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 1089 K/Pdt/2005 yang merupakan putusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengabulkan gugatan
Penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada dasar perolehan/pemilikan tanah,
analisa mengenai asal usul sertipikat yang dimiliki Tergugat I dan alat-alat
bukti untuk hak lama yang diberikan oleh Penggugat.

Penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut tercapai
dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089 K/ Pdt/ 2005
yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari
tanah sengketa, sebidang tanah (tanah kosong) Hak Milik Adat nomor C 3162
terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 B kelas Il S Kohir nomor C
3162 seluas + 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari pembelian

sebagian tanah milik adat nomor C 434, menyatakan Tergugat 1 telah
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melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat I untuk
membongkar bangunan pondasi/pagar yang dibangun di atas tanah sengketa
dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap
(inkracht), menghukum Tergugat 1 atau siapapun juga yang memperoleh hak
dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan
bebas dari segala beban yang ada padanya, menghukum Tergugat I untuk
membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus
ribu)/perhari secara tunai setiap tergugat I lalai memenuhi putusan perkara ini

terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum

tetap.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut :

1.

Hendaknya bagi pemilik tanah yang belum mendaftarkan haknya untuk segera
melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur yang d'itetapkan dalam
PP 24/1997. Meskipun dalam penulisan tesis ini mengungkap adanya
perlindungan bagi pemilik tanah yang belum mendaftarkn haknya, namun
dengan adanya pendafiaran tanah maka mereka yang mempunyai tanah dengan
mudah akan dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasai dan
dipunyainya. Kepada mereka masing-masing diberikan surat tanda bukti hak
oleh Pemerintah dan bagi pihak lainmereka yang memerlukan keterangan

mengenai data fisik dan yuridis mengenai suatu tanah, yaitu calon pembeli dan
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calon kreditor yang akan menerima tanah sebagai jaminan, akan dengan mudah
memperolehnya, karena keterangan-keterangan tersebut yang disimpan di
Kantor Penyelenggara Pendaftaran Tanah, terbuka bagi umum. Dengan
diterbitkannya sertipikat hak atas tanah diharapkan dapat menjadi bukti otentik
bahwa orang yan"g tercantum namanya dalam sertipikat tersebut adalah
pemegang hak sesungguhnya, dan untuk memberikan kepastian mengenai
subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut;

Hendaknya pendaftaran tanah secara sistematik dapat lebih sering dilakukan
agar pemegang hak yang tidak mampu secara finansial dapét mendaftarkan
haknya sehingga adanya jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas
tanah dapar terwujudkan;

Kepada Hakim yang menanganiokasus sengketa tanah bekas hak milik adat agar
benar-benar mengetahui, memahami dan menerapkan secara benar hukum
materiil khususnya hukum tanah nasional sehingga putusan yang diberikan
benar-benar dapat mencerminkan kebenaran, yang pada akhirnya dapat
memberikan keadilan bagi masyz_arakat dan tidak terikat pada suatu
yurisprudensi. Hakim harus hati-hati dan menggunakan alat-alat bukti sesuai
dengan pasal 164 HIR, bukti .tertulis lainnya yang dapat dijadikan
pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara dan alat bukti lain menurut

hukum tanah nasional, sehingga dapat tercipta keadilan bagi semua pihak.
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selanjutnya disebut sebagai : LTERGUUAT= ] ;ec-=-===

2. Hadl DEUJIENG, beralamat di Kaowmpung ouji ikt ool,/02-

heturaban buri Kepa, Recamalan Kebon Jueruk Jakarta=
Barat, untuk selunjutnya disebut sebagai :----~==--
LR GUGAT « I[ jommmmmmmemmmcmmmmmmm cmmemem e

3. HaJl s;am;u......./z.-/{
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Hadl Spbbn, beralumat di Kumpung Goji Rt.001/02 Kel., Duri - °
Kepua, Kec. Kewvon Jeruk Jukorta burat untuk selunjutnya dise
but sebagai : ThxGUGaT- III;

Hadl alSaR, beralamat di Kampung Guji Rt.001/02 Kel. Duri -
Lepa , Kec, Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk selanjutnya di

sebut gebagal : Targuen?l IV

HAJT mASENIN,

beralamut di Kampung Guji Rt.001/02 Kel. Duri
Kepus, Kec., Kebon Jeruk Jakarta Barat, untnk selanjulnya di-

sebut sevagai TeksUGAT V

H

>

JI_aMSIR, beralamat di Kampung Guji Rt,001/02 Kel. Duri -

e |
o

pt, Kec, Kebon Jevul Jakarta Barat, untuk selanjutnya di-
sebul ucbagal @ ThRoUuaY Vi
HAJI AWJAD, beralumat di Kampung Guji Rt,001/02 Kel. Duri -
Kepa, Kec. Kebon Jeruk Jaukarta Barat, untuk selanjutnya di-
sevut sevagai : TiRJUGAT : VII

Pengaulilan iejeri tersebvut

'elah membaca Penetupan Ketua Pengadilan Negeri Ja -
karta Baral No. 108/PDY.G/2001/PN.JKT.ssR, tertanggal
02 April 2001, tentanyg penunjukun Majelis Hakim un -

tuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis No,
103/PD1, 6/2001/PN.JKT . BAR, tangpal 05 April- 2001 --

Lenlang penentuay sidany perlama perkora inij-------

Telah mendengar keterangan kedua belah pihiak dalam -

perkara ini

Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh -

TENEanG DUDUKNYA PRRKaRA

Menimbang, b.nwa Pengpugat dengan surat guputannya -

, yiugs didattarkan di Repnileraan Pengu-

dilun Ne_eri Jakarta Barat pada tanggal 22 Maret 2001, dibawah

ke pesler Nomor..../3.
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Repgester momor 100/PDI, v/2001/Pi.JKY.BaR, yang selengkapnya se-

bdi,-li Del' LKL tmmcecmmmrc e m e e e e e e e e — S == .—————

L. Gow. Peng ugat adalabh temilik sab atas sebidany tunah (La -
nah kosong ) Tanah Hak Milik Adat No, C.3162 seluas 3.000 M2
\ tiga ridbu meter persegi ) yany berasal dari Pembeliun se -
bagian Tanah Hak Milik Adat No.C.434, terletak di Duerah Khu
sus lbukola Jakoarte, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon-

Jeruk , Desa Duri Kepa Persil 33 b.S.III Kohir C.434 yang --

bertatasan dengan i--s=-===sc-s-e-—ec-eccm—-ca-oscssososoooo
Sebalah Utara : Tanah kepunyaan Haji Detjeng ;
Sebelah ‘Timur : Tanan kepunyaan Haji Det jeng/Kimin,

Sebeluh Selatan : Tanah jalan Tol .

sebeluh Barat : Tanah kepunyaan Mando Otenyg.

Bahwa dasar kepemilikan Penpggugat atas sebidang tanah(tanah-
kosong ) Tanah Hak Milik adat No. C,3162, terletak di Daerah

Khusus Ibu ota Jukarta, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan --

'f__ ) iebon Jeruic, Desu Duri Kepa Persil 33.b S.III seluas kurang-
‘.\.u;."’.4 - \

Y "'} lebin 5000 M2 ( tigariou meter persegi ) berasal dari pembe-
P ) o

Jy, | Z4ien Pengeugat dari Tergugat, II,1II,IV,V,VI,VIL ( ahli Va -
R

B 4

is Alm, HUaSIM BIN LUYVU ) seluas 3000 M2, atas sebagian ta-
nalh milik adut C.434 atas numa Almarhum MUASIM oIN LOYU(Pewa
ris Tergu,at, 11,II1L{,IV,V,VI,VII ) berdasarkan skta Jual be-
1i tan,zal 20 Januari 1963 No.045/KB8J/JB/ 19336.(BGkti==P,X)
Yang divual dinadopan Drs, Mohammad Wisman , Camat Kevon Je-
ruk Jakarta varat antara Yenggugat dengan 'l‘ergug;at, I1,I11,1IV
V,VI,VII, ( Para ahli wWaris almarhum HUA3I4 BIN LOYO ) sesu-
ai dengun surat ketetapan/Fatwa Waris dgri Pengadilun Agama-
Jakurta Barat No. 149/C/1982, tertianyggai 17 Mei 1982, yang -
dikuatlkan berdasarkan Surat Relerangan Inspeksi luran Pemba- -
nyunun Buerah Jakarta Pusat/Barat No, RIS 325.../WPJ.10/K13106
/1908, tertunggal 24-3- 1933, atas nama Wajib Pa jak Pen,_;.-.g,ug:‘r
( Bukvi P-2);

rar-

- it s e R T @ e " g 4w Y AR R e SR e En T S e R D WD T wr T T @D ee

2. &L! : . &. ;bacakan

.o.o-o/so—
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2, Banwa p.da ta.uggal 5 Desember 2000, terhadap tanah milik Peng

gugat tersevut teluh dilakukan pemaguran oleh Penggugat, akan
tetapi oleh Tergugat-I pagar tarsebut teluh divongkar . Van -
secara tanps halk Tergugat-l telah menyerobot dun telah mema -
sang fondasi keliling duan akan memagar Tanah sengketa terse -
but, yau; atas perbuatan Tergugat I tersebut, Pengpugat telah
melaporkan secuara resmi kepada pihak kelurahan Duri Kepa,yang
dalam hal ini berdasarian Surat Kepala Kelurahan Duri fepa --
Ho.4y/1.711.01, tertanisal 27 Februari 2001 kepuda Terjugat-I
Lelah dilarang dan altau diperintahkan unluk menghenlikan pe -
ker juan lemasangan Pondasi/pemagaran tergebut sebelum ada ---

izin dari iulasi terkait-( Pemda DKI Jakarta ) ( bukti P-% ),

Buhwa Perbuatan Tergugat I yang telah menerobot Tanah Milik--
Penggugat dan telah melakuke'u} pemasangan pondasi/Pemajgaran --
gtas tanah sengketi secara tanpa hak( yang jelas-jelas tanah-
sengketa adalah milik Penggugat) adalah nyata nyata merupakan
Melawan Hukum ( Unrechmatige daad ) sebazaimana dimaksud pada

pssal 1365 KUHPERDATA yang telah merugikan Penggugzat;

Banwa oleh kirend Tergugat-l dalam melakukan pemasangan iPonda
i/ Vemagiaaran alas tanah songketa adalah secara Melawan lHukum-
yiaka Tergugat-1 atau siapapun yang kemudian memperoleh hak -
dari pz:danya harus menyerahkan/mengembalikan Tanah sengketa -
ke pada Pen.ju;at sebagal satu-satunya yang paling berhal; da -

lum Keadaan kousong , haik dai bebas dari segal-a beban yang --
ada padanyd (ec-—mcecm et cmeeia e e ca— e
L.hwa kuarena Ter;ugat-1 telakukan pemasangan Pondasi/pagur --
atag Lanah sengketn secara melawan hukum, maka Ler;upgat-Ilatau
siapapun yany kemudiun memperovleh hak dari padanya harus me -
nyerahkan/mensembalikan ‘fanah senpketa kepida Vensgusut serta
harus sepnera menchenlikan kegiatun pemasangan pondasi/pemagar
ran yare di baknkau ferpupat -0 serta membongkar 1'0!1(!;&::1/1\:11_',&\1‘-

tersebut dulam waktu 8(delapan) hari setelah putusan dibacakan

6., Bahwa gebapaj.... ./5.—)[
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L. banwa seba gl akibal dari Perbuatan Tergugui-1 yang welakukan

rerduatan Meluwan- Hukum telan mengakibatkan kerugian bagi --
Penggugat , berups kerugian Moril dan Materil, yung dalam hal
ini keruglan Moril berups tersitanya waktu Penggugat untuk me
ngurus perkara ini dan kerugian Matekil verupa biaya yang hé.-

rus dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebapai berikut :-

6.1. Kerugian Materil, yang dalam hal ini adalah pantas bila-
Penggugat menuntut Rp., 100.000,000,~ ( seratus juta ru -
piah ) j-=---=memmmae-a e e ea——— D e idae Seese——-

6.~., Kerugian Moril, penggantian Pagar yan; dirusak dan biaya
untulk mengurus perkara ini adalah pantas bila Penggugat-
menuntut Rp, 100.000,000,- ( seratus juta ruplah);--—----
Ataupun jumlah lain menurut pertimbangan serta kebi jaksa
naan Hakim ( Ex aequo et boro ) yang wajib dibayar oleh-
Ter jugat-1I dalam waktu 8 ( delapan). hari setelah putusan

dibacakun

Y v D D TR e T e D R S e TP S S D B D G S D SD G S T Ap R e o D T

Banwa sebapal kekhawatiran kuat Tergugat-1 engpgan secara suka
rela d.n baik-bailk, menyerabkan kembali tanah sengketa kepada
Penggugat dan agar putusan dalam perkara ini ditaati oleh Ter
supgat-I, maka cukup beralasuan agar Tergugat-I dihukum memba -
var uang piksa kepada Penggugat sebesar Rp.lw0.000,- (seratus
rionu rupiah ) pe-r hari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam
perkura ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga :dilaksa

nakan

agar 'rrgugat I tidak mengalihkan tanan sengketa kepada pihak
lain dan untuk menjamin hak-hak Penggugat agar pulusun dulam-
perkara ini Liditk menjadi sia-sia maka Pengguzat mohon apur -
Pengauilan Negeri Jakarta Baral Cq Majekis Hakim yang memerik
sa perkara ini berkenan Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah --
sen;kela sebidang tanah ( tanah kosong Hak Milik Adat No,C,--
41062 Levieblak di Vacrah Khusus Tbu Kota Jakarta Wilayan Jakar

ta Yarat Kec., Kenoa Jeruk Desu Duri Kepa Persil 35.B,14 kelas

1113 Kohix... ./6./-[
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111.5 Kohir No. C. 5162 seluas *+ 3.000 M2 ( tigaribu meter per

Segl ) yang berasal dari pembelian atas sebagian tanah Milik -

Adat No.C.434 dengan batas batas sebagai berikut :eee-ee—eca—_
Sebelah Utara : Tanah kepunyaan HaAJI OLTJENG.
tepelah Timur : Tanah kepunyaan faji DETJENG/KIM

IN, -
Sebelah Selatan : Jalan Tol,

Sebelah Barat Tanah kepunyaan HANDO UlkNG,

9. Buanwa oleh karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal —-
Yanpr panti dan didukung oleh surat-surat bukti otentilk yang mem
punyai kekuatan hukum pembuktian yang tidak dapat dibantah/di--
sangkal kebenzrannva, mwka mohon kiranya pubtusan perkara ini —-
dapwtl dijalankan lebih dahulu walaupun au".a bantahan Banding ---
maupun Kasasl j--—-em=tos tecm e e e e e

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Peng
sugat mohon kiranyz Bapik Ketua Pengadilan Negeri Jakarta warat 0g.

*/,4-. Majei1is Hakim yanyg memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

ALnLabl PROVISL

. °
JL. Memerintahliian kepada Tergugat-I untuk menghentikan kegiatan Pem-
buat:an i'ondusi dan alau Pemapguran serta membongkar Pondasi/Pagar
yang Lelah dipasung oleh Tergugat-I diatas tanah sengketa terse-

2. Mengnukum Tersugat<l untuk membayar uang paksa sebesar :

Kp. 1()0.(500,- ( seralus ribu rupiah ) /perhari untuk setiap ia -

DabaM Punih Peoltkaka

1. Menerima aan mengabulkan pugatan Penggugat j--~------- ‘—//— ——————

C. Meuyabaioo aebpgnugat sebapnel pemilik yang sah dan salu-satunya -

uori Lanan senketa, sebidang tanah ( tanah kosong ) hak milik -
adut 10.C. 5162 terletale di “aerah Khusus Ibu Kota Jakarta Wil, -

Jaluotta buratl, Keg, Kebon veruk Desa duri nepa Persil "y.kelas

l_I.l-.—s__K.Qﬂle- v e ./7"-
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L1l 3 rohir No. C. 3162 seluas * 3,000 M2 ( tiga ribu meter per-

segl ) yang berasal dari pembelian sebagian Tanan hilik adat No,

Co Ll 4 ; -----------------------------------------------

S. Meletukkan sila vaminan atas seuidung Tanah{ Lanah kosong) Hak -
milik adat No, C, 3162 terletuk di j,aerah Khsusu Ibukota Jakarta
Wil, Jakarta Sarut, Kec. Keb. veruk, Vesa Duri “epa Persil 33/B
14. Kelas III $ Kohir No,C. 3162 + 3.000 M2 ( tiga ribu meter -~

persegzi ) yang berasalal dari fembelian sebagaian Panah Milik -~

adat Ho, C. 43 4 dengan batas-butas fe-c—=-e—memcmmmrc e ca e
Sebelah Utura : Tanah kepuny.an Haji DETJENG.

Sebelah Timur : Tanah kepunyaan HaJl DEVJENG/KIMIN.
sSevbelih Selutan : Jalan Tol,

Sevbelauh Barat : Lanuh kepunyaan MalNDU ULENG,

4. Menyarakun 3ita Jaminaun sah dan berharga ;

. Menyatakan Terpuget-I telah melakukan perbuatan melawan Hukaii ;
6. mengnukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/ pagar -
yang dibangun dialag Lanah sengkela segera sclulah dibacakun --
putusan dilan peckara ini dalam waktu 8 (delapan) hari seteluah-
putusan dibacakan ; yang tetap 0 Inkracht ) je--me--cemccacan—-
7. Meugnukum ‘ferpugat-1 atau siapun juga yang memperolsh Hak dari-

paganyd untux menyer.hkan kepadu “engpugat dalum keadaan kosong

», menghukum Teri,ugat-1 untuk membayar kepada renggugat uani; piaksa
sebosar kp. 100.000,- /perhari setiap Fergupgat I lalul memenuhi-

putusan perkari ini Lerhitung dalum waktu ¢ ( delapun) hari se -

Y. Meagoukum Tergugat 1 untuk membayar kepada Penggugat Gunti Hugl

Moril dan #lateril sebesar Kp, 2000,000.000,- ( duralus juta ru-

lu. wengnaicun Perugat 10, TI1,IV,V, VI, VI1I,VIII untuk menerima dan -
mentaati putus.an daiae perkarz ini j--eco---cmcccammmcmnn o enas

11. kl—e-hmh-‘m.o 000/30-
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11. Menghukum Tergugui~l membayar ongkos perkara ;——--——=-==-a-

12, Menyatasan ruitusan dalum perkara ini dapat dijalankan lebih%
dahulu wulaupun ada bant.:han, banding maupun kasasi;-—-—=ee-—
Atau : meaberikan Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo -

et bono ) dalam perkara ini j-=—=--- cm—man—e————— -

Menimbang, uvunwa puda persidangan yung telah ditentu-
kan Penggugat hadir kuasanya KANA MURNI,SH, Tergugat-I hadir ku
asanya HeENURa dULTaABARAT ,SH, sedangkan Tergugat, II,III IV ,V,VI-
dan V1I tidak hadir dalam persidangan, meskioun telah dipanggil
secara patut jec-cmcvccemceccii e e rr e e c e n e a e ae —————

ifenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk -
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak
berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengun membacakan surat-
gugatun Pen;oupat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim , Penggu -

gat menyatakan tetap puda gugaian semula, tanpa mengadakan peru

Menimbang, banwa terhadap gugatan Pengpugat tersebut
Tergugat-l menga jukan jawaban sebigui berikut (--c----ec-=ce-- =
Dalapi KONPENST
Dalad BERSepSl

sugatup Penrprurat tidak jelas ( _Obscuur Libel )

1. Balwa Peny;u,at dalam Sugatannya teluh menggugat -‘l‘ergugat Ter
gugat yaitu Terjugat I,11,I11,IV,V,VI dan Tergugat VII;:—----

z. Bahwa didulam posita gugatian Pengpgugat sama sekali tidak je-
las rangkaian ceril.# atau peristiwa yang melatar belakangi -
apa dan vagaimana kaitan hukumnya ( yang merugikan), Khusus-
nya terhadup BHadl DErvENG, HaJI SkBied, HAJI aMSaK, HaJI MA -
SuNIN, Hadl aAMSIKR dan HAJI ATJAD yung di.empatkan/ditaris --
Gebog i pihabl Tercusab =Tergueol didalam perkara aquo je-----

5. Bahwa dolum hal mengguzat dan terhadap siapa yang berhak di-
Busal/ ditarik sevagal pihuk (Tergugal) dalam sualu suisaLan/
perkare L u.u harus lerkait dun mempunyai korelasi/hubungan-
hukum sutlu suama lisn denpen Pengeugat jecemcmcccmmenmcceacao -

Ditariknya,,,, /v, -./Z
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bitariknya Tergugat-iergugat d-.iam suatu perkara ( gugatan)-
memounyai arti vahwa Yergupgat-Tergugat tersebut Lelah melaku
kan suutu pervuatan Hukum yang melanggar( merugikan) kepen -
tingan hukum Penggugat, Dan oleh karenanya harus dimibtakan-
pertanggung jawabannya
L, Bunwa Penggugat dalam perkara aquo telah menarik dan menempat
kan HAJI DLErJENG, HaJl SebkH, HAJI AMSAKR, HAJI MaSENIN, Hadl-
AlSlE dan Hadl ATJAD sebuagai pihak Tergugat 1I s/d VII, semen
tara hubungan hukum antara Pengrugat dengan lTergugut II s/d -
Tergugat V11 yang menimbulkan adanya kerugian dipihak Penggu-

gat  ( melangpar Kepentingan hukum Pengpugat) suma sekali ti-

Uleli karenanya gugalun renggugat mern jadi tidak jelas dan ti--
dak bermakna (kaour) karena hal apa yang akun dicapai oleh --
Fenggugat dengan meriempatkan/mendarik 'l'ergugut I1I s/d Tergugat
VII sepmgai pihak dalam perkara agquo sama sekali tidak jelas.

.
?'- Didulam Posita maupun Petitum gugutan Penggupat, Terpugat 11—

/d Terpgugat VII tidak uda satupun tuntutan yang dimintakan -
ertanggung Jawavan terhadap “ergugat 11 s/d ‘erzugat VII se-
pugai konsekwensi ditempatkunnya/ditariknya Tersugat 11 s/d -

Jer;ugsat VIl sebagai pihak dulam gugatan ini. Akan telapi ---
sugwtan Penggugal dan segala tuntutan pertangpgung jawabannya-
hanya ditujukan kepad.a Tergugat-I1 ., Lantas apa maknanya Tergu

gat II s/d Terjugat VII dijadikan sebapgui pihuk dalam perkara

Luin halnya apabila Tergupat 11 s/d Terpupgat VII ditempatkan-

seba:d. plhuk Turul ‘erjugat, Karena sifaitnya hanya mematuhi-

Dengan mengacu kepzda hal hal tersebut, kiranya gugatan Peng-
gugat, karena tidaxk jelds,kabur ( Obscuur Libel ) maka guga -
tan Feng, upat haruslah dinyatakan tidak daput diterima ( Niet

on vakelijke Verkluurd ) jeecmmcccmcmmco ol

Qugatan Penjsusat..../10.-

A
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5. Banwa vugulan Pengguguat dalam perkara aquo telah lewat waktu
/Valuwarsa, sebab sesuai dengan Sertifikat HuB No,461 /buri-
Yang diperoleh oleh Teryugat I pada tahun 1977 jelas- jelas
membuktikan bahwa Yergpugat I telah memegang Hak akas tanah -
sengketa selama * 24 tahun berdasarkan alas hak yang suh ~-
yYang perolehannya telah sesuai dengan prasudur hukum, Dun -
dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1965 KUH Perdata yang-
menyaltakan :

" Siapa yung dengan itikad baik, berdasurkan suatu alas hak-
yYang sah memperoleh suatu benda iak bergerak memperoleh --
halk milik atasnya dengan jalan daluarsa, dengan jalan pengu
asaan seluma 20 tahun "j-c-e-rvmaccemmcerrcccc e cere e e
jelas buhwa gugatan aquo telah lewai waktu/daluarsi, se --
hingga gugutan aguo haruslah ditolak, atau setiduk tiduk -

nya Lidak dapat diterima j------ - e = = = = = S 4

Uanlarl PUROK PERKaRA 2
1, Banwa apa yuang tel.nh dikemukakan dalam bagian eksepsi -
mohon dianggap telah termasuk dun merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalim bagian pokok perkara inij------
2o Banwia Terpupgat<l menolak seluruh dulil-dalil yang dike-
mukakan oleh Penggupgat dalam gugatannya, kecuali yang -
secara tegas diakui kebenarannya ;--~----c-ceccceccana--
5. Banws tidak venar oleh karenanya ditolak dengan tegas -
dalild gugzatan Pengpupat bulir 1 yang menyatakun bahwa -
Feng,ugal adalah pemilik altas scebidang tanah (Lanah ko=
song ) Hak Milik. adat No.C 3162 seluas + 3.000 M2 (tiga
ribu meterpersegi ) yung terletak di DKI Jakarta Wil, -
Jararta varat, Kec, Kebon Jeruk , Desa Duri Kepa, Persil
3% b S.Iil yany berasal dari pembelian tanah milik Adat

No. C. 454 dengan batas- batas i=--~-r-----cc--ec--a-o -

§ebel,’-"h Utﬂ! HAesooae o/ll.-
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Sebelan Utara : tanuah kepunyaan H. DELJLWG.
Sevelah Timur : Tanah kepunyuan H. DETJIENG/KLMiN

Sebelah Selutun Jalan T'ol.,

Sebelah barat : Tanah kepunyaan MANDO Oleing,

yuang menurut Penggural telah diperoleh berdasarkan pem
belian dari Tergugat II s/d.’Tergugat V1I sesuai akta -
Jual »eli tanggal 20 Januari 19s8 No. O45/KBJ/JB/19us~
Yau; dobuat dihadapun Drs., MOHAMAD WISHAN , Camat Ke -

bon Jeruk, Tunah mana meuurut Penggupal telah disero -

Banwa dalil-daiil prPengpugat tersebut sama sekali tidak benar-
ngavur dan tidak berdasar j-----—=----—-e- cc-c---o—smmeo—eem—
Banhwa tanan yanig dukuasai, dipagar oleh Yergugat-I adalah ta-
nah yan: merupakan hait/milik ‘erpugat-1 sendiri, sesuai dengan
Seritifikat Hak Juna Bangunan No.j461. Duri yang diterbitkan -.-.
oleh Kepala Suv birektorat Agruria Jakorta varat sekarang Kan
tor rertianahan Juharta sarat, yang mana tanah hak milik Aday-
girik € No.4s5, termasuk dan menjadi bazian dari Sertifikat --
Hak Guna pangunan NOo. 461/Duri j-==-ecocma oo e
Banwa kemudian Sertifikat Induk ( HGB) No,461/buri telah dipew
cah menjadi oveverapy Sertifikat yang antara lain Sertifikat -~
Rds., No.3%90Y/ vuri Kepa yang didulamnya mencakup tanah Girik -

Co NO, B3l jommmmmmm o o e e e e L

Bahwa Girik yan: dijadikun sebagai dusar kepemilikun Penggupat
abtas Lanah yoangs menjadi haik/mil ik Yergupal-f yaitu Girik € No.
ST, yan: didalikan seuagat pecahan dari Giriik C. No. 434, Gi -
rik manu se jak ‘1vohun 19?77 sudah menjadi bagbian dari Sertifikat
Huad vo.481/buri. Bagaimana mungkin tanah yang sudah diperoleh-
hanya oleh Tergugut-1 sejak ‘Tanun 1977, oleh Penggugat didalil
kan telah diveli dari Tergugat Il s/d Ter ugat VII dengan da -
sar JAkte vual Beli tangpal 20 Yanuari k93838 NO.O045/KBJ/JB/19do-
hal Lerseocul  jetas gelas merupakan hal yang sangact mustahil --

Lanwa seanuainya Jdirik C No.3162 yang dijaudikan dasar gugatan-

gl&h.”iﬂuhﬁ&&k-o../...;;Z
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oleh Pengpupat itu ada/benar adanya qued nen tidaklah terletak -
dun berada diutas tanah hak/milik ‘iergugat-I yang sah, akan teta
pi ditempat lain yang menurut hemat kami Penggugai sendiri yang-

tanu ( Bukti '=l, 1,2 )j=m-mcmmcmccmrm e e—e e Cemm—m e m— e

5., bunwa ditolalk dengan tegas dulil Pengguzat butir 2 gugatannya --
yabi seovlah olah’ dioongkarnya pagar milik Tergugat I berkaitan -
dengan adanya kepemilikan tanah sengketa dengan Penggugat.

Vivon acnya pagar tembol Tergugat-I ac:.'lulah semata mata lk.rena -
nelum xeluar izin d.¢i Iastungiterkait berkaitan dengan pemaga -~
ran tanai milik Terzugat-1. Jadi sama sckali tidak ada hubungan-
dun kaitan diwsongkarnya pagar dengan klaim Penggugat seba;ai pe-

milik atas tanah sengketa j--—--cemcmn—ac-a -

6. Bauwia Oleh kKarena demikian aps yang, dicalilkan olezh Pengpupat --
dialom gugatannys butir 3 yang menyaakan bahwa *ergugat I telah-

mel:idiuikitn perbustan melawan hukum suma sekali tidak didasarkan -

e e At ae T e S s e P CCAN D e

AYD ditolalk ;== mmmmm s m e ice e
-t

o ugal L Lidok pereah melakukan perbuwelan melawan hosum dalam—

Likal Gladb RO ALl Jo dertirikat HuB ho,3965/Duri Kepa yo:n; diper-

olei Haknya d-ri Tergugat I sejuk tahun 19?7 , (| Bukli 1.1-1,2)

Y. Danvia Oleh k.rubi apa yung menjadi dasar dan landasan huicum guga
tan renggucat tiack didasarkan pada fakta fakta hukum yun, benar
miaKis Lerhadap delil dan tuncutan rPenggugal bSulir 4§ den 9 hacus -

lah cltolar dan dikesiampingkan je«- . ccammn iamacans

Bty e 4 s e s rem e

3. Banwa dendoran puls permohonan ganli rugi materiil dan Immateriil
youlg dituntul olun veng,uyat dal.a butir 6, dan tanlatan untuk --
memii,alt Uaag Brksa sebagaimana dalil Pengpupgat outir 7 karena --
Linad vapa s o bl dibolak aan dikesiopingtan,ececesc v cmna

J. banwa Legrhadap peravhonan lengsugatl agar techadap Lanah sengketa-

diletadian.eeos. /25,

/
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dilet.ukkan Sita Yaminan dan Tuntuian agar Pu.usan dalam perkira
ini dapatl dijalankan terieoih dupulu, karena tidaic berdasar ha-

raslan divolak dan dikesamgingkan

Dot Hehuldveysl

O’

1, Banwa apa yang Lelin dikemukakan dalam bagian Konpensi, mohon di
angpap Lelun termasuk dan merupakan bapian yang tidak terpisah--

ltan dalai bu,ian Rekonpensi ini

’--—-.—-- D AP an OO e W - - - - W - - — - —

» o Banwua reng;upgal Kekonpensi adalah pemilik yang sah duan satu satu
nya alus Lanah sen kela yan; terletuk di Kelurdh.n Duri Kepa, Kec
Kevon verukx Jakaria Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Ba-
ngunan {0.396% yunyg diterhiikan pada tunggal 20 Uktober 1994 oleh
Runtor Ferlanaban Sotamadya Jakarta Barat, Seriifikat wmana merupa
kan peaisdnan darl Sertifikat Hak vuna Bangunan do.4()./Duri yang
ditervitkan oleh Kegala Suv virektorat sgraria Jukurta tar.t seka
rdn;;; .'x{um'.or Fertanahan Jakarva sarat tanpgal 7 Juli 1977 j====---

" ( buiti Pir-1l, & )jm=—m-=mmm~ercem e cccammcc e e e ne e ——-
W~ 4
Y~

v 4\Be hwa Yeriugat sekonpenusi /Penusuga. Konvensi telah menrsaku seba-
vt
»

f"‘ ai pemilik atas tanah sengketa uirik C No.3162 ( pecahan dari --

AW
ZR
B
b rik C iiv. 434 ) dengan mendasarkan pada aAkte Jual peli tanggal-

SFY

/20 Junuvuri 1906 N0.045/KBJ/IB/19088 yang dibuat dihadapan DRS.MOHA

e
mAp wlLrinn, Camal neoon Jeruk j-—----- e il '

4. PBahwa dalil Tergupal “ekonpensi/Pengpusal Konpensi tersequt di --
wlas aaal.ah tivak benar dan tidik berdasar atas h\{kum. ler,usat =
Rekonpensi/ renggugat l.\'onpensi hanya menc;aku. ngaku seoagai pemi -
1l tanun seniketu, sebao telah jelus jelus te:bukti cahwa peme -
sduyg hak yang san dan satu-satunya atuas tanah senpketa adalah --
Penigugat Kekonpensi/ lerguszat I Konpensi, sesusi denpun Sertifi-
kat nab No.46l/vuri Jo Sertifikai MluB No,3965/Duri Kepaj-=~---=--

e Bunwu aulam sertifikat Hab No.4vl/Duri disebutkun secara jelus Ta
Nnah-tunall dekus Milik Adat mana yang termusuk ke dalam Sertifikat
Lovsaront, Yong, salab gatunya adalabh Tanab Midik adat C.No.y 54, --

sehin, za dengan uemikian terbukti buhwa hak atas tanah terseout -

mwlih..../lh.-

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH Ul, 2008



PSRy

rRa

- 14 - R, L eesmmeet e

telan berwlih kepada Penrzugat Rekonpensi/Terguuat Konpensi/Ter
surat I Konpensi sejak tanun 1977 j-=-=---
Bauwa dengan mensacu pada fakta-fakta hukum tersesut di atas, -
jelas oauwa dalil ‘iergugat Rekonpensi/ rfenggugat Konpensi yang-
meuaku sevagal pemilik tanan sengkela berdasarian Akta Jual Be
1i No.O45/KiJ/Ji3/1988 tangpal 20 Yanuari 1988 dari Tergupgat-II-
s/d *ersugat VII adalah menguda ada dun tidak benar sama sekali
sebab Prugpupat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi telah memegang-
hak atas vanah milik adat C No. 434 yang masuk ke da2lam Sertifi
kat Hak Juna Bangunan No0.3965/Duri Kepa sebagai pemisahan dari-
Sertifikal dak duna Bangunan No.461/Duri, jauh sevelum adanya -
Jual uveli antara lergugzat Rekonpensi/ Pengpgugat Yonpensi dengan
Tergugat II s/a Tergugat VII Konpensi j-~---=-==------ - . .
6, Bauwa tinduakan Tergugatl Rekonpensi/ Fenpggugat Konpensi yang me-
Howku ngaku seLagal pemilik Lanah jelas-jelus merupakan Ueroua-

tan Melawan dukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/--

. bDalwu Seov.gal akivaul dari adanya perouatan Melawan ukum yang -
dilakukan olen Yergugui Kekonpensi/renggusat Konpensi , Fengpu-
gal kexonpensi/ Tereugat I Konpensi telah mengalami kerugzian --
yans menumoulkan hak dugl Penjsugut Rekonpensi/“ergugat I Kon -

a, hishUulAN MaresliL

banwa dengan adanya perkara agno, Yenggugat Kekonpensi/Tergu
gal 1 Konpensi telah menderita keruglan seo04,3s1 berikut :
- Blaya uniuk mengurus perkara aquo dan biuya Pengacara se

esar np. lOVVDD .V, - ( seraius jula rupiah ) j--w-ee-e

Boanwa tanan senpiela merupakan tanah produklif yang seyogya-
nya duapat diper;unakan oleh Pen,xugat Kekonpensi, Tergzugat,I
Konpensi dal.am mengembangkan usahanya, namun oleh karena ada
Nyt suatan dalan perkara aquo Penpgugat Rekonpensi/ lergugat

bowanpen:. i men oadio Lidak doopal men jaloankan usoaha dengan ----

lapcar,...... -/l’p.-)l
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lancar, sehinggu dengan adanya hambutan ini Penggugat Hekon

b, BErRUULAit I1MMATExIIL

Binwa dengan adunya gugatan dalam perkara aquo, Penggugat --
Kekonpensi telah mengalami kerugian im&ateriil yang antara -
lain adalah terganggunya konsentrasi dalam menjalankan usaha
dan hilangnya kepercayaan relasi-relasi Penggugat Rekonpensi
Jumlah kerugian ini tidak dapat disebutkan secara tegas jum-
lahnya namun yang pasti jumlahnya tidak kurang dari te--=-- -
Kp, 10.000.,000.000,- ( sepulull milyar rupiah)j==-=--—c-=mc----
Kesrupian mana harus dibayar oleh Tergupgal “ekonpensi/Penggu-

gat Konpensi secara tunai-gseketika dun sekaligus

Maka berdasarkan uralan-uraian dan alasun alasn hukum di -

atas berkenan kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim dalawm perkara -~ -

uo meamutusnan

DaraM ROWPeNST @

Dn b _binswesl o

- HMenpavulkan eksepsi Tergupal [ selurunnya ;
Dal.om PtOVIST @

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konpensi. Tergugat Re-

kunpenii seluruhnya

;---—--o---—--——------—-------—--—--.-—-

DalLal  PUnUR p!_:li{llkll H

- HMenvlak guzatan ienggugul Kunpensi seluruhnya atau setidalk
Lidaknya dinyatakan tiduk dapat diterima

Dbl MishOd sl ¢

- Menguoulikan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpen
si untuk seluruhnyd jee=-e-c—emceccm e ccmc et~

- Menya -.akan bahwa Penpgugat kekonpensi adalah pemilik atas-
Lunall sungkela sesuail Sertifikat HUB. NHo. 4bl/buri Jo, No
3969/Duri nepa

;........_—..._-_-_.. . e ———— - = = > = - —

- Menyalakan bLahwa..../14

A
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~ Menyatakan bahwa Yerpugat Rekonpensi/ Penggugat Konoensi-
Lelah melakukan perbustun melawan hukum §-ce———aoo
~ Menyatakan akte Jual peli No,045/KBJ/JB/19d8 tanggal 20 -
Januari 1948 yang dibuat dihadapan DRS, MOHAMAD WISMAN, -

Cumul Kebon Jerulk adalah tidak sah dan tidak mempunyai --

kekuaian hukum j~--eeec—cacceca—- e ————

- Menyatakun bahwa Girik € Mo. 3162 atus nama Tergugat Re -, -
konpensi/Yenggugat Konpensi tidak sah dan tidak berkekua-
tan hukum ;---c---== ——— e mm e e —— e ———————————— ——————— -

- Menghukum Tergugat Rekonpensi. ‘enggupgat Konpensi untuk -
me-mbayar ganti rigi materiil dun immateriil krpada Penggu
sat Rekonpensi. Tergugat I Konpensi sebesar t-=-----=----

- wnti Rugi Materaiil sebesar Rp. 9.100,000.000,- ( lima

- dunli rugi Immateriil seowsar :¢p, 10,000,000,00Q,- (se-
puldh milysr rupiah );--------e--- e e
secara tunal dun sekalipus ,=e-e-ccc--cmca—cmcunccac=--

ETTY PR Y i Lreduds 1 D_]Ll‘__l\'l::‘\l)ﬂ PS¢

S

-~ Mengnukun renggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi unituk --

iMenimban,, oanwa terhadap gugatun Penggugat tersebut Tergu -

gat IL,1I11,1V,V,VI dan VII tidak mengsjukan Jawabannya, kdrena mere-

ka tidul Bauir dalam persidanpan, meskipun teluh dipanggil secara pa

Menimoung, vaiwa Pengrugat mengajukan KReplik puda sidang tgl

17 rvei- 2001, dun Terguput-I mengajusan Duplik pada sidang tanpgal--
51 mei- 2001, seuvangkan Tergupat 11,101,IV,V,VI dan VII tidak menga-
jukan Duplik j-ww=-w-~--. e et L S el L L ik -
Menimbuanyg, banwa untuk mengua.kan atau membuktikun dalil-da-

lilnya Pengapugat telah mengajukan bukti-bukti=- surat yang berupa fo-
to cupy yan, tceian dibubuhi bea materai cukup sevapgai berikut :=----
1. akte Jual Beli No.O45/KBJ/JB/19u8 tertanggal 20 vanuari 1988 (buk
ti Fel ) je==m-scmmenccnas .- ik L P cemma——mea— ce——— -~

« . dural keterangans 1
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2. Surat Keterangan Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakuarta Pygat

/Barat No.rlS 425.../ WFJ.10/K13106/1983 tanggal 23 Maret- 19g48-
atas nama HINDARYO dOVERT TaWPULAR ( Bukti P- 2 );

- Sy D s > S o - -

5. Sural keterangan Kepala Kelurahan Duri Kepa No.44/1.711.01, tgl-
27 Pebruari 2001 ( Bukti P-3 )

jmmmmmm—me——— e —— ————
sSurat pesrnyatlaan Llr, AMLLLYSHAMLD Jabatun “epala Bagian Midung -
y Panah Pr. METRUPOLITAN uBVELOPMEN tangpal 6 Febrai 1981 ( Sukti-
Sulinan surat Fenetapan /Fatwa No.149/C/1982 tertangzal 30 Nopem
ber 19¢c dari alm. MUASLH BIN LOYO ( Bukti P-5 )j--cc--commeeo—ao
Sural Pernyataun tertanggal 14 Desemver 19387 duri :"H.’DE'J:JENG, -
2. M. Soosd, 3. H.o AMSaR, 4, H. HASENIN, 5. H.AMSIR, 6.H. ATJaD

7. Surat Keterangan Lurah/Kepula Desa duri Kepa Kec., Keb, Jeruk Wil.

) Jakarta sarat NO,03/1,711.1. tangsal 1Y Januari 19ud(bukii P-7).

‘e — s . -

Aut dialus, Penpsummat juga menghadapkan 2(dua) orany, saksi yang te-»
lah didengar keterangannya divawah sumpah yang pada pokoknya masing
masing meneran; kau seva,ai berikut

geterangan saksi n. Nasik

= Gatdkia ZdZiLa as0sa Nuhesio s Yene asal dah Lidie i huteangian K

miii, SeSangcan nenan 160,00 Lidak 2600 )jeccee icmme e ia e
- bahwa ada yang bernama HAh'YQNO yang menyatakan H. DEYJENG menjual
tanah seluas 3000 M7 yang terletak di Kp, Durij-ee-c-=ea-- ————————

- banwa saksi tidak mengelahui batas batas tanahnya

- biahwa suksi hanya mengetuhui bahwa tanahnya dekat' jalan Tol ;
- banwa juul npeli tes;jadi pada tahun 1983 dengan harga Rp. 30.000.0

S ettt A S h e o TR D Sm n T D am e W o D

Sgtgla!! dibelio R N 0/100-

/
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setelan dibeli dipoadasi oleh HLNDAKTOQ j-e--- ———ccaemceccca e ———
banwa tanzh itu sampai sekrau;g musih kosong j-———--—-—==-ceceecaaa
b.awa jual oveli dibuat yang saksi tahu dari Hundor Muadi j-e--- -

Luhwa Saksl mendagal komisi atas penjualan tunah terseuvut sevesar
2% % dari harga je---cecceoeccmemaaona. ——————— ammem——m e a—————
banwa saksi mendapat komisi setelah satu minggu jadi akte j~-----
buhwa saksi tidak mengetahui adanya orang lain yang keberatah ;--
banwa puda waktu tanuh itu dibeli tidak ada plang dan juga tidak-

auda pondasinya ; -~--e~~—ee——a- T et L L L L LS L et

bahwa Lanuh itu berupa dirik dan atas nama H, MUASIH No., C.434,.-

bahwa H, .HMUaSLid adalah orang tua dari ‘ergugat 1I s/d VIlj=ce=---

- bahwia siksd tidak menpetahui soal pembebasan Lahun 1977 je-e---- -
KE1 miandal SaKsS1 ; Sa% IR 31N H, JUBUR :

[

bahwa sSaksi Kenul dengan Penggugat dan Terpugat akan tetapi tidak

- uda hubungac fuamili j=~--=---- e ——————

buhwa suksi Lanu ada sengkela tanah antara Pen,suzat dan fergugat

mengenal Wanan yacyg terletak di Kp. ducl jee~-v-so-ccccmaaaon—-- &

bahiwa saksi tahu mengenai jual beli tanuh tersebut xarena disurub
enyelasxikan olen Hindarto dun jual belinya dikelurahan je-------
ihwa tanuh itu Yanan dirik No . C. 343 j--cemcc—cmacaaas com—mm—-
bahwiu pbatas batas tanah itu adalah @

Sebeluh Utara . : tanah kepunyaan Ma i Dhrdedy

Seopelah Timur ¢ Tanah kepunywan Haji DETJI:;NU/KIHI:N.
Sedelah Sekatan : Jalan Tol,

Sebelan Barat : Tanah ke punysan MARDU UFERNS,

v wa tanah yany dijual tersesut sckitar 3000 H & je--mc—mecuee- -

vanwa yang jual tanab ivn adalah anli waris dari Mavl MUASIM Bin-
BT £ bttt et it T R
Oufiwa tanan 1tu dijual lagi pada rahun 138 , sebsd tunah itu di-
sdray oleun Masyarakat dan ditanami Kangkung j------ e e it
banwa sxitsl tidak mengeranui siapa yang menguasai taash itu §-=--
bunwa. Lanen il Samapai sekarang masih kosony, je-=---=cacacaca—ea
banwa nar_anyd dulu sckitar Rp. 10.000 permeter;-~---=-ccccacaea-
Boahwe cebel o Lanabh dioeli oleh bang pupnt Lanah itu Lelap kosons,

= bohwi banlleses /1Y,
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- Dunwu tagal itu mula mulanya tidak dipagar, hanya seteluh ‘fanun-
2000 diws,ar oleh Hindarto , akan letapi sekurang pagarnya tidak
ada la;l (=-==r-=--s-csso-meosms—sascoocosossoss Bt

- buaiwa sewakiu ter jadi Jual peli ahli waris dipanggil ke Kantor Ke

lurahun ( ahliwaris sebanyak 6 orang ) dan dalam jual beli terse-

vut ada yang Cap “empol dan ada yang tanda tangan;------------ —-———
- mengenui pembayarannya saksi tiduk tahu je----—- e Rt ]
= buahwa Laen itu Lidak ada yang jagl je=m=-c-r-—-cco—wacaana. ———————

Menimbuang, banwia untuk mengua.kan atau membuktikan Jawaban
sergugat-I telash mengajukan bukti surat surat berups foto copy yang
teluh dibubuiii bea materai cukup sebagai berikut -----vce-c-ce-cn-o
l. Sertifikal Mauk duna vangunan No,4ol Kel, Duri ( oukti .1-1 );---

do Sertdipikat ( Tanda gukii Tanah ) Huk duna Bangunsun No. 3965 Kel,

5. Kepulusan Kepali Kantor Wilayah Badan ‘ertanahan Nasional Daerah

Knusus lou sota vakarta No,828/235-5%0,2-09,0% -2001 (Bukti T.12b°

4. ~urat rernyataan Melepaskun Hak atas tapnah tan.gal 29 ,9/1975 (--

turunan Putusun Ro.f bs9R/roe/io N@PDT/G/hi*)B/PN.JRT.B:\R L.
tang,pal 10 Juni 1996 ( bukti T.1.4 )

;-----—--—-- — YD T en P Es  —— o

Penwban,,, vanwa Tergugat-10,111,[(V,V,VI dan VII tidak me--

nga jukuan bukti-oukii daluam persidangan

Meninbanyg, bunwa Tergugat, I,11,I1LI,IV,V,VI, d.an'VII tidak-

BeNa jukall Suksi-saksi dalam persidangan

T SR S S ———
rieninoang, banwa selanjutnya Pengiucat dan Ter:upat-I meng
Jukan Kesimpulan pada sidang ltangLal 30 Juli-2001, sedangkan Tergu-
cat il,11L,1V, V.Vl dan VIl bidak mengu jukan Kesimpulannya je=~---=-
Menimbang, ovanwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk pac
berilta acara persidungon dianggap teluh termuat dan wenjadi bagian -

Yang tidauk terpisahkun dari Putusan ini j----===cca-e- -

Meunimvany, buhwa akhirnya kedua belah pinak yang berperla

ru mohon Putusannya

;un.-—.. A AR S TR T R b e A wm G A G En o T M T P AR TR M L WD TR g A AR WS W AB UV o AR SRS w @
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PENTANG P IHBANUAN HUKUMNYA

DabaM sHSmesY .

Menimbang, bauwa Tergugat-l1 dalum mengajukan juwabannya se
kaligus mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Sugatan -~
rengeusat tidaic jelas ( Uuvscuur Livel ), dengan alusan dimasukkan -
nyt Tergupul, 11,181 ,1V,V,VI dan VI{ sebapgai pihak tidak jJelas rang
kaian peristiwanya yanyg melantarbolakangi apa du‘:n Bigaimana kailan-
hubungan yang merugikan dilunahnya Yergugmi<iorgupat Lersebut dalam
perkara ini memrpunyai arvi Tergugat-Tergugat tersenut telah melaku-
kan suatu pervuatun yang melansgar( merugikan) kepentingan hukum --

Penggugat

e P Tl D S A M D TS W S TS w m D Gr n D T et D TP P e ae S G G S S D N A e SO WD WP G T WS % WD e

Menimbang, banwa atus Eksepsi tersebut diatas Penggugat -
dialam “e¢pliknya mewbuntah dun menanggapi dengan menyatakan yang pa-
dua pokoknys Fengpupat mengajekan gugatan terhadap Tergugat II,II1I,-
1V,V,VI dun VIL sangat jelus alasunnya, karena Tergugat IL,111,IV -

V,Vl dan V1{ acalan sebxgui pihuk darimans tunah sengketa berasal -
/ONteu dibeli Oleh Pengguiat , maka Pengsught telah menempatkan Haji-
%) ronbi, Reol SBik., HAJL AMSak, HAJI MASENIN, dadl AWMSIR ,HAJL ---
oD sebagal pinuk dalu. perkura ini sebugai Tergusat :I1,1I1,1IV,-
Vi dan V11 untuk mcwbultikan bahwasunya Penggu al membeli tanah-

sengketa adalah dari Tergusat,IX,I11,IV,V,VI dan VII halmana telah-
ditegaskan dulam gu atan Penggugat

jmmmmmmmm e ccoemamm————- A
Henimdang, banwa setelah meneliti Eisepsi yang diajukan -
vleh Ter;uist-1 dan tunggapannya yang diajukan oleh Penggugat, Maje
1is tawim berpendapat dimasukannya Tergugat :1I,III,1V,V,VI .dan VII
adulan sudah Lopat, kesrena hal tersebut akan dijadikan dusar oleh =
venpuiat untak wembuktilian tanah obyek sengkeia adulah diperoleh -
dari Terguea. : (1, t1L, IV, V, V1 dan VII , meskipun hal tersebut-
alkun dipervimbangkun dun telah masuk dalam pokok perk.ra , oleh kara
nooya eksepsi Tergu,ut-1 tersebut adaléh tinak berwlasan dan harus-

lah ditoglak j==-—c-ccccanncm- m=emmmmmosmoes

Menimbang, bunwa disamping ilu Terpugut-I dalam Jawabannye
Jugs mengajukan../21
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bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termasuk dalam pertim-

gangan ini

Menimbaug, bahwa dalum gugatannya Penggugatmendalilkan-
yang pada pokoknya Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang ta-
nah ( tanah kcsong ) Hak Milik Adat No. C,3162 seluas 3000 M2 ---
yang berasal dari pembelian sebagian Tanah Hak Milik adat No.C, -
434, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta -
Barat, Kec. Kebon Jeruk, Desa Duri Kepa, Persil 33.b.S.III Kohir-
No. C. 434 yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : dengan tanah kepunyaan H. DELJENG,
Sebelah Selatan : dengan tanah Jalan Tol
sebelah Barat : dengan tanuh kepunyaan MaANDO ULENG.

Sebelah T'imur : dengun tanun kepunyaan H.DErJiNG/-

KIMIN e cm e s
untuk selzrjulnya diseout tanan obyek sengketa j-------~-- Pmem———
Menimvang, banwa renggugat jugs mendalilkan pemilikan ta

9

£a,>~ hah tersebul diutas adalah berasal dari Pembelian Pen,;gugat dari-
R

sy .
1

»

ugat : I1,II1,iv, V, VI dan VI1 ( ahli waris #ilm.MUASIM BIN -

seluas 3000 M2 atas sebagian vanah Milik adat C, 434 atas-

{rgvg i

alma almarhum MUASIM BiN LOYO,berdasarkan Akte Jual Beli tanggal-
20 Januari 194¢, No, 045/KBJ/Jis/1983 dibuat dihadapsn DRS.MUHAMAD

“lSMAN, Camat Kebon Yeruk Jakorta Barat jk----=-s-so---ee—mmoo—o-

Meuimovang, baunwa atas dalil tersebut Tergugat-I dalam Ja
wabannya membantah yang pada pokovknya :
Menyavtakan tanan yang dikuasai , dipegang oleh Tergugat I adalah-
tanah yang merupakan Hak Milik Tergugat-I sendiri, sesusi dengan-
Sertifikat Hak duna Bangunan No.hG;égggiﬂyang diterbitkan oleh --
Direktorat ngraria Jakarta Barat, sekarang Kantor Pertanahan Ja -
karta Barat, yang mana tuanah Hak Milik Adat dirik € L34 termasuk-
dan menjadi bugian dari Sertifikat HGB No.461/ Duri, kewmudian Ser

titikat Induk ius No.L6l/Duri tel.h dipecah menjadi beberapa Ser-

LiCUal yourg aonberra Pain Serbifikal (Al Nos)6h/buri Repo yungg di

Menimbany, banwa,../23,-

A
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Menimbung, bauwa oleh karena dalil Penggugat dibantah --
oleh Terguzat-1, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Pengguzat berke-

witjiban untuk meabukt ikan dalil tersebut j----------mcocomenann

Menimbaig, banwa untuk membukiikan dalil tersebut diatas
Penguugat teluh menga jukan bukti surat surat yang diberitanda P-1
P-z, P-3, P-y, P-5, P-6 ,P-7 dan P-8; sedangkan bukti P-4 ,dan --
-5 tidak ada aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat obukti -

P-4 dan P-% tidak merupakan aiat bukti yang sah menurut hukum -~

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti suruat yang diberi
Landit P-1 yung Ledub dicocokkan dengan aslinya yang berupa Akte
Jual Beli No.O43/R8d/dB/1986 tangzal 20 Januari 1983 dibuat diha-
dapan Pejabat Pemvuat akte Tanah( Camat) Keoon Jeruk DKS. vOHAMAD
wlsMaN, Penggugat Lzlan membeli tanah Hok Milik Adat Nu.C, L34, -
Desa Yuri Kepu, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jukarta, se -

luas 3000 M dari Tergugat II,IIT1,IV,V,VI dan VII je---mmmoammaean

Fen imbang, vanwia aloyg bukli Surat P-1 tersebut Tergugat-—

o
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tan_gal 7 Juli 1977, diperoleh berdas.arkan Sura. Keputucan flente-
ri Duluam Negeri tanggal 1z april 1977, No. SK 153/HGB/DH/77 dalum

SYertifikatl ipi termasuk didalamnya adalah tanah Hak #ilik 'adat No

Menimbang, banwa berdasarkan alat bukti Surat 1,.1-1 te
lah ternyata tanan milik adat C 434 telah menjadi Hak Milik tergu
gat I sejak tangpal 7 Juli 1977, sehingga dalil Penggugat yung me
nyalakun Penggugat pada tangpal 20 vanuari 1988 telah membeli ta-
nah milik adat No, C.434 dari Tergugat II,III,IV.V,VI dan VII ada
lah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya apa
bilu Pengpuizat membeli pida tanggal 20 Januari 1988, adalah membe
1i duri Terjugal-l dan bukan membeli dari Tergugat I[,ILI,IV,V,Vi
aan VIi, karena pada tanggal 7 Juli 1977 tanah milik adat No,C,-=-
Bty cadacbah Ledbah wenjadi Mibik PTorpagt-l ( vertifikal sl No.hol

Duri tangpal. ..../2[&}{
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Duri tan, gal ? Juli- 1977 jememcn—meccvncmm e ae e -t m——— -

rienimbun,, berdasarkan pertimbangan-pirtimbangan tersebut-
diatas tuntutin berdasarkan bukts P-1 Penpgupat tiduk berhasil mem
buktikan obyek tanah sen;keta tanah milik adat No,c. 434 adalah -
mil.k Pengpgugat, oleh karenunya Majelis Hakim berpendapat Penggu-
el Lidall berhasll membuktikion dulil tersebut dan petitum gugatan
yuny ada hubungunuya denjpgan hal ini haruslah dit.ola;k dan bukti su
ral P-1 yanr berupa akte Jual bBeli No.04H/KBJ/JB/1988 tunggal 20-
Januari 198¢, haius dinyatakan tidak sah dan tiduk mempunyai keku
atan hukum , demikian juga alut bukti surut lainnya yaitu , p-2 =
P=5, =6, P-7 dan P-d merupakan surat-surat yan; dikeluurkan pa=-
da Lahun 1987 sompad dengan Ltabun Co0l, Jdian busan tIOpcmucx-’ bukli-
pemiliican jupga tidak dapat mewmbuktikan , bahwa Penggusat adilah -
pemilik tunah obyek sengketia yaitu tanah milik Adat C-&3Y4 je~-~---

?
Menimbang, ounwa disumping itu Penggugai dalam persida
o
ey . DBun Jugs mengaadapkun &.ksi-saksi yang didengur ketersngannya =-
¥

4.3 Gildbawan sumpuh yuitu saksi H, NaSIR dan suksi SATIKI 8. #. JUSOR-

Yang pada pokoknya menurangkan pada tahun 1986 Penggugat teluh --
membell L.ndi. obyek sengketa yaitw ‘‘anah Hilik Adaut No.C. 434 da-
ri Yerpgugat II1,ILL,IV,V VI dun VII , psdahal telab terbukti p.da-
tangsal 7 Juli 1977 tanah Obyek sengketa , Tanzh Milik Adat Ro.C-
454 adalan miiik vergugut-1 dberdasarkan Sertifikat Rdo. NP.1;61/Du
rl, sehing,u apuﬁila: ren. el memoeli Tanuh obyek sen.-;ke.ta terse
bui puda ‘tahun 1938, sehurusnya membeli dari fYerguput I j--=cee-s
Menimoang, banwa berdasurkan keter.unpan sukgi-gaksi -
yun,;, diajukan oleh Pengiugut, Pengpugat juga tiduk berhasil membak
tikan duiilnys, dimana Penjzgugat adaluh pemilik Tanan Obyek seng-
keta yaitu Tanah Milik Adat No.C. 434 j-e-ee---eoo-coc--rccacaoa -
Menimbung,, bLahwe bepd asaekan buali sural =], Pa ) ==
F=$, P-fy, P=5, P=6, F-?, dun P-8 sertu suksi-saksi H. NaSIR dan -
saksi M. Savinl bl JusuR, Penggugat tiduk berhasil membuktikan -
dalilnya dimuna Penggugat adalah buemilik Tanah Obyek sengketa ---
Lapah MiIK ..../2%,

#
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Tanah Milik Adat No, 43i , dan oleh karenanya Ma jelis Hakim ber

pend.. pat potitum gugatan Pengguzat yang ada hubungsnnyd dengan

@ > T e T W A WS Th Am e P S e N A T e e T e . - W G S

dalil terseout haruslah ditolek ;

Menimbang, banwa olen karena petitum gugutfn seldaine-
dan selebihnyd adalah sangat terguntung dan berhubungsn dengan
dalil yang tidu«k berhasil dibuktikan oleh Penggugat tersebat -
diutas, muku petitum gugatun selain dun seleoinnya juga harus-

- e a T D s e T e S Amwt wap W O s

diloluil jm~=-vmemmoim o m mmmcm—m e
Menimbung, vanwa petitum gugatdan Penggugal yang me -
nystadean oita Jaminan sahh dun oerharga haruslah ditolak karena

dolam perhara ind Lidak diletakkan /dilakukan Sita Jaminan;---

Monimoun,., vahwa peltitue guyrat.n Penggugal yang me-
ny«aiiakan Ter;upuv adaluh melukukan Perveatan iMelawvan Hukum ha-
rust .oh altolak, Karen. jelaus terovukli tanan obyek snengketa da-

l.m perkura ini adalah milik Tergugat-I dan oukan milik renggu

Menimbang, banwa petitum gugal.n Pengpugal yang meng
Wolkun Foreagial vl all membongkar bungunun . fondusi/ pagar yang -
dibangun diatus tanah sengketa haruslah ditolak, karena tanah-

uvbyek sengkela adalah milik Tersugat-I sendiri j-~e-=---- ——————

Meniinoang,, banwa petitum gugatin Pengrugal yang meng
hukum Tergupgut-I uniuk menyerankan kepada Fensgugat obyek tanah
sengketa dual.m keadaan kosong juga harus ditolak, karcna dalam
perkurd ini tidalk ada yang df;eruhkun, dimana obyek tanah seng
ketu adalah milik Tergugat-f j=<==-

Menimovang, banwa putiium gugutun Pengpgugal yang meng
hukum ‘lerguLat-1 uncuil mempayar uang paksa kep:dd Pengpugat ha-
ruslanh ditoluk, karena dalum perkara ini tidak adu scsuatu yang
aiserahkan , demikian juga petitum gugatan Pengpugat yang meng~
huicum Tergugse-1 untuk memousyar ganti rugi kepada Pen,pugat ha-
ruslab ditolak, kapens Tergusat-1 tidak melakultan verbuatan Me-

luwan Hukum ;--=-- «ccoe- ittt Rt
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Henimbang, baawa pevitum gupguatan tenggugabl yang menya-
takan putusan dal.am perkara ink .dapat dijalankan terleoih danu-
lu walsupun ada Bantahan, sunding , Kakasi haruslah ditolak ,--~

korona vidas sesudi denpan Hasul 130 HIR j-====ecmmmmcmmaaeean -

Henimbang, oanwa berdasarkan péruimnangan--pertimba -
ngan werseouv diatas, Penggugat tidak berhasil me:.s'o‘ixktikan da -
1il dalilnya, oleh k renauya Mujelis Hakim berpend.put Gugatan-
Pengrugat harus ditolak untuk seluruhnya j-—w<--—- D

Jdenimvung, banwa oleh karenz Gugatdan Penggugzat dito -
lak, mualka berdasarkan Pasal 131 HIR, Fenggugat dinukuam uni.ik --
menbayar oilaya perkaru yang vimousr delam perkarz ini j-~---~---

DiLam_ kKenUilpeashl 3

rlenimban;:;, buuwa meksud dan tujusn gugatan Pengpugat-

kekonensdi adaluh sedapaiaana telahdiuraikan diatas j-~—--------
H ]

Meninbang, oahwa hal-hal yang telan di pertimoangkan

adlum Luglun Konp nsi vaik dulam kkse psi maupun daulum Yokok Per

lenimoengg, banwia dulam gu gatan Rekonpensi, Penggu -
paLt nekonpensi telaeh mendalilkan Penggugat Rekonpensi adalah pe
milik yan;., sah uan Sat.u-sut.u.nya atus ‘anah Sengkefa yany terle-
Ltak di helurahan duri Kepa, Kec, Kebon veruk Jukartda ddrat se -
S5Ual dengun ~ertifikatl lluk -Guna Bungunan Ho.3965 yan; diteroit.-
kan pada tan,,al 2o Uklober 199y, oleh Kanvor rertunahsn Kota -
madys Jukarta duarav, Sertifikat terscout merupukan pemisahan da
ri Serlifikul Mk uduna Bangunan No. 461/ Duri yan:, diterbitkan-
oleh Kepala Sun Dirsktorat Agraria Jukarta Barat, sekarang Kan-

LOr Pertunahan Jakarta Barai langpal / Julli 1977 j----veeeee --

Hevimbang, LW aliy delll Mengougat Kekonpensi -
Lterseout di.tas, Terjupal sekonpensl membantal dengan alusan --
Lidak bLenar dan haruslah ditolak gugatan Pengpupgat Rekonpensi--

x&“h’ !!e!!!fl ‘-dka!l. seene o.’&? °

d
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reil,, U ool peichijensl adsiah seailiic sall wan sutu -

sotunya wiag tenan sea. zte yam, torlolek dikelurason vuri, Kec, -
aLaiivrta waratsesual angan serlifileat Hoie Juna Sangunan
G v e Gt eroitran cado tavm L1l S (et aatier 10Ul e e e ——— e

Yoo ditervitkan geda tan cal 25 Uktober 1994

¢l oo osentol corlaniGean Lotamudyd Jdaliartu Barat, Sertifiket ik sunza

CGend

tged Fovull - 1977, benuuoadliw kenyatasn Tohun 1900 antuera fen

deriiriast o une

Dol Uil 210G/ /uird Yo €lceruivhen oleh e lu Suo sirektorat --

A Lo dietorba et Ly sidtatlg ncalbor Fertoneoan onltarta sxirat tan.

sl . .;u‘.:_;t

[T

terguat 1,100,058, VoV don VIT dedst meluksenesan juzl seli --

T P P P I UL MY P PR S T UV I

Jie s el Long ol S0 0wt 1988 -

. 4 ’ P R N (- . - .
LG s/anedon o Gl QU gan DG Linn s W3 wioitad) Cost nevon dioruk-

a1t Toloenye e tied il e 1oterseout fen julut wekon wnsionnrus-
g SR LALI i R n¥FE e e B

vkl a6 bve 0L bl prena Galil PUNEEN Gl Lot el -
2300 nten vl Tuerga o sl i 1, maen ionp, ULl mewmonseusi berwe

v odioen aawmnsdlblaon Geeabinya jeoems e oo ool L am-
Y B oo . . 3 .
" R IR LIRS C ERCR VRN (LIS U T 1 BT R et L Lmte en a2 UG-
. RPN , il "

R T I LU S U I VO (R O Y VN oveilia =
co Dot -'U-’H‘:l/DUI‘i t.l“;‘:r:ul ./ ouli- l‘-’.’././’ to-

o Les o b e n L nekon L ensi il Lo P LR Lanan Bh, ol sengike
sy Leilene wed Ui wUL Yo 404 Yang berauct

Galomi Sertifikat Hds terse
Ll iRm0 0 st ben ki dengin buktl T-I-F G yaus merugp ken
LuvLiliiao ool mnee ongdiball ko, 590H.. Ay, uri o ae i, avCc, puaund -

olud ga L Tla e titan el 25 Ukbooer - 1994 atas nems ;o ler ugat-
1 5w . mib ol s wsboournsi ) verkeduduidcan di vahvar La yanyg -

den ol Dertifiket nul No, 361/ vuri tun .ol 7 Juli

e A slas e Wet o

win U padian g

t- L, deadsian jngi berdas.r.ain busti P-i-f4 -

c. ted nodicucden dengan slinya oervm 2UTCoad daaicidl adlid -

G0, GwY. e /ot ek tan ol 10 duni - 1996 yang ceish menguaigan-

serlifim t wan du.or : 4617 vuri tang; <1 7 Juli- 193/ atus noma :---

e s UL e wlh nesiied adalah sabh o menarut naiinm e cmemmmmm—-

Menimbang, bunwa../28
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Menimbang, bzuwa berdasarkdn bukti surat-surat yang di -
buri tuanda ‘t-I.L, T-I.2a dan T-1.4 Penpgupal Rekonpensi talah ber-
hasil membuktikan dalilny. bahwa tanah obyek seniketa adalah milik
Penggugat Rekongensi / Terjzugat-l Konpensi , oleh kurenanya Maje -

lis Huxim berpendapat gugatun Penggugat Rekonpensi tersebut harus-

lah dikabulkan j—-e-ve--- R R ittt S

Menimbang, bahwa petitum gugatan Rekonpensi selain dan-
selebihnya aduluh sungat berkaitan d an herhubungan dengan dalil
Fenzgsugat Rekonpensi yang teluh berhasil dibuktikan dan dikabulkan-

oleh karenanya pelivum sclain dan selebihnya jugu harus dikuabdulkan

Menimbang, bahwa petitum gugitun Penggugat Rekonpensi - -
Yang menyailukan Peng g ugat Rekonpensi adalah pemilik atas tanah ---
sengketa sesuai dengan Sertifikat HGB o, 461/Duri dan sertifikat-
HiB H0.3965/Duri kepa, haruslah di kabulkan kurena d.lil tzrsedbut-

telah dibuktikan oleh Pengguiat Kekonpensij----—c=c-cucccacc—ncan"

Y Menimbang, banwa petitum Gugatan Peng;uge. Rekoapensi. -

P Em O W TS T M) T SN N W S P T E G SN Wy OO e En o G SO an G W W

Pengsugal honpensi
Menimbang, baiwa petitum guga.an Kekonpen:i yan,; menya

takan dikte Jual.veli No.O45/KBJ/JB/1933 tangsul 20 Januari 1945 di

- buat dihadup:n DRSS, MUAWMAD WISMAN, Cumut Kebon Jeruk Jakarta Barat
adalah itidak suh dun tidak berkexuatun Hukum harus.ah dikawvulkan -
karena dalum Akte Jual Beli tersebut yang menjual adaluh Tergugat-
I1,I111,1V,V, VI dan VII dalam Konpensi, ps.dahal obyek tanah yang -
dijual adaluh milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat-I Konpensi, se<e
hingea Torgnme, L0 LOLLIV,V VT dan VIT dalam onpensi adaluh tidak
berhak un.uk menjual tunah Obyek sengketa tersebut ;---—ce—wecncacas
Menimovang, bahwa petitum sugatan Rekonpensi yung menyata

Kan buku uirik C Ho. 3162 atas nama Tergugat Rekonpensi.Pengzugat -

konpensi tidak sah.../§9

'
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fonpensi tidaic suh dun tiduk berkeixuztun husum heruslah di-
i.bulkun kirena Tergugat wekonpensi/Penggusat Konpensi tels
mengehul Girdk €, NoL5162 ad.lah merup:kan bagian/pecihan -
doeriosirik G o3l puahal Girik C, No, 434 yioni; nerupe-
ken b.ggian d-i:t"i Sertifikut s, o, 461/vuri tanggl 7 Jul:

3077 ki lah milik Pengowsit ilekonpensi/Tergagal 1 Konpensi

waenimoan:, balwa petitum gupgutun Rekongensi mengena:
ganti rugsi haruslah ditolak, karena disamping Terguzet I -
Yraonoensi/Penggsugat Konpensi tiduk melakulon perbuatan me
belum ada uikuran ganti rugi (immateriel)

Liawan huka, juga

deeimbaiag, bahwa berd.sark:n pertimbangan-pertimban
an hurgebut distus, Peng.mgt Rekonpensi telan berhigil ne
bukt Lizun dalilnys sebuzian, mika gugitan Pengsugst Relkonpe
L oiorus difoonikin sebajian, dian seliin dan selebihnya --

Netusiah ditolsk

Jd2nlmbang, bdbahrwa oleh kiarena gugaten rRekonpensi di-
kabulkan s=bdagsiun, makz biaya perksura yang tiabul dalam Re

itonueasi ini dibubankan kepida Tergugat lJekonpensi/Penggu-

et nonpentl ;) —--emeomemm—-oo Y

iMengingat ;)us;al-pts.-_'l duan Undung-Undung gserta Perat

ran=pPoraturan yang dbersansicutan ) osseeccce--n immmo—a eme
M e B G4 b 1. L I '

Uul.;."'i .l\_(-'u"l:al—‘-’l .

Labael_eikders]

- Menyatulkan eksepsi-eksepsi Tergugsat I tidak beralas:

- Menolelk eksepsi-eksepsi tersebut

——— T . o En m S A wn

Do deddn  URKUR  Pohlatity ¢

- senoldak gupstan Penggugat yntule seluruhnys ; —e----

Baloat haaacad sl s

= Hengebalkin mus wen Pengugat Retonpensi/ Tergugit

!\."nl"“:;i. n“' '”( ,.’i(\‘))-‘.':id” ;

- dany LU oW/

/
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~ Menyatakan Penggugat Rekonpensi/ Yerpugt-~I Konpejﬁﬁ
adalah pemlllk dtds tanah sentrketa sesualil Sertifikat

Hais, No. 461/ Duri dan Sertifikat Had, 90,3965/ Duri

Menyatakan aAkte Jual Déli No. O45/KBJ/JB/1938 tang -
gal 20 Januari- 1988 yang dibuat dihadapan DRS .MOHA=-
MAD WISHMAN, Camat Kebon Jeruk adaluh tidak sah dan -
tidalk mempunyal kekuatun hukum
- Menyatzkan virik C. o, 3162 atas nama Terpgugat Reko
pensi /Pengpuzat Konpensi tidak sah dan tiduk berkek
atan hukum

- Me. oluk pgugttan untuk selain dan selebunnyn;--=-—-==--

Dabnm RUNPENST DN DabaM RenOnPENST

- Menguukum Pengpugat Konpenci/ Tergugaut Rekonpensi -
untulk memoayar biaya perkara yang timoul dalana perk
ra ini yuang hingga kini dihitung sebesar : Rp.y19.C

{( eajutrautus sembil.nbelas riou rupiwh) ;----—~---==

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan -

Mo jelis darim Pengauilun Negeri Jaxarta Barat, pada hari : SkLas
\ tanggal : 4 Agusius - 2001 oleh Kami : M. TUCHFATUL ARAM, SH. -
sebugjui Hakim Ketua, YAHYA SYAM.SH dan JaNUARSO RAHARDJO. SH, mé

sing masing bebd'dl Hahim angpota, dun putusan tersebut diucapke

dalam persidangan yang terbuka untuk Unun pada hari t--=-=--=-""

S ELAS A, tanggal : 21 - AGUSTUS - ZOQl

oleh : M. TUCHIFATUL ANAM. SH, sebuész Ketua didampingi Hakim-Ha

Wim Angoota L rsebul diatas, denpgan dibentlu oeth : M. ¥, L, LMBON

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh KUiSa PENGGUGAT dan PARa
Tergugat-I tanpa dihadiri oleh Tergugt,II,II1,IV,V,VI dan VII.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd, tid.
1. YAHYA SYAM, S.H. M. TUCHFATUL ANAM,SH,
PANITERA PENGGANTI,
tta.

2. JANUARSO RAHARDJO,SH.

ttd.

R.BE. LIMBONG,
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6.000, -
kp. 419.000,-

Bt 1

j'luter‘-'i .ooovo.o.-.oooo.cokpo

Photo copy putusan Pengadilan Negeri Jakaria

Barat sesuai dengan aslinya dikeluarkan untuk
kepentingan dinas,-

g April 2005.
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PUTUSAN
Nomor ; 372/PDT/2003/PT.DKL.

.
OEM! KEADM. AM BERDASARKAN KETUHANAN YANG-MAHA ESA

-

Pongadian ‘Tinggl Jakanta, yang mermenksa dan mengadil

perkara-perkara perdala dalam lingkal handing lelah menjatuhkan

putusan

sebagai Yzerikut dalam perkara antare :

HINDARTOLIOVERT TANTILAR .

Beralarnal i J. Cempaka ~ulh  3aral RLOS/007
Ketwanan Cempaka Palih Bacal, Kecamalan Cempaka
Pulih, Jakarta Pusal. dalam hal in ~1embers kuasa kepada
PONA MURNI. SH Pengacara. he antor di JLAsem No.2
Clista Raya  Jakatla  Twnur, Beadasakan sival kuasa
wilmgaal 2 Aausitus 20D selaguinga thuebul
PEMBANGING  semula  PENGGUGAT 1 TERIGAT
REKOMPENS!,

AWA]

= —— ~d

PUOMEIROVOILVEAR D) S o)) 1)
Ferkedakon i Yaisma Melisoolilan ) doadn 90
Jeged Silnnnn  kav 20 ) gakaln ebian eabyn hal

e mehen Kuasa  kenada 1 MUSLIM PG

]

s
S PRIENEING AL L Vs Tueg A s
AsGeEailPengacald pada Rudor Homac sl ing ONfice
s PO TAREYVAREOY 500 b 1 WA 3 &
AR boaaknnal b Rokan vinte s Manaen faa Rinje
B Ho b Jakada, bevdasarkan ool kiasa fetanggal 2
Apiit 2002, selanjutnya disebul TEREAMOING ) senula

FERGEGAT VI PERNCRLRRAT W2 et 1as)
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UHTUK DINAS ]

~

AL DUTILNG,
Beralamnad di Kempung Cagii REDOV0OZ Kelurahan Din
Kepa,  kecamatan  Kebon  Jderuk  Jakaria  Barat,

selaujuinya disebul TERUBANMDING 11 seinula
HGUGAT I

A0 TIAJE SR,

Beralamat di Kampung Guji Rt.0D1/02 Kelurahan Duri
!(epa. Kecamatan Kebon Jeruk Jakarla Baral.

selanjutnya  disebut  TERBANDING  |lI  semula
TERGUGAT W

A, HAN AMSAR,

Beralanat i Kampuna Guji Rt 60102 Kehrahan Duri

Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk  Jakarta  Barat,
selanuinya  disebul  TERSAMINHG 1Y semul
TERGUGAT IV,

Yo HIAJE MAGLNIN,

Bevakanal di Rampang Cajl 198 0010, Kehrzdian: i
Kepa.  Kecamatan Kebon

.eruk  Jakerta Barat.
selaiguingn hsobul  TEREANDING Y semula
TERGUGAT V-

G. HAJI AMSIR,

Hetalimal v Kampimg Gup 135 001/02 Kabwaban Uuri:

Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk Jawarta Barat,

selanjulnya  disebwt  TERBAMIIMG - VI semula
H RGHGA T W,

I VIASLALIAN,

Botakamal v Kanpong Gug 100142 Keimahan L
Ko, Kocanmalan Kolon dewik Jakila - Baral,

selanuinga  disebut  TERBAMUIRG Vil semula
TERGUGAT i
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Pengaditan tnags tersebul:

Telah membaca berkas perkara iersebut dan surat-surat

fain yany berthubungan dengan perkara ini;

TINTANG DUDUKNYA PFRKARIA ;

Memperhahlkan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
dudaknya periarie i, seperti terlers  dalam sadinan putusan
Pengadaan  Negerr Jakarta Baral, langgal 21 Agustus 2001,
Mo. 1020 GI2000/PMIK ] BAR. dalam perkara anlgra kedua

o ————  Ses e oAb o od omadeem s . .

helah pihak yang armarnya berbuiw% sebaqai berikut;

DALAM KOMPEMS! -
1AL Al EKSEPS! .

MOV K1 CRSoNST 0RSODSI Tesepucnnd 1 1) - Beraifas, m

Monolak CREopse-sksepst (ersebui.

DAL A8 POKOE PERKARA, -

kenatak auaatai Peneaugal wtuk seluuanya,

AN 1D IKOMPE IS

Menaabilian quasdan Penganaal - Retonpenst 1 Teeaguaat |
r.onpens: untuk sebacpan; .
Menyalakan Pengdugal Rekonpensi / lergugat | Konpensi
adalie pemttE alas Baaly senakels ~;«-:.u;;| Seihhkal 11608
Mo AGH D dan Serifikat HGB. Mo 2004 1 Dun kKepa:

- Menyatakan Akle Jual Beh Mo OLA/KL MBI YGE langgal 20
Jannari  1eEE yana  dibnat  dihadapan DRSS MOHAMAN
WISMAN, C omal Kebon Jondk adafain b -1 sah dan hidak

mempunyal Kertatain hukum,

Menyalakan Cank G Mo 2162 atas namia Tergugat kekonpens /
Pengauaat Konpens hidak sah dan hidak berkekuatan bakum,

#
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Menyatakan Girk G Ne. 2162 atas nama Terasaat Rekonpensi /
Fenaauaal Konpensi tidaik sah dan lidak hzrkekuatan hilam:
Menolak quaatan untuk selain dan selebihiva;

LIALAM KONPLNGE DAN DALAM REKONPTNS)
Menghnkum Pengaugal - Konpens/Tersuag i Reronpenst untuk
membayal biaya perkara yang timbul aatam perkara ini yang
hingaa Kini  dihitung  sebesar Rp.419 0D0.-

{empat ratus
sembilan helas nibu rupiahy);

Menimbang. batwa menurut Akta Permiohonan Banding
tertangagal 2 Agustas 2001, No.192/Pdt. GI20D1/PN. Jkt.Bar. Yana

dibuat oleh HR M ANTON SUYATNO. SH Panitera Pengadilan
Megernt Jakamta Barat

Yang menerangkan hahwa  Pambanding

seuld  Penqauaal / Terguaat Rekonpensi  1elah - mengajukan

rermohenan banding lerhadap pulusan Pengacilan Negen Jakata

Rearal. langaal 21 Agustus 2001, Mo 102D G1zB0Y
)N JKT DAR,

memmbang,  bahwa  Pembanding  semula  Penguaugai  /

Teraqugatl Rekonpensi telah mengajukan menori banding tertanagal

1V Desember Z00F  vana dilenmi diepandesan Pensgaditan

Naaon Jakaita Baral, pada tangaal 12 Desender 2001

Monmbang,  bahwa Penohoon  Banding - dan - Memon

Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengaugat [

Terquagal Rekouperse Lelah diberitahkan g disetahkon kepada
Terbanding 1 semut Terqugat 1 7 Pengaugat Rekonpensi pada

tongaal 4 June 2007 kepada borbandma 1 s/id Y senmta ergagat
B sfd VHE pasna nessima pada Langaal 2 Jub 607,

Memmbong. i Terhaningy \ werewder Japopepal 1|
Pengengal  Pekensint telh put mencigatan . Kanlia Momon
Banding tertanggal 4 Mei 2002, vang erima  dikepanterzan

pengadian Flogen Jakata Bmal pada lanaal 4 Jui 2002 dan

p
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telah diserahkan kepada Pembanding sen‘itla Penggugat l
Terguual Rekonpenst pada langaul 17 Polmnr" 2002, kepada Para
Terbanding 'l sik VI semula Terqgugat, §l s¥d w. vatlz tanggal 2 Juli
200,

1T NTANSG PFRTIMBANGAN ERUILUMNYA;

Menunbana,  balwa  permohonan  pemncriksaan  daiam
peracilan tingkal banding yang diajukan cleh 2embanding semula

Penaguagat 7 Terauaad Rekonpensi adalah dalam lenagang waktu

dan denain cara coia telah memenuhi syarat: syaral lain menurut

Undana-Undand, miaka permohonan pemeriksaan dalam lingkat

banding tersebul dipat diterima;

Menimbang, tahwie setelah Majelis Hagim T ingkat Bonding
nemeriksa dan meneliti dengan seksama Barita Acara yang
PRersanakutan.  yana terdiri  dari

h'

Rerita Acara Pemeriksaan

-4 _
ersidanaan nckal - eitama, swral-sural bukli dan smal sinal

ainya yang berkailan dengan perkara tersebut, demukian pula
perthimbangaen hukum Majehs

Axlam s@iinan plusan Penaaditan Megeri iakana Rarst tznaaal 21

SEAT

. -7

> \ Agustus 2001 Mo SORNPLI G200 1N.JE | BAR. serla Memon
,\z

YZRRanding yona dispan  ooh Pembanding el Pencgimant

Terras! Rekaupons e

Vaeersy n\)lul ] !‘.‘.ﬂ“""

Mo B ing yang dajukan
oleh Terhanding 1 semula Terqugal | 4 Paagquaal Itekonpenst,
maka Pengadilan Tinam berpendapal balrsa seqgala alasan dan
pertimbingion hukm Majelis Hokm Pertam
benar - menmit hukum

Hokun imakal 1erteme seper leniera

sudah lepal dan

Oleh karenanya  seqgala alasan  dan
porlnebangan hukimn Hakim Pestama ternekut cambil alily dan

dijadikan pertimbanaannya sendiri dalam mernutus dan menaadiil
perkats e dalam Imakat hanciing,

Metmnbag, Dalss mengein Memon Banding yana

(hajua  olel Pombandig semulz RBeweggalt 7 1ergugal

Rekenpens, tetsebul hdak ada hat bl by vy dapal

A
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melemalikan pulusan Pengaditan Hegeri Jakarta Baral, tangaal 21
Aqusius 2001, No 103POT.G200 1PN JKT.BAR yang

dmohonkan bandma, oleh Kaenanya pulusen A guo lersebul
harus «ikuatkan;

Menimbang. bahwa oleh Karena "Pembanding semula
Pengaugal 1 Teraugal Rekonpensi adalah pinet. yang kalah, maka

ia harus dihukum untuk membayar biaya pcikara dalam kedua

tingkat peradilan; v

tMenaingal akan Undang-undang Mo 2a) lahun 194/ serta
paetalaran husum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILILL:

Mengiima - peimchonan |)nn(lmg dan I-’€||||);.||‘|d"|(_.| sonmla

Penaangal Rekoepens,

Mengualkah = oulusan Pengadifan Megen Jakaita Baral,
lanaaal 21 Aansing 2000 No 102/POT <200 1PN JKT BAR
yanqa dimohonkan banding tersebut:

IV‘{'ll‘_"!llh””l "\_\illb'\"l-_h“g LChnta ""“(l'.l:.l'\'iﬂl / ‘L\l':‘u’;l:“
ReEenEes il nembayar by pereara dalam kedid
P P [P (B 4 b .

Tl pPelachiag Yol dalam gkal  bandig -|I3"|3l[!|'\i'll

cee g |3 i P .
sehesar B LD 000 - {5epatus ma puluh it ny ah),

Demkinlat apuluskan datam oyl

Magehs M P eniadibm

DOTHIESY WV an
Tmam kot ek han L MIN,
lenggal B2 Desember 200 eleh i MLRIGWAN NASUTION,SH
Kol Penetailine Tingar dakana, setikn 2 i Meagens, NY. 11D
HARTATE, SH. dan NY. HJ.R.Rr. SRI SUMARTINAH, SH. Hakim-
Hakwn  fina Penczdlan Tingar Jakarta, rasmsp-masing selaku

Hokin - Angaeta.  yang  berdasatkan Lt Pengelanon Kebia

Pengadilar Dnaar kol Sangaal 12 Seplember 2000 P
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: BNTUK DIAS)

AR anfZ002IT 2P A/2002/PT. DKL telah  ditunjuk  untuk
rzeneriked  dan mengadili perkara ini catam tnakal banding. dan
|-x'h. ST mv Un napn W oleh Il.ahm Estie Maehy lrsainl datam
vebavs Lk t" AUR wnum pm.a h.m go ke, gkt ddampma
Lieh Hulmul-l,nkun f\ll{lthl'l dersebut serta dibinln oleh ISARAEL
SHUMEANG, SH Pamiera Penananh pada Pengadian Tingoi
pereehil - akan retapi lidak dihadin oleh kedua belah pihak yang
-ty il Kag e -

Y

ill\n\'"\'f HAKINM ANGGOTA, A1 TUN FIAE LS HAKI,
PV LA TIARLE ALY, SEL M. RIDWAN NASUTION,SH.

W

l‘!‘: N3 R Re. SRESUMARTINALL ST,

. [anitera Pengaanti.

‘9'“.!"! SURNTI TR PEPRENT TN OO 1Y ra
Mlotsehan natul Jdonaa
Y A S I I T RN \:ﬂé' *}&
o )y RA ‘JYDRI 1 ARE

ISARAT SHTURE ANG, SH.

AR LIAS S.l l\l\() SH. \llllm )
NIP | w2808

Pormyenas ey bondueg

Meaaorse Wi GOGS,

Ko e p o 000
Adieioea . I GG,
".."‘:-..ﬂ"" ML) ":r' ‘.'(': (.‘m).
Sl |§D, 140.000.-
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PUTUSAN
No. 1089 K/Pdt/2005

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara’ perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara : '
HINDARTO HOVERT TANTULAR, bertempat tinggal di Cempaka
Putih Barat R.T 05/07, Kelurahan Cempaka Putih Barat,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada: RONA MURNI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan
Asem No. 3 Otista Raya, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 11 Pebruari 2005, Pemohon Kasasi dahulu
Penggugat/Pembanding;
melawan;
1. PT. METROPOLITAN DEVELOPMEN, berkedudukan di

Wisma Metropolitan Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman,
Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSLIM IDRIS,
S.H.,, AMIRYUN AZIA, A.N.A. KUSUMA MELATI, S.H.,
beralamat di Gd. Sentra Salemba Mas Biok BC No.34-36,
Salemba Raya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat
I/Terbanding;

HAJI DETJENG;

HAJI SEBEH;

HAJI AMSAR;

HAJI MASENIN;

HAJI ASMIR;

HAJI ATJAD, ke 2 s/d 7 bertempat tinggal di Kampung Guji
R.T 001/02, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1, Iil,
iV, V. Vi, Vli/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

L W B B

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwz sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sek~rang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat | s/d Tergugat Vil di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalfil-dalif :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1089 K/Pdt/2005
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bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah (tanah
kosong) Tanah Hak Milik Adat No. C. 3162 seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter
persegi) yang berasal dari pembelian sebagian tanah Hak Milik Adat No. C. 434,
terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan
Kebun Jeruk, Kelurahan Duri Kepa bersil 33 b. S. lit kohir C. 434 yang
berbatasan dengan : ’

- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Haji Detjeng;

- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Haji Detjeng/Kimin;

- Sebelzh Selatan : Tanah jalan Tol;

- Sebelah Barat  : Tanah kepunyaan Mando Oteng;

bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah (tanah kosong)
Tanah Hak Milik Adat No. C.3162, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebun Jeruk, Kelurahan Duri Kepa persil 33
b.S. Il seluas kurang lebih 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) berasal dari

pembelian dari Tergugat I, Il, IV, V, VI, Vil (ahli waris alm. Muasim bin Loyo)
seluas 300 m2 atas sebagian tanah milik adat C. 434 atas nama alm. Muasim
bin Loyo (pewaris Tergugat I, Ill, IV, V, VI, VII) berdasarkan Akta Jual Beli

tanggal 20 Januari 1988 NO. 045/KBJ/JB/1988 (bukti P-1) yang dibuat di
hadapan Drs. .Mohammad Wisman, Camat Kebon Jeruk, Jakarta Barat antara
Penggugat dengan Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VI (para ahli waris alm. Mualim bin
Loyo) sesuai dengan surat ketetapan/fatwa waris dari Pengadilan Agama
Jakarta Barat No. 149/C/1982, tertanggal 17 Mei 1982, yang dikuatkan
berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi luran Pembangunan Daerch Jakarta
Pusat/Barat No. RIS 325.../WPJ.10/K 13106/1988, tertanggal 24-3-.988, atas
nama Waijib Pajak Penggugat (bukti P-2);

bahwa pada tanggal 5 Desember 2000, terhadap tanah milik Penggugat
tersebut, telah dilakukan pemagaran o\eh Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat
| pagar tersebut telah dibongkar dan secara tanpa hak Tergugat | telah
menyerobot dan telah memasang Pondasi keliling dan akan memagar tanah
sengketa tersebut, yang atas perbuatan Tergugat | tersebut Penggugat telah
melaporkan secara resmi kepada pihak Kelurahan Duri Kepa, yang dalam hal ini
berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa, No. 44/1.711.01, tertanggal 27
Pebruari 2001 kepada Tergugat | telah dilarang dan atau diperintahkan untuk
menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran tersebut sebelum
ada izin dari instasi terkait (Pemda DKI Jakarta) bukti P-3);

bahwa perbuatan Tergugat | yang telah menyerobot Tanah Milik
Penggugat dan telah melakukan pemasangan pondasi/pemagaran atas tanah

Hal. 2 dari | 7 hal. Put. No. 1089 K/Pd/2005
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sengketa secara tanpa hak (yang jelas-jelas tanah sengketa adalah milik
Penggugat) adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum
(Onrechmatigedaad) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata
yang telah merugikan Penggugat;

bahwa oleh karena Tergugat | dalam~ melakukan pemasangan
pondasi/pagar atas tanah sengketa adalah secara melawan hukum, maka
Tergugat | atau siapapun yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus
menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-
satunya yang paling berhak dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala
beban yang ada padanya;

bahwa karena Tergugat | telah melakukan pemasangan pondasi/pagar
atas tanah sengketa secara melawan hukum, maka Tergugat | atau siapapun
yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan
fmengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat serta harus segera
menghentikan kegiatan pemasangan pondasi/pemagaran yang dilakukan
Tergugat | serta membongkar pondasi/pagar tersebut dalem waktu 8 (delapan)
hari setelah putusan dibacakan;

bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat | yang melakukan
perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat,
berupa kerugian moril dan materiil, yang dalam hal ini berupa tersitanya waktu
Penggugat untuk mengurus perkara ini dan kerugian berupa biaya yang harus
dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Kerugian Moril penggantian pagar yang dirusak sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

bahwa sebagai kekhawatiran kuat Tergugat | enggan secara suka rela
dan baik-baik, menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dan
agar putusan dalam perkara ini ditaati oleh Tergugat 1, maka cukup beralasan
agar Tergugat | dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi putusan
dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

bahwa oleh karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang
pasti dan didukung oleh surat-surat bukti otentik yang mempunyai kekuatan
hukum pembuktian yang tidak dapat dibantah/disangkal kebenararaya, maka
mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada
bantahan, banding, maupun kasasi;
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan
atas tanahfobyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada rengadilan
Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

sebagai berikut :

DALAM PROVISI :
1. Memerintahkan kepada Tergugat | untuk menghentikan kegiatan pembuatan

Pondasi dan atau pemagaran serta membongkar pondasi/pagar yang telah
dipasang oleh Tergugat | diatas tanah sengketa tersebut;

2. Menghukum Tergugat | untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap ia lalai memenuhi isi keputusan
dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilk yang sah dan satu-satunya dari
tanah sengke!a, sebidang tanah (tanah koscng) hak milik ada No. C. 3162
terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa persil 33 B kelas Ill S kohir
No. C. 3162 seluas + 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari
pembelian sebagian tanah milik adat No. C. 434:

3. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah (tanah kosong) hak milik adat
No. C. 3162 terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta
Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa persil 33/B. 14 kelas 1}
S kohir No. C. 3162 seluas * 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal
dari pembelian sebagian tanah milik adat No. C. 434 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara  : Tanah kepunyaan Haji Detjeng:
- Sebelah Timur  : Tanah kepunyaan Haji Detjeng/Kimin; -
- Sebelah Selatan : Tanah jalan Tol;
- Sebelah Barat  : Tanah kepunyaan Mandu Oteng,
4. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
5. Menyatakan Tergugat | telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat | untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang
dibangun diatas tanah sengketa segera setelah dibacakan putusan dalam
perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan di bacakan; yang

tetap (Inkracht);
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7. Menghukum Tergugat | atau siapa juga yang memperoleh hak dari padanya
untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dan
bebas dari segala beban yang ada padanya;

8. Menghukum Tergugat | untuk membayar kepada Penggugat uang paksa
sebesar Rp. 100.000,-/perhari setiap Tergugat | lalai memenuhi putusan
perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini
dibacakan secara tunai;

9. Menghukum Tergugat | untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi moril
dan materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat Ii, Ill, 1V, V, VI, VI, VIl untuk menerima dan mentaati
putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat | membayar ongkos perkara;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Atau : memberikan putusan yang seadil-adiinya (Ex Aequo et bono) dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gqugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-
dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan di dalam posita
gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas rangkaian cerita atau peristiwa yang
melatarbelakangi apa dan bagaimana kaitan hukumnya khususny. terhadap
Haiji Detjeng, Haji Sebeh, Haji Amsar, Haji Masenin, Haji Amsir dan Haji Atjad
yang ditempatkan/ditarik sebagai pihak Tergugat-Tergugat di dalam perkara a
quo, sementara hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Il s/d
Tergugat VIl yang menimbulkan adanya kerugian di pihak Penggugat
(melanggar kepentingan hukum Penggugat) sama sekali tidak ada;

bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) sebab sesuai
dengan sertifikat HGB No. 461/Duri yang diperoleh oleh Tergugat | pada tahun
1977 jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat | telah memegang hak atas
tanah sengketa selama + 24 tahun berdasarkan alas hak yang sah yang
perolehannya telah sesuai dengan prosedur hukum, dengan mengacu kepada
ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata;

DALAM REKONVENSI :

bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik yang sah dan satu-satunya

atas tanah sengketa yang terletak sebagaimana dalam surat gugat, sesuai
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dengan sertifikat hak guna bangunan No. 3965 yang diterbitkan pada tanggal 28
Oktober 1994 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, sertifikat mana
merupakan pemisahan dari sertifikat hak guna bangunan No. 461./Duri yang
diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Jakarta Barat, sekarang Kantor
Pertanahan Jakarta Barat tanggal 7 Juli 1977 (bukti PR-1, 2);

bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah mengaku sebagai
pemilik atas tanah sengketa girik C No. 3162 dengan mendasarkan pada Akte
Jual Beli tanggal 20 Januari 1988 No. 045/KBJ/JB/1988 yang dibuat di hadapan
Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk;

bahwa dalil Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi tersebut diatas
tidak benar dan tidak mendasar atas hukum, hanya mengaku-ngaku sebagai
pemilik tanah sengketa, sebab telah jelas-jelas terbukti bahwa pem=gang hak
yang sah dan satu-satunya atas tanah sengketa adalah Penggugat
rekonvensi/Tergugat | konvensi, sesuai dengan sentifikat HGB No. 461/Duri jo
sertitkat HGB No. 3965/Duri Kepa;

bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah mengalami kerugian yang
menimbulkan hak bagi Penggugat rekonvensiftergugat | konvensi untuk
menuntut ganti rugi sebagai berikut :

a. Kerugian materiil 'biaya untuk mengurus perkara a quo dan biaya
Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
bahwa tanah sengketa merupakan tanah produktif yang seyogyanya
dapat dipergunakan oleh Penggugat rekonvensi dalam mengembangkan
usahanya, pamun oleh karena adanya gugatan dalam perkara a quo
menjadi tidak dapat menjalankan usaha dengan lancar, sehingga
Penggugat rekonvensi/Tergugat | konvensi mengalami kerugian sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil jumlah kerugian ini tidak dapat disebutkan secara
tegas jumiahnya namun yang pasti sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi
menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan

sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan eksepsi Tergugat | untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:
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- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat | Konvensi untuk
seluruhnya;

- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas tanah

sengketa sesuai sertifikat HGB. No. 461/Duri jo No. 3965/Duri Kepa;

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kon\{ensi telah

melakukan perbuatan melawan hukum:

Menyatakan Akte Jual Beli No. 045/KBJ/JB/1988 tanggal 20 januari 1988

yang dibuat di hadapan Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk, adalah

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan bahwa Girik C No. 3162 atas nama Tergugat Rekonvensi

/Penggugat Konvensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar

ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat |

Konvensi sebesar :

- Ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.100.000.000.- (lima milyar seratus juta
rupiah);

- Ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah);
secara tunai dan sekaligus:
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah

mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt Bar,
tanggal 21 Agustus 2001 yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat | tidak beralasan,
- Menolak eksepsi-eksepsi tersebut:
Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat | Konvensi untuk
sebagian;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat | Konvensi adalah pemilik atas
tanah sengketa sesuai sertifikat HGB. No. 461/Duri dan sertifikat HGB. No.
3965/0Duri Kepa;

- Menyatakan Akte Jual Beli No. 045/KBJ/JB/1988 tanggal 20 Januari 1988
yang dibuat dihadapan Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk, adalah
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan girik C. No. 3162 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:

- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat KonvensifTergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu roviah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta dengan putusannya No. 372/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 08 Desember
2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Pebruari 2005 kemudian terhadapnya
oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2005 diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 16 Pebruari 2005 sebagaimana ternyata dari akte
permohonan kasasi No. 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt. Bar. yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2005;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada
tanggal 18 Marel 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
PenggugatPembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 2005,

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
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Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya :

1

2.

Bahwa, pertimbangan dan putusan judex facti yang menolak eksepsi
Tergugat sudah tepat dan benar;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang hanya mengambil alih segala alasan
dan pertimbangan hukum majelis hakim pertama telah salah dalam
penerapan atau melanggar hukum, di mana putusan judex facti yang
mengabulkan gugatan Termohon Kasasj didasarkan atas periimbangan
yang melanggar hukum yang tidak didukung bukti/dasar perolehan dan
dasar bukti kepemilikan Termohon Kasasi atas tanah sengketa yaitu Hak
Milik Adat No. C. 434 persil 33 b S. Il luas 3000 m2, atas nama Muasim bin
Loyo serta penerbitan’ sertifikat atas nama Termohon Kasasi semula
Tergugat | yang mendasarkan - salinan putusan Perkara No. 432
PK/Pd¥1991 (yang tidak pernah dimunculkan_oleh Termohon Kasasi)

dengan obyek tanah yang berbeda Termohon Kasasi mengakui tanah

sengkela:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI salah dalam penerapan hukum dan

tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding terhadap

putusan hakim tingkat pertama halaman 23 alinea kelima yang berbunyi

*...Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.1.1 (Sertifikat HGB

No. 461) telah ternyata tanah Hak Milik Adat No. C. 434 telah menjadi hak

milik Tergugat | sejak tanggal 7 Juli 1977, sehingga dalil Penggugat yang

menyatakan Penggugat pada tanggal 20 Januari 1988 telah membeli tanah
milik adat No. C. 434 dari Tergugat I, N1, IV, V, VI dan VIl adalah tidak sah,
dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya apabila Penggugat
membeli pada tanggal 20 Januari 1988 adalah membeli dari Tergugat | dan

bukan membeli dari Tergugat Ii, i1, IV, V. Vi dan VII, karena pada tanggal 7

Juli 1977 tanah milik adat No. C. 434 adalah telah menjadi milik Tergugat |

(sertifikat HGB No. 461 Duri 7 Juli 1977). Terhadap pertimbangan hukum

tersebut diajukan keberatan sebagai berikut: '

3.1. bahwa dasar kepemilikan Termohon Kasasi/ Tergugat | dalam
mengakui  kepemilikan tanah sengketa, tidak didukung bukti
perolehan baik mengenahi pelepasan hak, pemebebasan, maupun
jual beli atas tanah sengketa;

32. bahwa Sertifikat HGB No.461/Duri terbit mendasarkan surat
Keputusan Meneteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1977
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3.3.

3.4.

35,

No SK.153/HGB/DA/77 luas 131.644 M2 yang dijadikan dasar
kepemilikan tanah sengketa, tanah Hak Milik Adat Girik C 434 Persil
33 b S.l, tidak didukung bukti perolehan baik pelepasan hak,.
pembebasan maupun jual beli atas tanah sengketa;

bahwa surat pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 (vide
T 1-3) yang dijadikan dasar perolehan tanah sengketa oleh Termohon
Kasasi, tidak pernah ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan tidak
pernah ada sebelum terbit HGB No.461/Duri, dan surat nelepasan
hak atas tanah tertanggal 8 Agustus 1975 muncul setelah terbit
Sertifikat HGB No. 461 tertanggal 12 April 1977. Bahkan surat
pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 (Vide T 1-3) yang
dijadikan dasar perolehan Termohon Kasasi semula Tergugat | atas
tanah obyek sengketa tanah Girik C. 434 persil 33 b. S. Il berupa
surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara 5 ahli waris dari
6 ahli warls Muasim bin Loyo (Pelepasan sepihak dari yang
bersangkutan) tidak_disaksikan/dikuatkan oleh Ka. Sub. Dit Agraria
setempat, dalam hai ini bertentangan dengan Undang-Undang
sebagaimana ketentuan pelepasan hak atas tanah hak milik adat dari
yang bersangkutan yang seharusnya disaksikan/dikuatkan oleh
Ka.Sub.Dit. Agraria setempat;

bahwa pengakuan Termohon Kasasi semula Tergugat | dalam
mengakui kepemilikan tanah sengketa Girik C 434 Persil 33b S.
luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) atas nama Muasim Bin Loyo
dengan mendasarkan Sertifikat HGB No.461/Duri tanggal 7 Juli 1877
dan mendasarkan surat pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus
1975 tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang
bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuat dengan suatu
akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kecamatan karena
jabatannya. Bahkan bukti ketidakbenaran dasar perolehan maupun
dasar kepemilikan tanah sengketa Girik No. C 434 Persil 33b S
dibuktikan dengan adanya fakta bukti pelepasan hak atas tanah
tertanggal 8 Agustus 1975 setelah terbit sertifikat 461/Duri;

bahwa Hak Guna Bangunan No.3965/Duri Kepa luas 8400 M2, yang
diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1994 oleh Kantor Pertanahan
Kotamadya Jakarta Barat yang diakui Termohon Kasasi semula
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Tergugat | di dalamnya mencakup tanah obyek sengketa Girik C 434,
berdasarkan fakta penunjuk dasar penerbitan sertifikat HGB
No.3965/Duri Kepa luas 8400 M2 yang dalam penerbitannya
mendasarkan asal persil pemisahan dari HGB No.461/Duri luas 8400
M2 dan mendasarkan penunjuk putusan PK tertanggal 31 Agustus
1993 Nomor 432/PK/Pdt/1991 dengan obyek sengketa mengenai
tanah Girik C.162 Seb.Blok 54 D.Il luas 1.850 M2 dan 1530 M2,
b_ukan obyek tanah sengketa Girik C.434 Persit 33 b S.;

3.6. Acrapun surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Daerah Khusus lbukota Jakarta No.028/23-550.2-09-03-
2001 permohonan perpanjangan bekas HGB 3965/Duri Kepa yang
menggunakan dasar putusan No.381/Pdt/G/1993/PN.Jak.Bar.
J0.No.599/Pdi/1994/PT.DKI Jo. No.659 K/Pdu/1996, adalah sertifikat
dengan obyek sengketa tanah Girik C.162 Persil 33b S.ll, bukan
tanah Girik C.434 dalam hal inij bérbeda dengan dasar penerbitan
HGB No.3965/Duri Kepa yang dimohonkan perpanjangan. Dalam hal
ini, Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa berdasarkan penunjuk
mendasarkan putusan PK tertanggal 31 Agustus 1993 No. 432
PK/PDT/1991 dengan obyek sengketa tanah Girik C.162 seb. Blok 54
D.Il Luas 1.850 m2 dan 1.530 m2 adapun permohonan perpanjangan
HGB No.3965/Duri mendasarkan putusan No.381/PD1/G /1993
/PN.Jak.Bar, J0.No.599/Pdt/1994/PT.DKI, Jo No.659 K/PDT/1996,
dengan obyek sengketa tanah Girik C.162 Persil 33 b S.ll, yang
bukan merupakan tanah Girik C.434, yang dengan menggunakan
sertifikat atas tanah lain yang dijadikan dasar mengakui tanah obyek
sengketa;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI salah dalam menerapkan hukum dan
tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi semula Penggugat
atas putusan pada halaman 24 alinea pertama yang berbunyi
"...berdasarkan bukti P-1 Penggugat tidak berhasi membuktikan obyek
tanah sengketa tanah milik adat No. C. 434 adalah milik Penggugat, oleh
karena maijelis hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan
dalil tersebut dan petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini
haruslah ditolak dan bukti surat P-1 yang berupa Akte Jual Beli No.
045/KBJ/JB/1988, tanggal 20 Januari 1988, harus dinyatakan tidak sah dan
tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga alat bukj surat lainnya P-
2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan Surat-surat yang dikeluarkan
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pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2001, tidak dapat membuktikan
bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yaitu tanah milik
adat C 434". Terhadap pertimbangan hukum tersebut, diajukan keberatan-
ke‘beratan sebagai berikut:

’4.1/.

4.2,

bahwa  majelis  hakim tingkat pertama - tersebut tidak
mempertimbangkan fakta pelaksanaan jual beli dan atau pembelian
Penggugat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 bahkan dalam
Putusannya hanya mendasarkan bukti sertifikat hak guna bangunan
No. 461/Duri atas nama Metropolitan Development (vide T I-1) dan
mengesampingkan bukti sertifikat HGB No. 3965/Duri (vide T [-2a.
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 028/23-5550.2-09.03-2001
tanggal 14 Juni 2001 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan No.
3965 (vide T I-2b) dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas
Tanah tanggal 8 Agustus 1975 (vide T 1-3) yang tidak membuktikan
dasar perolehan/kepemilikan tanah sengketa tanah hak milik adat
Persil 33 b S.11I C No.434 luas 3000 M2;

bahwa transaksi jual beli tanah Hak Milik Adat C.434/ Duri atas nama
Muasim Bin Loyo antara Pemohon Kasasi/Penggugat (sebagai
pembeli) dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasim Bin Loyo
(sebagai penjual) tertanggal 20 Januari 1988 dengan Akta Jual Beli
Mo.045/KJB/JB/1988 dilakukan di hadapan Drs. Mohammad Wisman,
Camat. Kepala Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat,
sebagai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1961 tentang pendaftaran tanah untuk Wilayah Daerah Ibukota
Jakarta;

5. Bahwa putusan judex factj Pengadilan Tinggi DKI salah dalam penerapan
a/taq melanggar hukum adalah berdasarkan uraian-uraian

51.

bahwa sentifikat HGB No. 461/Duri, tertanggal 7 Juli 1977 tertulis luas
131.644 m2 dengan berdasarkan SK Mendagri No. 153/HGB/DA/77
tanggal 12-4-1977, yang dijadikan dasar bukti kepemilikan Termohon
Kasasi semula Tergugat | atas tanah sengketa tanah Girik No. 434
persil 33 b S. Il tidak beralasan hukum, tidak didukung bukti
perolehan tanah sengketa bertentangan dengan Undang-Undang dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemberian
hak guna bangunan yang berasal dari tanah milik adat, seharusnya
HGB lahir dengan suatu perjanjian (vide Pasal 37 huruf b Undang-
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5.2.

5.3

L}ndang No. 5 Tahun 1960) dan bukan berdasarkan SK Mendagri No.
153/HGB/DAJ77 tanggal 12-4-1977 dan berdasarkan ketentuan Pasal
19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, bahwa setiap
perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah memberikan
hak baru atas tanah.... dst harus dibuktikan dengan suatu akta yang
dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria;

bahwa dasar kepemilikan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi
atas Tanah Hak Milik No.C.434 Persil 33 b S.1II luas 3000 M2 yang
mendasarkan Sertifikat HGB No.461/Duri tertanggal 7 Juni 1977 tidak
didukung bukti perolehan dan kepemilikan, adapun surat pelepasan
hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 tidak merupakan dasar
perolehan tanah dengan sertifikat HGB No0.461/Duri, adapun
pengakuan Termohon Kasasi semula Pengggat Rekonpensi yang
mengakui kepemilikan tanah sengketa tanah sertifikat HGB No.461
Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa, tertanggal 28 Oktober 1991 luas
8.400 M2 yang diakui Termohon Kasasi semula Penggugat .
Rekonvensi sebagai pecahan dari sertifikat HGB No.461/ Duri
dengan mendasarkan Penunjuk putusan Penijauan Kembali MA RI.
Tanggal 31 Agustus 1993 No.432 PK/PDT/1991 adalah dengan
obyek Tanah Ketitir C 162 seb. Blok 54 D. Il luas 1850 M2 dan 1530
M2, bukan tanah sengketa tanah Girik No.434 Persil 33 b S.IIl, yang
kalaupun kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta
N0.028/23-550.2-09.03-2001 tanggal 14 Juni 2001, Sertifikat HGB
No.3965/Duri  Kepa dimohonkan perpanjangan adalal: dengan
menggunakan dasar alasan putusan 381/PdYG/1993/Pn. ak.Bar jo.
No.S99/PU1994/PT.ONI  JoNo.659  K/PdU1996  Jo.No.150
PK/PdY2000 dengan obyek tanah Ketitir 162 Persil 33 b S.I!l luas
3760 M2, yang obyek tanah dan luasnya berbeda dengan dasar
penunjuk Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa;

bahwa dasar perolehan Termohon Kasasi semula Penggugat
Rekonvensi atas tanah sengketa yang mnndasarkan Surat Pelepasan
Hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 tidak beralasan hukum dan
bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam hal Pemberian Hak Guna Bangunan
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yang berasal dari Tanah Milik Adat, seharusnya HGB lahir dengan
suatu perjanjian;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:
Mengenai alasan ke — 3.1,3.2,3.3,3.4;
bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena dasar
perolehan hak Termohon Kasasi/T. ergugat | terhadap tanah sengketa, Tanah
Hak Milik Girik C 434 Persil 33 b S. Il berupa surat pernyataan pelepasan hak
atas tanah antara 5 ahli waris dari 6 ahli waris Muasim bin Loyo, merupakan
pelepasan sepihak yang tidak disaksikan atau dikuatkan oleh Kepala Sub.
Direktorat Agraria setempat. Hal ini bertentangan dengan undang-undang
mengenai pelepasan hak atas tanah hak milik adat dari yang bersangkutan
yang seharusnya disaksikan dan atau dikuatkan oleh Kepala Sub Dit. Agraria
setempat. Dengan demikian dasar perolehan/dasar Kepemilikan Tanah
Sengketa Girik No. C 434 persil 33.b S. 1IN, oleh Termohon Kasasi/ Tergugat
tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;
M.engenai alasan 4.1, 4.2:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex
fakti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang tidak seimbag dari
sekalian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang menyangkut asal-usul
perolehan hak tanah sengketa, dengan mengesampingkan alat-alat bukti
Tergugat yang sama sekali tidak membuktikan kebenaran dasar perolehan/
kepemilikan tanah sengketa tanah hak milik adat persil 33 b S.llI C No. 434 luas
3000 M2. Sedangkan jual beli tanah hak milik adat C.434/Duri atas nama
Muasim Bin Loyo antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan 6 ahli waris
Muasim Bin Loyo tertanggal 20 Januari 1988 dengan akta jual beli
No.045/KJB/JB/1988 yang dilakukan di hadapan Notaris, telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, sehingga dengan
demikian Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mampu membuktikan tanah obyek
sengketa sebagai miliknya;

Mengenai alasan ke - 5.1,5.2,5.3:

bahwa alasan-alasan tersebut juga dapat dibenarkan, karena judex
facti telah salah dalam menerapkan hukum dasar kepemilikan tanah sengketa,
terhadap Termohon Kasasi/ Tergugat yang mendasarkan pada sertifikat HGB
No.461/Duri maupun sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa tidak didukung dengan
bukti-bukti perolehannya, bahkan penerbitan sertifikatnya terbit atas obyek
tanah yang berbeda-beda. Sedangkan dasar kepemilikan Pemohon Kasasi/
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Penggugat atas obyek tanah sengketa/ Tanah Hak Miik Adat No. C.434 Persil
33 b S.Il diperoleh secara sah melalui jual beli dengan akta jual beli
No.045/KJB/jb/1988 tertanggal 20 Januari 1988 antara Pemohon Kasasi/
Penggugat dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasim Bin Loyo yang pada
tahun 1988 belum disertifikat. Oleh karena itu, penerapan hukum judex facti
yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat sebagai pemilik atas
tanah Hak milik adat No.C.434 adalah tidak berdasarkan hukum, oleh
karenanya harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agamal/dudex facti
harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini
dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, oleh karena jual beli tanah hak milik adat C.434/Duri atas
nama Muasim bin Loyo antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 ahli waris
Muasim bin Loyo tertanggal 20 Januari 1988, dengan akta jual beli No.
045/KJB/JB/1988, yang dilakukan di hadapan Notaris, telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Takun 1961. Dengan -
demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mempu membuktikan tanah obyek
sengketa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa terhadap
Termohon Kasasi/Tergugat yang mendasarkan pada sertifikat HGB No.
461/Duri maupun sertifikat HGB No. 3965/Duri Kepa tidak didukung dengan
bukti-bukti perolehannya, bahkan penertiban sertifikatnya terbit atas obyek
tanah yang berbeda-beda. Sedangkan dasar kepemilikan Pemohon
Kasasi/Penggugat atas obyek tanah sengketa/tanah Hak Milik Adat No. 434
Persil 33 b S.1Ii diperoleh secara sah melalui jual-beli dengan akta jual beli No.
045/KJB/jb/1928 tertanggal 20 Januari 1988 antara Pemohon Kasasi/Penggugat
dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasim bin Loyo, yang pada tahun 1988
belum disertifikat. Oleh karena itu, penerapan hukum judex facti yang
menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pemilik atas tanah Hak
Milik Adat No. C.434 adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus
dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak
perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah
Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi : HINDARTO HOVERT TANTULAR dan membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 372/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 08
Desember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
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Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana
yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak
yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan:

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI]:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HINDARTO
HOVERT TANTULAR tersebut ;
Membatatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 372
/PdU2003/PT.DKI, tanggal 08 Desember 2003 yang menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt Bar, tanggal 21
Agustus 2001;

MENGADIL!I SENDIRI :
Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan - Penggugat sebagai pemlhk yang sah dan satu- satunya dari
tanah sengketa, sebidang tanah (tanah kosong) hak milik adat No. C. 3162,
terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 B kelas 1ll S kohir
No. C. 3162 seluas + 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari
pembelian sebagian tanah milik adat No. C. 434;

Menyatakan Tergugat | telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat | untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang
dibangun di atas tanah sengketa dalam waktu 8 (delapan) hari setelah
Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

5. Menghukum Tergugat | atau siapapun juga yang memperoleh hak dari
Padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan
bebas dari segala beban yang ada padanya:;
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Menghukum Tergugat | untuk membayar kepada Penggugat uang paksa
sebesar Rp. 100.000,-/perhari secara tunai setiap Tergugat | lalai memenuhi
putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan
berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini
sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 oleh Drs. H. AHMAD KAMIL,
S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP.,, M.Hum. dan H.
IMAM SOEBECHI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. M.

FAUZAN, S.H., M.M., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak;

Hakim-H4kim Anggota ; Ketua;

Biaya Kasasi : _PapiferaPeqggganti ;
1. Meterai .................. . Rp.- 6.000,-
2. Redaksi.................... Rp. 1.000.-
3. Administrasi................ Rp. 493.000. -
Rp. 500.000,-
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